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ABSTRAK

Nama . Syarah Fitriah
Program Studi : [Imu Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN STATUS BADAN

HUKUM DARI PERSEROAN TERBATAS MENJADI UNIT
PELAKSANA TEKNIS (STUDI KASUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PASAR REBO)

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan
hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam
melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga
pembubaran, semuanya harus sesua dengan ketentuan undang-undang tersebut.
Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo
menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya
juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan
tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan
untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas
Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidas tersebut tidak
dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini
membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum
perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini
juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan
status rumah sakit tersebut.

Kata Kunci: perseroan terbatas, rumah sakit, pembubaran, likuidasi, berakhirnya
status badan hukum perseroan.
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ABSTRACT

Name : Syarah Fitriah
Study Program : Law
Title - JURIDICIAL ANALY SIS OF DIVERSION OF LEGAL

ENTITY FROM LIMITED LIABILITY COMPANY
INTO IMPLEMENTING TECHNICAL UNITS (CASE
STUDY OF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR
REBO)

Limited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law
of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting &l their activities, the
Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies.
Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in
accordance with the provisions of the legidation. The transfer of lega entity
status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of
RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer
process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the
company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah
Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not
completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution,
liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and
regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the
transfer status of the hospital.

Keywords: limited liability companies, hospitals, dissolution, liquidation,
termination of company status as legal entity.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kesehatan! merupakan hak asasi setigp manusia yang diakui serta
tertera dalam konstitusi Indonesia, yakni di Pasal 28H Undang-Undang Dasar
1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sgahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa berhak hidup
segjahtera lahir dan batin sama halnya dengan berhak untuk hidup sehat lahir
dan batin. Terlebih lagi dalam kata-kata selanjutnya dinyatakan pula bahwa
setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sehingga jelas
kesehatan diakui oleh Negara Indonesia sebagai salah satu hak asasi manusia.
Maka jelaslah bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat serta memperoleh
pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena sangat pentingnya
kesehatan bagi manusia, maka hal tersebut juga turut menyinggung peran
pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki
tanggung jawab atas pemenuhan hak atas kesehatan bagi warganegaranya.
Daam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 dinyatakan bahwa
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dengan demikian, pemerintah
memiliki kewgjiban kostitusiona untuk menyediakan rumah sakit guna
pemenuhan pelayan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Guna memenuhi
kewajibannya tersebut, pemerintah telah mendirikan rumah sakit-rumah sakit
pemerintah baik pusat maupun daerah, salah satunya adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Pasar Rebo.

Rumah sakit merupakan salah satu kebutuhan terpenting manusia. Hal
tersebut karena, rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang

! Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka (1) UU Kesehatan).
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merupakan kebutuhan paling pokok bagi manusia dalam menjaankan
kehidupannya. Manusia tidak dapat berusaha memenuhi seluruh kebutuhan
kehidupannya tanpa memiliki kesehatan dalam dirinya. Dengan terjaminnya
kesehatan pada setigp manusia secara tidak langsung juga menjamin
seseorang dapat melakukan setiap aktivitasnya secara maksima sehingga
menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Pada dasarnya, setiap orang
mendambakan hidup yang sehat karena dengan demikian akan membuat
dirinya bahagia dadlam menjalankan segala aktivitasnya. Setiap orang pasti
akan melakukan segala cara untuk memperoleh kesehatan bagi dirinya
meskipun dengan biaya yang sangat tinggi sekalipun. Karenanya, rumah sakit
yang merupakan tempat pemberian layanan kesehatan menjadi salah satu
bentuk usaha yang terlihat cukup menguntungkan bagi para pengusaha
dewasa ini.

Terlepas dari kewajiban pemerintah memberikan serta menyediakan
pelayanan kesehatan yang memadai, bisnis rumah sakit, mulai dilirik oleh
para pengusaha dikarenakan pemikiran bahwa manusia sangat membutuhkan
kesehatan. Dengan menjamurnya rumah sakit-rumah sakit swasta
menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan
melalui rumah sakit saat ini cukup besar. Hal tersebut juga turut dipengaruhi
olen tingkat kesadaran serta pengetahuan akan kesehatan yang mulai
meningkat di masyarakat. Tingkat kesadaran yang semakin tinggi akan
kesehatan menaikkan tingkat ilmu kesehatan dan pengobatan. Karena
kesadaran akan kesehatan yang tinggi, menuntut ilmu kesehatan dan
pengobatan untuk semakin berkembang dan menciptakan pelayanan-
pelayanan kesehatan yang lebih mujarab, mutakhir, serta lebih memuaskan.
Untuk menghasilkan pengobatan yang mujarab serta modern, maka
dibutunkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, semakin modern
suatu pelayanan kesehatan maka akan semakin tinggi pula harga yang
ditawarkan. Mengingat bahwa demi kesehatan manusia dapat melakukan
segala cara, maka dengan demikian meskipun dengan harga yang tinggi tetapi

bila hasilnya sangat memuaskan, orang akan tetap mencarinya. Dengan
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demikian, bisnis rumah sakit ini merupakan bidang usaha yang sangat
profitable (menguntungkan).

Pertimbangan yang paling mendasar dari keberadaan rumah sakit
adalah tujuan awa dari suatu rumah sakit, dimana tujuan tersebut diatur
dalam anggaran dasar setigp rumah sakit, dan setiap kegiatan rumah sakit
haruslah sesuai dengan tujuan anggaran dasar tersebut. Ada rumah sakit yang
segjak awa didirikan memang memiliki tujuan sosia untuk sekedar
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memikirkan
keuntungan (nirlaba/non profit), yang biasanya dikelola oleh pemerintah.
Namun, ada pula rumah sakit yang memang sengagja didirikan untuk tujuan
ekonomi semata yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented),
yang biasanya dikelola oleh badan swasta. Dari kedua jenis rumah sakit
tersebut maka terlihat bahwa pembentukan suatu rumah sakit juga
dipengaruhi oleh siapa pendirinya serta untuk tujuan apa didirikan. Menurut
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang baru
disahkan serta diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2009, tepatnya pada
Pasal 19 dan 20, dinyatakan bahwa rumah sakit dapat dibagi berdasarkan
jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang
diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum? dan Rumah
Sakit Khusus®. Sedangkan berdasarkan jenis pengelolaannya, rumah sakit
dikategorikan menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat.* Rumah
Sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan
hukum yang bersifat nirlaba.® Berdasarkan ketentuan tersebut maka rumah
sakit publik merupakan rumah sakit yang memiliki tujuan sosial sgja dalam
pendiriannya. Sedangkan Rumah Sakit privat dapat dikelola oleh badan

2 Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis
penyakit. (Pasal 19 ayat (2) UU Rumah Sakit).

¥ Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis
penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau
kekhususan lainnya. (Pasal 19 ayat (3) UU Rumah Sakit).

* Indonesia, Undang-Undang Rumah Sakit, UU No. 44 Tahun 2009, LN No. 153, TLN
No. 5072, Pasal 20 ayat (1). (selanjutnya disebut sebagai UU Rumah Sakit)

®|bid,. Pasal 20 ayat (2).
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hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.’
Dengan demikian rumah sakit privat ini tujuan pendiriannya adalah
berdasarkan tujuan ekonomi.

Pada tahun 2004 silam, terjadi polemik mengenai status badan hukum
Rumah Sakit Pasar Rebo yang cukup mendapatkan perhatian baik dari
konsumen maupun dari pegawainya. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15
Tahun 2004, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo diubah statusnya dari
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjadi
Perseroan Terbatas dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah DK Jakarta
pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit tersebut. Dengan kata lain, Pemerintah
Daerah DK Jakarta memprivatisasi RSUD Pasar Rebo serta mel epaskan hak
serta kewajibannya terhadap aset-asetnya pada RSUD tersebut meskipun
tetap berperan sebaga pemegang saham (stakeholder/shareholder) pada PT
Rumah Sakit Pasar Rebo. Perubahan status hukum tersebut juga turut
merubah tujuan dari RSUD Pasar Rebo yang sebelumnya non profit menjadi
profit oriented. Selain itu, juga mengakibatkan Rumah Sakit Pasar Rebo akan
tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam
menjaankan kegiatannya.

Pada akhirnya, Perda tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun,
karena pada tanggal 21 Februari 2006 keluarlah Putusan Hak Uji Materiil
Mahkamah Agung Republik Indonessa Nomor 05P/HUM/2005 yang
memerintahkan kepada Pemda DKI Jakarta untuk segera mencabut Perda
yang bersangkutan karena bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI tersebut
dan kemudian dicabutnya Perda No. 15 Tahun 2004, maka status badan
hukum RS Pasar Rebo dikembalikan lagi menjadi Unit Pelaksana Teknis.
Namun demikian, hampir selama kurang lebih 1 (satu) tahun, RS Pasar Rebo
telah berstatus sebagai badan hukum PT dan tunduk pada UUPT. Dengan
demikian, untuk mengembalikan kembali pada status UPT, maka status badan
hukum RS Pasar Rebo sebagal PT harus diakhiri terlebih dahulu berdasarkan

® Ibid,. Pasal 21.

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH U, 2011 Universitas Indonesia



ketentuan pada UUPT mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya
status badan hukum perseroan terbatas.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya
dalam skripsi penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Pengembalian Status
Badan Hukum Dari Perseroan Terbatas Menjadi Unit Pelaksana Teknis
(Studi Kasus RSUD Pasar Rebo)”.

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka untuk
membatas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam skrips ini
penulis merumuskan masal ah sebagai berikuit:

1. Bagamanakah prosedur pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status
badan hukum perseroan terbatas yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pasar
Rebo? Sudah tepatkah prosedur yang dilakukan tersebut menurut peraturan
perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana dampak yang timbul sebagal akibat dari pembubaran Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo?

1.3. Tujuan Penelitian
Secara umum, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk

mengidentifikass mengenai konsep status badan hukum rumah sakit di

Indonesia serta menelusuri secara mendalam mengenai status badan hukum

rumah sakit dalam persfektif Hukum Perusahaan.

Adapun tujuan khusus penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Mengetahui prosedur pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status
badan hukum perseroan terbatas yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pasar
Rebo serta tepatkah prosedur yang telah dilakukan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Menelaah dampak yang timbul sebagai akibat dari pembubaran Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
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1.4. Definisi Operasional

Definis  operasiona merupakan penggambaran hubungan antara
konsep-konsep khusus yang akan diteliti.” Agar permasalahan tetap konsisten
dengan sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian, maka dibutuhkan
suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam
penelitian ini. Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-
istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu definisi operasional
mengenai istilah-istilah berikut:

1. Rumah sakit adalah
institus pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan, dan gawat darurat.®

2. Badan Hukum adalah
suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan
melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri,
dapat digugat, dan menggugat di muka hakim. (Soebekti)®

3. Perseroan Terbatas adalah

badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta
peraturan pel aksanaannya.*

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan moda dasar yang

" Sri Mamudji et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

® Indonesia, UU Rumah Sakit, Pasal 1 Butir (1).

® Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Penyunting: Balai Seda, Cet. ke-1, (Y ogyakarta:
Penerbit Pustaka Y ustisia, 2009), hal. 18.

1% | ndonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, No. 1 Tahun 1995, LN No. 13, Pasal
1 Butir (1). (selanjutnya disebut sebagai UU N0.1/1995)
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seluruhnya terbagi daam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.™*

4. Modal adalah

Daam arti sempit merupakan sgumlah uang yang digunakan sebagai
pokok untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh laba
atau nilai lebih (capital gain) yang lazim disebut modal dasar (basic
capital). Daam arti yang lebih luas lagi, modal adalah kekayaan baik
berupa uang, benda, maupun jasa yang digunakan untuk menjalankan
suatu usaha dengan tujuan memperoleh atau menghasilkan keuntungan
dan/atau laba yang menambah kekayaan.*?

5. Saham adalah

menunjuk bagian pemilikan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suatu
subyek hukum atau badan hukum, pada umumnya penyetoran saham
adalah berbentuk uang. Namun tidak ditutup kemungkinan penyetoran
saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak
berwujud, yang dapat dinilai dengan uang serta harus disertai rincian yang
menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat
kedudukan, dan secara nyatatelah diterima oleh Perseroan.*

6. Pemegang Saham adalah
seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih
saham pada perusahaan, kemudian menjadi pemilik dari perusahaan
tersebut.™

7. Likuidas adalah
proses penutupan suatu badan usaha.*

! |ndonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106,
TLN No. 4756, Pasal 1 Butir (1). (selanjutnya disebut sebagai UU No. 40/2007)

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1999), hal. 263.

3 Fernando Billy Wibawa, Analisa Hukum Pengenai Perubahan Satus Badan Hukum
Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis, 2009), hal. 9 — 10.

1 | bid.

5 Wibowo dan Abubakar Arif, Akuntansi Keuangan Dasar 2: Ikhtisar Teori dan Soal-
Soal, Ed. ke-3, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 36.
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8. Unit Pelaksana Teknis adalah
satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis

operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.*®

1.5. Metode Pendlitian
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum.
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelgjari satu atau beberapa gegjaa hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya.’’
Dalam suatu penelitian, subbab “Metode Penelitian” merupakan hal
yang penting dan merupakan blueprint suatu penelitian yang berarti segala
gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.'® Berikut

penjelasan mengenai metode penelitian dalam penulisan ini:

1.5.1. JenisPendlitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif'® yang bersifat
deskriptif analitis?®, yakni merupakan penelitian yang menitikberatkan
pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melaui penelitian
kepustakaan. Hal tersebut bertujuan agar diperolehnya suatu
gambaran yang menyeluruh tentang hubungan hukum apa sgja yang

1 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Pedoman Pelembagaan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Permenkes No.
355/Menkes/Per/V/2006, huruf (c) angka (1).

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal.
42.

¥ Sri Mamudii et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.1, (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 51.

9 Pendlitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rgjawali Pers, 2007), hal. 13.

2 Deskriptif analitis atau dengan kata lain merupakan tipologi penelitan yang berupa
penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu
individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, lihat 1bid,
hal.4.
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terjadi dalam kegiatan pengembalian status badan hukum Rumah
Sakit Pasar Rebo dari Perseroan Terbatas menjadi Unit Pelaksana
Teknis (Badan Layanan Umum Daerah), khususnya dalam kegiatan
pembubaran Perseroan Terbatas.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka
Untuk melengkapi penelitian kepustakaan tersebut, Penulis turut
melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian hukum,
data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan
menjadi:*
e Bahan hukum primer:
Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak
dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih
berlaku. Dalam penélitian ini, bahan hukum primer yang menjadi
bahan kagjian adalah peraturan perundang-undangan serta putusan
pengadilan, antaralain:
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang K esehatan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Pemerintah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Peraturan Daerah Provins DKI Jakarta No. 15 Tahun 2004
tentang Perubahan Status Badan Hukum Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo

2 |bid. hal. 28.

% Spekanto, Op. Cit., hal. 52.
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Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada
Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2006
tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
05P/HUM/2005 tentang Hak Uji Materiil Peraturan Daerah
Provinsi DK Jakarta No. 13, 14, 15 Tahun 2004

- Putusan Pengadilan Hubungan Industria pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No. 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tentang
Perselisshan Hubungan Industrial antara Pegawai Eks PT
Rumah Sakit Pasar Rebo dengan Gubernur Provins DKI
Jakarta dan RSUD Pasar Rebo

- Putusan Kasass Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
764K /Pdt.Sus/2009 tentang Perselishan Hubungan Industrial
antara Pegawal Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan
Gubernur Provinsi DK Jakarta dan RSUD Pasar Rebo

e Bahan hukum sekunder:

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau

penjelasan mengenai  bahan-bahan hukum primer serta

pengimplementasiannya, misalnya rancangan undang-undang, hasil

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan lain

sebagainya. Dalam penélitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh

dari studi kepustakaan dari berbagai buku yang relevan dan dari

artikel-artikel yang diunduh dari berbagai situs internet yang terkait

dengan Hukum Perusahaan dan pembubaran Perseroan Terbatas.

e Bahan hukum tersier:
Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti

kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.
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1.5.2. Alat pengumpulan data
Dalam melaksanakan penelitian terdapat dua alat dalam hal
melakukan pengumpulan data, yaitu:
e Studi Dokumen
e Wawancara
Dalam pendlitian ini, adat pengumpulan data yang digunakan adalah
melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-
bahan hukum primer, sekunder, dan tertier tersebut untuk
mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-
pendapat para ahli atau pihak lain berupa informasi dalam bentuk
formal, dan data naskah-naskah resmi.
Selain menggunakan studi dokumen, penulis juga melakukan
wawancara untuk melengkapi informasi mengena hal yang ditdliti,
penulis melakukan wawancara dengan narasumber terkait yaitu Staff
Bagian Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

1.5.3. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis yuridis yang bersifat deskriptif
kualitatif (metode kualitatif) yaitu tata cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analitis.*’

1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:
Babl:  Pendahuluan
Bab ini beris tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
BablIl: Tinjauan Umum Hukum Perusahaan Khususnya Perseroan

Terbatas Di Indonesia

% Mamudii et. al., Op. Cit., hal. 29.

# Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 20.
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Bab ini beris tinjauan pustaka yang dijadikan acuan dalam
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan pada
Bab Il terdiri dari bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia,
karakteristik perseroan terbatas, prosedur pendirian perseroan
terbatas, serta prosedur pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya
status badan hukum perseroan

Bab Il : Gambaran Umum Rumah Sakit Pasar Rebo
Bab ini berisi tinjauan mengena Pendirian PT Rumah Sakit Pasar
Rebo yang mencakup Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT
Rumah Sakit Pasar Rebo, serta kasus posis pengalihan status
badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi UPT RSUD
Pasar Rebo.

Bab 1V : Analisis Pengembalian Status Badan Hukum Rumah Sakit Pasar
Rebo Dari Perseroan Terbatas Menjadi Unit Pelaksana Teknis
Ditinjau Dari Ketentuan Pembubaran Perseroan Terbatas
Bab ini  beris pembahasan mengena anaisis prosedur
pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum PT
Rumah Sakit Pasar Rebo, serta dampak yang timbul sebagai akibat
dari pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

BabV: Penutup
Bab ini berisi kessmpulan yang menjawab pertanyaan penelitian,

serta saran praktis dan saran untuk penelitian selanjutnya.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM HUKUM PERUSAHAAN KHUSUSNYA
PERSEROAN TERBATASDI INDONESIA

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk dari badan usaha atau
perusahaan yang ada dan diakui di Indonesia. Sebagai suatu badan usaha maka
Perseroan Terbatas dapat melakukan segala bentuk kegiatan usaha yang
berhubungan dengan berbaga bidang lainnya, seperti perdagangan, perbankan,
pertambangan, asuransi, bahkan kesehatan serta lain sebagainya. Badan-badan
usaha tersebut tentunya terikat oleh suatu hukum tertentu yang mengatur mereka
dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya tersebut, mulai dari pendiriannya
(lahir) hingga penutupan atau pembubarannya (mati). Hukum yang mengatur
mengenai badan usaha atau perusahaan dapat disebut sebagai Hukum Perusahaan.
Oleh karena Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk dari perusahaan atau
badan usaha, maka dengan demikian Perseroan Terbatas tentunya juga terikat oleh
Hukum Perusahaan tersebut.

Berikut ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai Hukum Perusahaan
secara umum serta karakteristik dan pengaturan tentang Perseroan Terbatas di

Indonesia.

2.1. Hukum Perusahaan
2.1.1. Lingkup Hukum Perusahaan
Perusahaan® adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
setigp jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan,
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba® Keseluruhan aturan

hukum yang mengatur tentang bentuk usaha®’ dan jenis usaha® disebut

% Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur Perusahaan,
antara lain: badan usaha; kegiatan dalam bidang perekonomian; terus-menerus; bersifat tetap;
terang-terangan; keuntungan dan/atau laba; dan pembukuan.

% Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 1.
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hukum perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut
usaha dalam arti hukum perusahaan, apabila memenuhi unsur-unsur
berikut ini: *

(@) dalam bidang perekonomian;

(b) dilakukan oleh pengusaha;

(c) tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

2.1.2. Pengaturan-Pengaturan Hukum Perusahaan
Pengaturan hukum perusahaan adalah setiap pihak yang
menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Hukum
perusahaan terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam:
(@) Perundang-undangan
Peraturan  ini  meliputi  ketentuan  undang-undang
peningggalan zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku
hingga sekarang ini berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945,
seperti ketentuan yang terdapat dalam KUHPer dan KUHD. Selain
itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuat
undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai
perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga sekarang ini,
antaralain mengenai:®
1) Badan usahamilik negara (BUMN);
2) Hak milik intelektual (hak cipta, meker, paten);

3) Perasuransian (kerugian, jiwa, sosia);

" Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak
setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Organisasi atau badan usaha tersebut
diatur/diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.
(Abdulkadir Muhammad;1999)

% Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomin, yaitu bidang
perindustrian, bidang perdagangan dan bidang jasa. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau
kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha
adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis
perusahaan. (Abdulkadir Muhammad.;1999)

% Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 2.
¥ |bid., hal. 3- 4.
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4) Perdagangan dalam dan luar negeri;

5) Perkoperasian dan pengusaha kecil;

6) Pasar modal dan penanaman modal;

7) lzin usaha dan pendaftaran perusahaan;
8) Perbankan dan lembaga pembiayaan;
9) Perseroan terbatas;

10) Dokumen perusahaan;

Pengaturan mengenai hukum perusahaan yang berlaku dan
mengikat suatu perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh bentuk
kegiatan usahanya. Dengan kata lain, satu perusahaan dapat terikat
oleh lebih dari satu undang-undang, misalnya perusahaan Perseroan
Terbatas Terbuka (PT Tbk), maka perusahaan tersebut selain terikat
dan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas juga terikat
dan tunjuk pada Undang-Undang Pasar Modal.

(b)Kontrak Perusahaan
Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama kewajiban
dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak.

(©) Yurisprudensi
Dalam yurisprudensi, kewagjiban dan hak yang telah
ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk
menyel esaikan sengketa kewajiban dan hak antara para pihak.*

(d)Kebiasaan
Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan
adalah yang memenuhi kriteria berikut ini:

1) Perbuatan yang bersifat keperdataan,;

3 1bid., hal. 4.
3 bid., hal. 5.
3 |bid., hal. 6.
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2) Mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi;

3) Tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan;

4) Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal
yang logis dan patut;

5) Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

2.2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Badan usaha atau perusahaan dapat dibagi berdasarkan tiga hal, yaitu
kriteria jumlah pemiliknya, status pemiliknya, serta bentuk hukumnya.
Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi
perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status
pemiliknya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan
perusahaan negara. Dilihat dari  bentuk = hukumnya, perusahaan
diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan

badan hukum.**

2.2.1. Badan Usaha Milik Pemerintah

Badan usaha milik pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.®

BUMN berisikan dua elemen esensia yakni unsur pemerintah
(public) dan unsur bisnis (enterprise). Berapa besar persentase masing-
masing elemen itu di suatu BUMN tergantung pada jenis atau tipe
BUMN-nya.*

3 1bid., hal. 45.

% |ndonesia, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN
No. 70, Pasal 1 Butir (1). (selanjutnya disebut sebagai UU BUMN)

% pandji Anoraga, BUMN Swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi, (Jakarta: PT Dunia
Pustaka Jaya, 1995), hal. 1 - 2.
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BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak
dipunyai oleh badan usaha lain, yang dirumuskan sebagai: suatu badan
usaha yang “berbgu” pemerintah tetapi mempunya fleksibilitas dan
inisiatif sebagai perusshaan swasta.®” Apabila diuraikan lebih lanjut
maka dalam elemen public dari BUMN ada tiga makna terkandung di
dalamnya yakni: public purpose, public ownership, dan public control.
Dari ketiga makna itu public purpose-lah yang menjadi inti dari konsep
BUMN. Daam hubungan inilah BUMN sering dilukiskan berperan
sebagal alat untuk pencapaian tujuan nasional.®® BUMN terdiri dari
Persero dan Perum.®

Sedangkan istilah Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat
BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait dengan
BUMN. Namun demikian, definiss BUMD sampa sekarang belum
ditetapkan secara baku oleh peraturan perundang-undangan. Berbeda
dengan BUMN vyang definisinya telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di lain pihak, istilah BUMD
telah tertuang baik dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999
tentang Bentuk Hukum BUMD, tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam banyak
Undang-Undang Sektoral lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena
pendirian dan pengaturan BUMD sampai saat ini masih tunduk dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
walaupun undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1969, namun karena ditegaskan bahwa UU 5/1962
tidak berlaku sgak diterbitkannya undang-undang pengganti, dan

3 1bid., hal. 2.
% |bid., hal. 2- 3.

%9 Indonesia, UU BUMN, Pasal 9.
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sampai sekarang belum ada undang-undang penggantinya, maka UU
5/1962 masih berlaku sampai sekarang.*

Sgak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dan Permendagri Nomor 3/1999 tentang Bentuk
Hukum BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk Perseroan
Terbatas, seperti misalnya PT. Jaya Ancol, PT. Riau Airlines, PT.
Ratax, dan lain sebagainya. Mengingat definisinya sampa sekarang
belum baku, maka BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas
terkadang tidak mencerminkan mayoritas kepemilikan Daerah di
perusahaan tersebut. Contoh yang paling nyata adalah PT. Delta Tbk
yang dianggap sebagai BUMD DK Jakarta. Pemda DK Jakarta hanya
pemegang saham minoritas dalam PT. Delta Tbk. sehingga saham
pengendali berada di tangan swasta sepenuhnya. Namun, karena ada
unsur Pemda di dalamnya, maka Pemda menganggap PT. Delta Tbk.
sebagai BUMD.*

(@) Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan
umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi
dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.* Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan
usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau

oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang

“0 Budi Ernawan, Sekilas Sejarah BUMD, http://bumd.wordpress.com/2011/03/11/sekilas-
sejarah-bumd/, (diunduh Kamis, 5 Mei 2011).

4 | bid.

“*2 Indonesia, UU BUMN, Pasal 1 Buitir (4).
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sehat.® Klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada perusahaan

umum dapat dilihat sebagai berikut: *

1) Makna usaha, tujuan perusahaan: public service dan profit
seimbang/kondisional.

2) Status Hukum: badan hukum berdasarkan UU BUMN dan
PP/pendirian.

3) Hubungan organisatoris dengan pemerintah: berdiri  sendiri
sebagai kesatuan organisasi yang terpisah (otonom).

4) Pemilikan/penguasaan pemerintah: sepenuhnya dan tidak
langsung yaitu melalui penanaman kekayaan negara yang
dipisahkan.

5) Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direksi yang
diangkat oleh pemerintah.

6) Pengawasan oleh pemerintah: melalui pgabat atau badan hukum
yang berfungs seperti komisaris. Pemeriksaan oleh akuntan
negara, neraca disahkan menteri.

7) Kekayaan/permodalan: dari kekayaan negara yang dipisahkan dan
merupakan modal dasar Perum. Modal tidak terbagi dalam saham.

8) Status kepegawaian: pegawai perusshaan negara berdasarkan
undang-undang tersendiri.

9) Ruang lingkup usaha: pada umumnya usaha-usaha penting berupa
public utility/service.

(b)Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas
yang modalnyaterbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit
51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.®

3 |bid., Pasal 36 Ayat (1).
“ Pandji Anoraga, Op. Cit., hal. 3- 4.

“*® |ndonesia, UU BUMN, Pasal 1 Butir (2).
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Klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada perusahaan perseroan

dapat dilihat sebagai berikut: *°

1) Makna usaha, tujuan perusahaan: profit sebagai titik berat.

2) Status Hukum: badan hukum berdasarkan UU Perseroan Terbatas
dan PP Pendirian (dengan akta notaris).

3) Hubungan organisatoris dengan pemerintah: berdiri sendiri
sebagal kesatuan organisasi yang tercapal (otonom).

4) Pemilikan/penguasaan pemerintah: dapat sepenuhnya atau
sebagian melalui pemilikan saham secara keseluruhan atau
sebagian.

5) Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direks,
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6) Pengawasan oleh pemerintah. melalui dewan komisaris yang
diangkat oleh RUPS.

7) Kekayaan/permodalan: dari kekayaan negara yang dipisahkan dan
merupakan modal dasar Persero, untuk keseluruhan atau sebagian
modal perseroan terbagi dalam saham-saham.

8) Status kepegawaian: pegawal perusahaan swasta biasa.

9) Ruang lingkup usaha: seperti pada perusahaan swasta biasa.

(c) Perusahaan Dagerah

Perusahaan Dagerah ialah semua perusahaan yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 yang modanya
untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, kecuai jika ditentukan lain dengan atau
berdasarkan Undang-Undang.*’ Klasifikasi dan ciri-ciri yang
melekat pada perusahaan daerah dapat dilihat sebagai berikut:
1) Makna usaha, tujuan perusahaan: public service dan profit

seimbang/kondisional.

“¢ pandji Anoraga, Op. Cit., hal. 4.

“" Indonesia, Undang-Undang Perusahaan Daerah, UU No. 5 Tahun 1962, LN No. 10,
Pasal 2.
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2) Status Hukum: badan hukum berdasarkan UU 5/1962 dan
Perda/pendirian.

3) Hubungan organisatoris dengan pemerintah: berdiri  sendiri
sebagai kesatuan organisas yang terpisah (otonom).

4) Pemilikan/penguasaan pemerintah: sepenuhnya ataupun sebagian
melalui penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan.

5) Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direksi yang
diangkat oleh Pemerintah Daerah.

6) Pengawasan oleh pemerintah: langsung oleh Kepala Daerah,
Pemegang Saham, atau badan yang ditunjuknya.

7) Kekayaan/permodalan: dari kekayaan daerah yang dipisahkan
maupun gabungan dari beberapa daerah atau dari gabungan
kekayaan daerah dan warga negara atau badan hukum Indonesia.
Apabilamodal seluruhnya berasal dari kekayaan satu daerah yang
dipisahkan, maka modal tidak terbagi atas saham. Tetapi apabila
modal berasal dari kekayaan beberapa daerah atau dari pihak lain,
maka modal Perusshaan Daerah terbagi atas ssham-saham™.

8) Status kepegawaian: pegawal perusahaan daerah berdasarkan
Peraturan Daerah tersendiri.

9) Ruang lingkup usaha: pada umumnya usaha-usaha penting berupa

public utility/service.

2.2.2. Badan Usaha Bukan Badan Hukum
Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan
swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha

secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata.*

8 Sgham-saham tersebut terdiri dari saham biasa serta saham prioritet, yaitu saham yang
hanya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah.

“ Els Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Ed. ke-2,
(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hal. 51
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(a) Persekutuan Perdata
Persekutuan perdata diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal
1618 - 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Persekutuan perdata (maatschap) adalah suatu perjanjian antara dua
orang atau lebih untuk berusaha bersama mencari keuntungan yang
akan dicapai dengan kedua orang (pihak) menyetorkan kekayaan
untuk ussha bersama® Selain itu, unsur-unsur yang tidak kalah
penting di dalam persekutuan perdata adalah adanya pemasukkan
(inbreng) dan adanya pembagian keuntungan.>
Pendirian dan keberadaan persekutuan perdata tidak terikat
pada formalitas (persyaratan) hukum yang khusus.> Perjanjian untuk
mendirikan persekutuan selain harus memenuhi Syarat-syarat seperti
ditentukan di dalam Pasal 1320 KUHPer juga harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:*
a. Tidak dilarang oleh hukum;
b. Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum;
c. Keuntungan yang dikegjar harus merupakan kepentingan bersama.
Perjanjian persekutuan perdata menjadi (sudah) sah jika ketiga syarat
tersebut sudah terpenuhi.™
Sementaraitu, persekutuan telah berakhir karena: >
a. Meewati jangkawaktu pendirian persekutuan;
b. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya perbuatan pokok
yang menjadi tujuan persekutuan;
c. Ataskehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;

%0 | bid.
% |bid., hal. 51 -52

2 |bid., hal. 52

¥ R. T. Sutantya, R. Hadhikusuma, Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan:
Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta: Ragjawali Pers, 2007), hal. 18.

% | bid.
%5 | bid.
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d. Jka saah seorang sekutu meninggal, ditaruh di bawah

pengampuan, atau pailit.

(b)Persekutuan Firma
Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk
melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.®® Firma (Fa)
artinya nama bersama. Penggunaan nama bersama untuk nama
perusahaan dapat dilakukan dengan cara berikut:
1) Menggunakan nama seorang sekutu,
2) Menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan yang
menunj ukkan anggota keluarganya;
3) Menggunakan himpunan nama semua sekutu secara singkatan;
4) Menggunakan nama bidang usaha perusahaan; atau
5) Menggunakan nama lain.

Pada firma kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan
sangat diutamakan.”’

(c) Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer adalah firma dengan bentuk khusus
yang terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada
firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmant.>®
Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu:
1) Sekutu komplementer (complementary partner), yaitu sekutu
aktif yang menjadi pengurus persekutuan;
2) Sekutu komanditer (silent partner), yaitu sekutu pasif yang tidak
ikut mengurus persekutuan.

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Cet. 38, diterjemahkan R.
Subekti dan R. Tjtrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal 16. (selanjutnya disebut
sebagai KUHPer)

*" Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 50.
% |bid., hal. 55.
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Dua macam sekutu ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan
secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan
kerugian juga dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan

masing-masing.>

2.2.3.Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan hukum merupakan subyek hukum karena dapat
mempunyai  hak-hak, kewagjiban-kewagjiban hukum dan dapat
mengadakan hubungan hukum.® Istilah lainnya adalah Korporasi yang
sgiatinya menunjuk pada subyek hukum buatan (legal entity) yang
diciptakan oleh Negara untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan.
Korporasi sebagai subyek hukum bersifat tidak dapat diindera
(invisible) dan tidak berwujud (intangible) yang bersifat terpisah dari
pemiliknya.®*

Jika kita melihat Pasal 1654 KUHPer yang mengatakan, semua
perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang preman,
berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak
mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu
telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan pada acars-acara tertentu,
jelaslah bahwa perundang-undangan sendiri  mengakui dan
memperbolehkan sesuatu yang lain (badan hukum) yang bukan manusia
melakukan perbuatan hukum.®? Pengertian badan hukum secara
substansial mengandung hal-hal sebagai berikut:®

1. Kumpulan modal

*1bid.

® R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,
Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cet. ke-4, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 3.

® Tri Budiyono, Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Cet. ke-1, (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 1-2.

2 R. Ali Rido, Op.Cit, hal. 9.

8 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris
Perseroan Terbatas (PT), (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 5.
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2. Dapat melakukan perbuatan hukum

3. Diperuntukkan bagi kepetingan tertentu

4. Memiliki pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan
badan hukum tersebui.

Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum
dalam lapangan hukum harta kekayaan pada asasnya menunjukkan
persamaan penuh dengan manusia. Dalam lapangan hukum keluarga
dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak.®

Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak
mempunyai “centraalbewustzijn”, karena itu ia tidak dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukum sendiri. la harus bertindak dengan
perantara orang-orang biasa (natuurlijke personen), akan tetapi orang
yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya
saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan-gugat badan hukum.®
Kedudukan sebagal badan hukum itu ditetapkan oleh perundang-
undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Pada beberapa badan atau
perkumpulan (dalam arti luas) dengan tegas-tegas oleh undang-undang
dinyatakan sebagai badan hukum.®® Karakteristik dari perusahaan yang
berbentuk badan hukum, yaitu:®’

1) Memiliki kekayaan sendiri;
2) Anggaran dasar disahkan oleh Menteri; dan
3) Diwakili oleh pengurus.

Melihat dari kerakteristik korporasi atau badan usaha berbentuk badan
hukum di atas, maka cakupan badan usaha yang tergolong sebagai
korporasi milik swasta (private corporation)® antaralain:

® 1bid., hal. 12 - 15.

% bid., hal. 17.

% pid., hal. 57.

¢ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 63 — 64.

% Tri Budiyono, Op. Cit., hal. 2.
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1) Yayasan®
2) Koperasi ™
3) Perseroan terbatas

2.3. Karakteristik Perseroan Terbatas
Pengaturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia mengalami
beberapa kali perubahan yaitu, pada awanya diatur dalam Pasa 36 — 56
KUHD berdasarkan asas konkordansi, yang kemudian dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya UU No. 1/1995. Kemudian pada 6
Agustus 2007 diundangkan UU No. 40/2007 yang mencabut UU sebelumnya.

2.3.1. Pengertian Perseroan Terbatas
2.3.1.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
Undang-undang Perseroan Terbatas mendefinisikan
Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai:"*

“badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu,
yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenunhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini
serta peraturan pel aksanaannya.”

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal
pokok yang dapat kita kemukakan di sini:"
a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
Dalam KUHD tidak satu pasa pun yang menyatakan
Perseroan sebagal badan hukum, tetapi dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam

% Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Y ayasan.

" Diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
™ Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 Butir (1).

2 Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseran Terbatas, Ed. 1 - 4,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 7 — 13.
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Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum.
Sebagal badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur
badan hukum seperti yang ditentukan dalam UU No.
1/1995. Unsur-unsur tersebut adal ah:

1) Organisas yang teratur, terlihat dari adanya organ
perusahaan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan
K omisaris;"

2) Harta kekayaan sendiri, berupa modal dasar yang terdiri
atas seluruh nilai nominal ssham yang terdiri atas uang
tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain”;

3) Melakukan hubungan hukum sendiri, dengan diwakili
oleh pengurus yang disebut direks dan komisaris;

4) Mempunya tujuan sendiri, yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar Perseroan;

sesual UU No. 1/1995, status badan hukum diperoleh sgak

akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman (Menteri

Hukum dan HAM).

b. didirikan berdasarkan perjanjian;

Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta
notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”® Rumusan ini
dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagai
mana diatur dalam ketentuan umum mengena perjanjian
yang ada dalam KUHPer. Sebagai perjanjian “khusus’ yang
“bernama’, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini

juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya

® Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 butir (2).
" |bid., Pasal 24 ayat (1).

" |bid., Pasal 27 ayat (1).

® |bid., Pasal 7 ayat (1).
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perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer””,
di samping ketentuan khusus yang diatur dalam UU
tersebut. Ketentuan ini dipertegas balam Pasal 7 ayat (3)
UU No. 1/1995 yang mewajibkan jumlah pemegang saham
dalam perseroan minimum berjumlah 2 orang serta rumusan
Pasal 19 huruf (b) yang secara tegas menolak permohonan
perubahan Anggaran Dasar perseroan Yyang isinya
bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan,
ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan
oleh para “pendiri” tersebut dituangkan dalam suatu akta
notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta
pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-
hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam
mengelola dan menjalankan perseroan. Hak-hak dan
kewgjiban-kewgjiban  tersebut yang merupakan s
perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar”
perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8
ayat (1) UU No. 1/1995.

c. menjalankan usaha tertentu;

d. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham; "

" Menurut pasal 1320 KUHPer, suatu perjanjian hanya sah jika: (1) pihak yang berjanji
adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengertian bahwa pihak tersebut dianggap
mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum; (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan
sukarela antara para pihak yang berjanji; (3) adanya suatu objek yang diperjanjikan; serta (4)
bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang diperkenankan oleh hukum, peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang
berlaku di masyarakat.

8 Pendirian perseroan sebagai bentuk perjanjian wajib memiliki objek tertentu. Objek
tersebut dicerminkan dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan
usaha tertentu yang “halal”.

" Pada saat pendirian perseroan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta Pendirian
perseroan ke Menteri Kehakiman, para pendiri telah harus menyetorkan sekurang-kurangnya 50%
dari seluruh modal ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri.
Hal tersebut mengingat perseroan terbatas merupakan subyek hukum independen yang memiliki
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e. memenuhi persyaratan undang-undang.®

2.3.1.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 40/2007, yang
dimaksud dengan Perseroan Terbatas (perseroan) adal ah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dadam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan
pel aksanaannya.”

Bertitik tolak dari batasan pengertian tersebut, maka unsur
penting dari suatu Perseroan Terbatas dapat diuraikan sebagai
berikut:®

a. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

c. Melakukan kegiatan usaha

d. Seluruh modal terbagi dalam bentuk saham

e. Memenuhi persyaratan UU dan peraturan pelaksananya

Perbedaan mendasar dari pengertian Perseroan Terbatas yang
diatur dalam UU No. 1/1995 dengan UU No. 40/2007 terletak
pada penekanan badan hukum yang merupakan persekutuan
modal. Ini berarti, PT ditegaskan karakteristiknya sebagai
persekutuan modal untuk membedakan dengan koperasi.
Untuk sekedar memberikan penegasan, dalam PT, modal yang
disetorkan oleh pemoda menjadi unsur yang esensial, bahkan
lebih esensial apabila dibandingkan dengan orangnya.

tanggung jawab serta harta kekayaan sendiri yang terlepas dari pendiri serta para pemegang
sahamnya.

8 Setigp perseroan harus memenuhi persyaratan UU No. 1/1995 dan peraturan
pelaksananya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya.

8 Tri Budiyono, Op. Cit., hal. 32.
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2.3.2. Pendirian Perseroan Terbatas
2.3.2.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
Adatiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri
perseroan. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut: %
1) Didirikan oleh duaorang atau lebih®,
2) Didirikan dengan akta otentik®,
3) Modal dasar perseroan®.

Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka pendirian perseroan harus
mengikuti langkah-langkah yang ditentukan olen UU No.
1/1995, antara |ain:®

1) Pembuatan akta pendirian di muka notaris;

2) Pengesahan oleh menteri kehakiman;

3) Pendaftaran perseroan oleh direksi dalam daftar perusahaan;
4) Pengumuman dalam tambahan berita negara.

Untuk dapat diakui sebagai badan hukum, dengan segala
konsekuensi hukumnya, akta pendirian suatu perseroan
terbatas harus disetujui oleh menteri kehakiman terlebih
dahulu. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan direksi
perseoan, maka perseroan tersebut harus didaftarkan dalam
daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara
Kewagjiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan tersebut
dibebankan oleh UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

8 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 68 — 69.
% Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 7.

# hid.

% |hid., Pasal 25.

% |pid., hal. 69 - 70.
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Perusahaan.®” Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diikuti

sehubungan dengan proses pendirian perseroan terbatas:®

1) Sebagal bentuk perjanjian, perseroan harus didirikan
sekurang-kurangnya dua orang (termasuk badan hukum);
ketentuan ini diperberat dengan adanya kewagjiban untuk
teteap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-
kurangnya duaorang;

2) Dibuat dengan akta notaris;

3) Dalam bahasa Indonesia;

4) Mencantumkan perkataan PT (atau PT Tbk untuk Perseroan
Terbatas terbuka);

5) Disahkan oleh Menteri Kehakiman;

6) Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang No. 3/1982,
termasuk semua perubahannya;

7) Diumumkan dalam Berita Negara, termasuk semua
perubahannya;

8) Untuk perseroan terbatas (tertutup), ditentukan besarnya
modal dasar sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,- dengan
ketentuan bahwa moda yang ditempatkan sekurang-
kurangnya berjumlah 25% dari modal dasar. Dari modal
yang ditempatkan ini pemegang saham wajib untuk
menyetorkan 50% sebagai modal disetor pada saat
perseroan didirikan, dan sisanya pada saat perseroan
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Demikian pula setiap perubahan-perubahan atas:
a) Nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan;
b) Perpanjangan jangka waktu perseroan;

¢) Peningkatan dan/atau penurunan modal;

8 Gunawan Widjaja, dan Ahmad Y ani, Op. Cit., hal. 19.

8 1bid., hal. 20.

31
Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011 Universitas Indonesia



d) Perubahan status perseroan terbatas dari tutup menjadi
terbuka, dan sebaliknya;
€) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;

Baru akan berlaku terhadap pihak ketiga, jika dilaksanakan
menurut persyaratan yang ditentukan untuk pendiriannya.
Perubahan terhadap hal-hal tersebut di atas wajib memperoleh
persetujuan dari Menteri Kehakiman. Setelah persetujuan
diperoleh, perubahan tersebut kemudian didaftarkan dalam
daftar perusahaan dan diumumkan dalam berita negara
Sedangkan untuk perubahan atas ketentuan anggaran dasar
lainnya cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman
dan selanjutnya didaftarkan menurut ketentuan wajib daftar
perusahaan seperi disebut di atas.®

2.3.2.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Pengaturan pendirian Perseroan Terbatas dalam UU
No. 40/2007 diatur dalam Pasal 7 — 14. Beberapa hal penting
yang harus dicermati berkaitan dengan proses pendirian dan
perizinan PT adalah sebagai berikut:®
1. Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan
Surat Kuasa)
Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup
pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan
persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan
perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha
yang akan dilaksanakan perseroan. Persigpan dilakukan
oleh para pendiri peseroan dengan mengisi formulir dan
surat kuasa pendirian PT. Lama Proses. tergantung para

pendiri perseroan.

8 |bid., hal. 20 - 21.

% Handri Raharjo, Op. Cit., hal. 76 — 81.
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2. Pemeriksaan Formulir, Surat Kuasa dan Pengecekan Nama

PT

Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk

memastikan kebenaran data yang disampaikan. Pengecekan

dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang

dipilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika

belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh Notaris

melalui Sisminbakum. Jika nama perseroan sudah dimiliki,

maka pendiri harus mengganti dengan nama yang lain.

Persyaratan:

1) Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian
CVv

2) Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus

3) Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero
aktif/direktur perseroan)

Lama Proses: 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat

kuasa diterima.

3. Pendaftaran dan Persetujuan Pemakaian Nama PT
Proses pendaftaran dilakukan olen Notaris untuk
mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri
Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-undang No.
40 Tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No.
26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan
Terbatas. Lama Proses Persetujuan: 5 (lima) hari kerja

setelah permohonan digjukan.

4. Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT
Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi
yang dibuat oleh para pendiri perseroan di dalam Formulir

pendirian PT dan Surat Kuasa. Lama proses. 1 (satu) hari
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kerja setelah permohonan digukan. Persyaratan yang
dibutuhkan: sama dengan Tahap 2.

5. Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang
Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama
PT disetujui. Akta Pendirian PT akan dibuat dan
ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat
dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Lama Proses. 1 (satu)
hari kerja setelah permohonan digukan. Persyaratan :
melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP
Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan.

6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Permohonan Surat Keterangan Domisili digukan kepada

Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat

Kantor perusahaan berada, sebagai bukti

keterangan/keberadaan alamat perusahaan. Lama Proses; 2

(dua) hari kerja setelah permohonan digjukan. Persyaratan

lain yang dibutuhkan:

1) Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti
kepemilikan tempat usaha

2) Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili
di gedung perkantoran

3) Copy PPB tahun terakhir sesua tempat usaha untuk
perusahaan yang berdomisili di Ruko/Rukan

7. NPWP-Nomor Pokok Wajib Pgjak dan Surat Keterangan
sebagal Wajib Pajak
Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak
digiukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pgjak sesual
dengan keberadaan domisili perusahaan. Lama Proses
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NPWP: 2 (dua) hari kerja setelah permohonan digjukan dan
Lama Proses SKT wajib pgak: 2 (dua) hari kerja setelah
permohonan digukan. Persyaratan lain yang dibutuhkan:
Bukti PPN atas sewalkontrak tempat usaha bagi yang

berdomisili di gedung perkantoran.

8. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Permohonan ini digjukan oleh Notaris kepada Menteri
Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan
Anggaran Dasar Perseroan (Akta Pendirian) sebagai Badan
Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007
tentang PT. Lama Proses: 25 (duapuluh lima) hari kerja
setelah  Permohonan digjukan. Persyaratan lain yang
dibutuhkan: Melampirkan bukti setor bank senilai modal
disetor dalam Akta Pendirian.

9. UUG/SITU (Surat 1zin Tempat Usaha)
UUG/SITU diperlukan untuk proses Izin Usaha
Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat 1zin Usaha
Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang
dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-

undang Gangguan.

10. SIUP (Surat 1zin Usaha Perdagangan)

Permohonan SIUP digukan kepada Dinas Perdagangan
KotalKabupaten/Propinsi  sesuai  dengan  keberadaan
domisili Perusahaan. Lama Proses: 10 (sepuluh) hari kerja
setelah permohonan digjukan. Penggolongan SIUP terdiri
dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan
sebagal berikut:

1) SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta,
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2) SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d
500 juta.
3) SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

11. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Permohonan pendaftaran digjukan kepada Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cg. Kantor
Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan.
Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan
sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa
Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wagjib Daftar
Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Lama Proses. 14
(empat belas) hari kerja setelah permohonan digukan.

12. Pengumuman Dalam Berita Acara Negara Rl

Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman
dan HAM RI, maka harus diumumkan dalam Berita Negara
dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam Berita
Negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya
sebagal Badan Hukum. Lama Proses. 90 (sembilan puluh)
hari kerja.

2.3.3. Permodalan dan Saham Per seroan
Salah satu faktor terpenting untuk menjalankan suatu usaha atau
perusshaan adalah moda. Ada dua skema pendanaan yang dapat
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal (dana) bagi perseroan
terbatas, pertama adalah melalui utang™ (debt financing) dan kedua

% Skema ini memiliki ciri bahwa pemilik dana tidak ikut menanggung resiko terhadap
kemungkinan kegagalan usaha yang dijalankan oleh perseroan terbatas. Sebaliknya, apabila
perusahaan mendapatkan keuntungan dari usahanya, tidak ada kewagjiban untuk membagi
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melalui penyertaan modal® (equity financing).”* UU perseroan terbatas

tidak mengatur pendanaan melalui skema debt financing, tetapi

mengatur pendanaan melalui skema equity financing khususnya dalam
bentuk saham.®*
UU Perseroan Terbatas, baik UU No.1 Tahun 1995 maupun UU

No. 40/2007, mengatur struktur permodalan terbagi menjadi 3 (tiga)

macam, antaralain:®

1) Modal dasar (authorized capital/statute capital) adalah jumlah
modal yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Jumlah modal ini
harus habis terbagi dalam nominal saham yang dikeluarkan oleh
perseroan. Dengan demikian, modal dasar sgjatinya terdiri atas
akumulasi deri seluruh saham perseroan.

2) Modal ditempatkan (subscribed capital/issued capital) adalah
jumlah modal (saham) yang telah diambil baik oleh pendiri maupun
orang lain — dan karenanya telah terjual — tetapi harga saham
tersebut belum dibayar secara penuh. Oleh karenanya, orang yang
telah mengambil saham ini mempunyai kewajiban untuk menyetor
ke perseroan sejumlah harga saham yang diambilnya tersebut.

3) Modal disetor (paid in capital) adalah modal yang telah diambil
(baik oleh pendiri maupun orang lain) dan harga saham tersebut
telah disetorkan ke kas perseroan.

keuntungan tersebut terhadap pemilik dana yang berkedudukan sebagai kreditor. Sejatinya
merupakan utang terhadap pihak ketiga. (Tri Budiyono;2011).

92 Sejatinya merupakan bentuk penyertaan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan
yang dibuktikan dengan saham. Sehingga penyerta modal disebut juga sebagai pemegang saham
(share holder atau stock holder). Ciri utamanya adalah penyerta modal ikut serta menanggung
resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha perseroan terbatas. (Tri Budiyono;2011).

% Tri Budiyono, Op. Cit., hal. 75.

* Ibid., hal. 76.

% Ibid., hal. 77 - 78.
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2.3.3.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
(a)Modal
UUPT mengatur jumlah minimal moda dasar dan
komposisi moda yang harus dipenuhi pada saat pendirian
PT. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000
(dua puluh juta rupiah).®® Untuk bidang-bidang usaha
tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar

perseroan yang berbeda dari ketentuan tersebuit.

(b)Saham

Saham adalah bagian pemegang ssham di dalam
perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan
tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan.””’

Saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan adalah
saham atas nama dan/atau atas tunjuk.” Dengan demikian,
UU ini memperkenankan Perseroan mengeluarkan saham
atas tunjuk. Selain itu, setiap saham yang dikeluarkan oleh
perseroan harus memiliki nominal.*® Pencantuman nominal
ini memiliki arti penting, sebab saham merupakan pecahan
dari modal dasar. Tanpa mencantumkan nominal, saham
tidak bisa dipergunakan untuk menjadi faktor pembagi
modal dasar. Bukti bahwa seseorang memiliki saham adalah
sertifikat saham yang diterbitkan oleh perseroan. Dengan
menjadi pemegang saham maka yang bersangkutan menjadi
bagian pemilik perusahaan. Kepemilikan saham tidak serta
merta memberikan hak untuk mengklaim aset perusahaan

sebaga miliknya, tidak pula memberikan hak kepada

% Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 25.
" |G Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin, 2000), hal. 193.
% |bid., Pasal 24 ayat (2).

% |bid., Pasal 42 ayat (1) dan (2).
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pemegangnya untuk melakukan pengawasan terhadap
kinerja Direks sehari-hari dan kebijakan perseroan secara
menyeluruh. Kepemilikan saham secara umum memberikan
hak kepada pemiliknya atas bagian keuntungan perseroan
(deviden), memberikan suara dalam pengambilan keputusan
pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan
mendapatkan bagian sisa hasil kekayaan pada saat likuidasi
perseroan. Semakin besar kepemilikan saham, maka
semakin besar pula peluang untuk ikut serta melakukan

pengawasan dan pengambilan kebijakan perseroan.’®

2.3.3.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
K etentuan mengenai permodal an dan saham dalam UU
No. 40/2007 diatur dalam Pasal 31 — 62. Secara lebih spesifik,
Pasal 31 — 47 mengatur permasal ahan modal dan Pasal 48 — 62
mengatur saham.
(@Modal
UU No. 40/2007 mengatur jumlah minima modal
dasar dan komposis modal yang harus dipenuhi pada saat
pendirian PT. Moda dasar perseroan paling sedikit Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah)."® Untuk bidang-
bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum
modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan
tersebut. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh
yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

(b)Saham
Berbeda dengan UU No. 1/1995, UU No. 40/2007

sudah tidak memperkenankan Perseroan mengeluarkan

1% Tri Budiyono, Op. Cit., hal. 88 — 89.

101 | ndonesia, UU No. 40/2007, Pasal 32.
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saham atas tunjuk. Hanya saham atas nama sgja yang dapat
dikeluarkan oleh Perseroan. Hal tersebut diatur dalam Pasal
48 ayat (1) UU No. 40/2007, yang berbunyi, Saham
Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dalam
penjelasan, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas
nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan

saham atas tunjuk.

2.3.4.0rgan Perseroan
2.3.4.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
(a) Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direks atau
Komisaris. ® Pengaturan mengenai RUPS dalam UUPT
diatur pada Pasal 63 — 78. Beberapa ha penting dalam
RUPS dapat diuraikan sebagal berikut:
1) Hak dan Kewenangan
RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas
yang ditentukan dalam Undang- undang ini dan/atau
Anggaran Dasar.'® Selain  itu, RUPS  berhak
memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan
kepentingan perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris.
2) Jenis RUPS
RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS
lainnya.’®* RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling

192 1 ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 angka (3).
193 | bid., Pasal 63.
1% | bid., Pasal 65.
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lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS

tahunan harus digjukan semua dokumen dari laporan

tahunan perseroan. Laporan tahunan tersebut memuat
sekurang-kurangnya: %>

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir
tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba
rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut;

b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam
satu grup, di samping neraca dari masing-masing
perseroan tersebut;

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan
serta hasil yang telah dicapai;

d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selamatahun
buku;

e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan perseroan;

f. namaanggota Direksi dan Komisaris; dan

0. ggi dan tunjangan lain bagi anggota Direks dan

Komisaris

Berbeda dengan RUPS tahunan yang waktu
penyelenggaraannya sudah ditetapkan secara rutin,
RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu atau kapan
sgja berdasarkan kebutuhan perseroan. Singkatnya,
agenda RUPS tahunan pada dasarnya sangat luas baik
mengenai  keuangan perseroan maupun kebijakan-
kebijakan yang telah dijalankan oleh Perseroan. Hal ini
berbeda dengan RUPS lainnya yang memiliki agenda
khusus, yaitu yang menjadi dasar dimohonkannya RUPS
tersebut.

195 | bid., Pasal 56.
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3) Tempat Penyelenggaraan RUPS
RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau
tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.'® Tempat
tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik
Indonesia.
Dalam kondisi normal, yang menjadi penyelenggara
RUPS adaah Direksi.'” Namun, penyelenggaraan
RUPS juga dapat dilakukan atas permintaan satu atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih
kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar
perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut harus
digjukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat
tercatat disertai alasannya.
Permohonan penyelenggaraan RUPS baik tahunan
maupun lainnya dapat pula digukan oleh pemegang
saham ke Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Perseroan
apabila
a Direks atau Komisaris tidak menyelenggarakan
RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau

b. Direks atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga
pulun) hari terhitung sgak permintaan tidak
melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

(b)Direksi
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di

196 | hid., Pasal 64.
197 | bid., Pasal 66.
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dalam maupun di luar pengadilan sesuai, dengan ketentuan
Anggaran Dasar. **®
1) Syarat Menjadi Direksi
Pihak yang dapat diangkat menjadi  anggota
Direkss adalah orang perseorangan yang mampu
melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direks atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah
dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun
sebel um pengangkatan.*®
2) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
Anggota Direks diangkat oleh RUPS. Namun untuk
pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan
oleh pendiri dengan mencantumkan susunan dan nama
anggota Direksi dalam Akta Pendirian. Anggota Direksi
diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan
kemungkinan diangkat kembali.'*°
Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan,
pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tanpa
mengurangi hak pemegang saham dalam pencal onan.
Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya. Keputusan untuk
memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri daam RUPS. Dengan keputusan

1% | ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 1 angka (4).
1% hid., Pasal 73 ayat (3).
19 bid., Pasal 80.
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pemberhentian tersebut, maka kedudukannya sebagai
anggota Direksi berakhir.***

Anggota Direks dapat diberhentikan untuk
sementara oleh RUPS aau Komisaris dengan
menyebutkan aasannya. Pemberhentian sementara
diberitahukan secara tertulis kepada Direks yang
bersangkutan.  Anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tidak berwenang melakukan tugasnya. Dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara harus diadakan RUPS untuk
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri. RUPS dapat mencabut keputusan
pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan
anggota Direks yang bersangkutan. Apabila dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS,
pemberhentian sementara tersebut batal.**2

3) Tugas dan Kewajiban Direksi

Direks bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta
mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan.* Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih
dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili
perseroan adalah setigp anggota Direks kecudl
ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau
Anggaran Dasar.™* Anggota Direksi tidak berwenang

mewakili perseroan apabila:**®

11 |bid., Pasal 91.
12 |bid., Pasal 92.
3 | bid., Pasal 82.
14 |bid., Pasal 83.
% |bid., Pasal 84.
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a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

b. anggota Direks yang bersangkutan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha perseroan. Setiap anggota Direksi
bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lala menjalankan tugasnya.
Direks wajib:™*

a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham,
risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; dan

b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan

mengenai kepemilikan sashamnya dan atau keluarganya

pada perseroan tersebut dan perseroan lain.*’

(c)Komisaris
Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus
serta memberikan nasihat kepada Direks dalam
menjalankan perseroan.*® Wewenang dan kewajiban
Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan
yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,
perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau
Perseroan Terbuka wajib mempunya paling sedikit 2
(dua) orang Komisaris. Dalam hal terdapat Iebih dari 1

118 | bid., Pasal 86.
U7 | bid., Pasal 87.
18 |pid., Pasal 1 angka (5).
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(satu) orang Komisaris, mereka merupakan sebuah
majelis.t*®
1) Syarat Menjadi Komisaris

Pihak yang dapat diangkat menjadi Komisaris
adalah orang perseorangan yang  mampu
melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang
pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara daam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatan.

2) Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris

Komisaris diangkat oleh RUPS. Namun, untuk
pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan oleh
pendiri dengan mencantumkan susunan dan nama
Komisaris dalam Akta Pendirian. Komisaris diangkat
untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan
diangkat kembali. Anggaran Dasar mengatur tata cara
pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian
Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham
dalam pencalonan.**

Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau
diberhentikan sementara oleh RUPS.*** Ketentuan
mengenai  pemberhentian dan  pemberhentian
sementara anggota Direksi berlaku pula terhadap

Komisaris.

9 |bid., Pasal 94.
120 | bid., Pasal 96.
121 | bid., Pasal 95.
12 | bid., Pasal 101.
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3) Tugas dan Kewajiban Komisaris

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan
Direkss dalam menjadankan perseroan serta
memberikan nasihat kepada Direks.'”® Komisaris
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepertingan dan usaha
perseroan. Komisaris wajib melaporkan kepada
perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau
keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan
lain.*?

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan
pemberian wewenang kepada Komisaris untuk
memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direks
daam meakukan perbuatan hukum tertentu.
Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS,
Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
perseroun dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu. Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan
pengurusan, berlaku semua ketentuan mengenai hak,
wewenang dan kewajiban Direks terhadap perseroan
dan pihak ketiga'®®

2.3.4.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
(a) Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adadlah Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan

Komisaris daam batas yang ditentukan dalam Undang-

123 | bid., Pasal 97.
124 | bid., Pasal 99.
125 | bid., Pasal 100.
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Undang ini dan/atau anggaran dasar.’®® Pengaturan
mengenai RUPS dalam UU No. 40/2007 diatur pada Pasal
75 — 91. Perbedaan yang mendasar mengenai RUPS dalam
UU No. 1/1995 dengan UU No. 40/2007 terletak pada
pengertiannya. Selain itu, dalam ha penyelenggaraan
RUPS, selain cara konvensional, dapat pula dilakukan
dengan melalui media telekonferensi, video konferensi atau
sarana elektronik lainnya, yang memungkinkan peserta
RUPS saling melihat secara langsung serta berpartisipasi

dalam rapat.**’

(b)Direksi
Direks adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.*®
40/2007 ini diatur dalam Pasal 92 — 107. Ketentuan tentang
direksi ini masih sama dengan UU No. 1/1995. Baik

pengertian, tugas, syarat hingga pemberhentiannya sama

Pengaturan mengenai direkss dalam UU No.

dengan UU terdahulu. Y ang membedakan ialah mengaturan
tentang Doktrin Business Judgment (rule)
Intravires/UItravires dan  Corporate  Opportunitty,
sekalipun belum diatur secara jelas, tetapi sudah
dipositifkan dalam beberapa pasal.

126 |ndonesia, UU No. 40/2007, Pasal 1 angka (4).
27 1hid., Pasal 77 ayat (1).
128 | bid., Pasal 1 angka (5).

48
Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011 Universitas Indonesia



(c) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasi hat
kepada Direksi.”®® Pengaturan mengenai dewan komisaris
dalam UU No. 40/2007 ini diatur dalam Pasal 108 — 112.
Perbedaan pengaturan mengenai dewan  komisaris
dibandingkan dengan UU terdahulu adalah pemakaian
istilah dewan di depan kata komisaris. Penggunaan istilah
dewan pada organ komisaris adalah untuk menegaskan
bahwa pelaksanaan fungsi dan kewenangan komisaris
hanya dapat dijalankan atas dasar putusan anggota-anggota
komisaris secara bersama-sama (kolektif). Dengan
demikian, anggota komisaris pada dasarnya tidak dapat
melakukan tugasnya secara sendiri-sendiri.’*® Selain itu,
dalam UU ini juga dikenal Dewan Komisaris Independen®
selain dewan komisaris (biasa) dan Dewan Komisaris

Utusan®,

2.3.5.Pemeriksaan ter hadap Perser oan
2.3.5.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
UU No. 1/1995 mengatur mengenai pemeriksaan
terhadap perseroan dalam Pasad 110 - 113. UU ini
memberikan hak kepada pengadilan negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk

129 1hid., Pasal 1 angka (6).
30 Tri Budiyono, Op. Cit., hal. 186.

131 K omisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik
(code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”. (Tri Budiyono;2011)

132 K omisaris utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris. (Pasal 120 ayat (3), UU No. 40/2007)
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memeriksa dan memberikan izin melakukan pemeriksaan

perseroan, atas permohonan dari: **3

a Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama
perseroan yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

b. Pihak lain/ketiga yang diberikan wewenang berdasarkan
Anggaran Dasar perseroan atau berdasarkan perjanjian
dengan perseroan diberikan hak untuk mengaukan
permohonan pemeriksaan perseroan.

c. Kgaksaan untuk kepentingan umum.

Pengadilan tersebut berhak menolak maupun mengabulkan

permohonan yang disampaikan, berdasarkan pada wajar

tidaknya alasan yang digjukan. Permohonan untuk melakukan

pemeriksaan terhadap perseroan oleh pihak-pihak sebagaimana

disebutkan di atas hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan

bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;

b. Anggota direks atau komisaris melakukan perbuatan
melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang
saham atau pihak ketiga.

Hasil pemerikasaan bersifat rahasia dan tidak boleh
diumumkan kepada pihak lain, melainkan hanya disampaikan
secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan
selanjutnya Ketua PN memberikan salinan laporan hasil
pemeriksaan  kepada pemohon dan perseroan  yang

bersangkutan.**  Jika permohonan untuk pemeriksaan

133 Gunawan Widjaja, dan Ahmad Y ani, Op. Cit., hal. 159 — 160.

13 |bid., hal. 161.
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diberikan, maka Ketua PN akan menentukan jumlah

maksimum biaya pemeriksaan.**

2.3.5.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap perseroan
diatur dalam Pasal 138 - 141 UU No. 40/2007. Isi dari
ketentuan pasal-pasal tersebut sama dengan UU sebelumnya.

2.3.6.Pembubaran dan Likuidasi terhadap Perseroan
2.3.6.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
a) Pembubaran Perseroan
Perseroan bubar karena:**°
1) keputusan RUPS™":

Direkss dapat mengagukan usul pembubaran
perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang
pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat
(1)**® dan Pasal 76'%°. Perseroan bubar pada saat yang
ditetapkan dalam keputusan RUPS.

2) jangka waktu berdirinya yang ditetapkan daam
Anggaran Dasar telah berakhir'#;

Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu

berdirinya berakhir berdasarkan Anggaran Dasar,

135 |bid., hal. 162.
1% | ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 114.
137 | bid., Pasal 115.

138 K eputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (Pasal 74 ayat (1),
UU No. 1/1995)

¥ Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran
perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang sasham yang mewakili paling
sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yarg sah dan
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. (Pasal 76, UU
No. 1/1995)

140 | ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 116.
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Menteri Kehakiman atas pemohonan Direksi dapat
memperpanjang jangka waktu tersebut**!. Dalam hal
jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS
memutuskan tidak memperpanjang, jangka waktu
tersebut, maka dilakukan proses likuidasi perseroan.

3) penetapan pengadilan.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan
atas:l42

1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat
perseroan melanggar kepentingan umum;

2. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau
lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah;

3. permohonan kreditor berdasarkan alasan:

(a)perseroan tidak mampu membayar utangnya
setelah dinyatakan pailit; atau

(b)harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk
melunasi  seluruh utangnya setelah pernyataan
pailit dicabut; atau

4. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan
alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian

perseroan.

141 permohonan memperpanjang jangka waktu hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang sasham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling
sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Permohonan memperpanjang
jangka waktu dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, digjukan kepada Menteri
Kehakiman paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan
berakhir. Keputusan Menteri Kehakiman atas permohonan perpanjangan jangka waktu diberikan
paling tambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. (Pasal 116, ayat (2) — (4),
UU No. 1/1995)

142 | ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 117.
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b) Likuidas Perseroan

Secara intrinsik, Perseroan merupakan subyek hukum
buatan. Oleh karenanya, pembubaran Perseroan sgjatinya
merupakan tindakan penghapusan entitas hukum tersebut
sebagal subyek hukum. Dalam rangka penyelesaian aktiva
dan pasiva perseroan, maka dalam hal terjadi pembubaran
Perseroan, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan
oleh likuidator**®*** Dalam masa likuidasi ini eksistens
Perseroan sebagai entitas hukum masih tetap ada dan diakui
dalam lalu lintas hukum, tetapi terjadi pembatasan, yaitu
Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali
diperlukan untuk pemberesan semua urusan perseroan
dalam rangka likuidasi.'” Bagi perseroan yang telah
dinyatakan bubar (state to dissilution), maka pada surat
yang keluar harus dicantumkan kata-kata "dalam likuidasi"
di belakang nama perseroan.’*® Dalam penyebutan terma
“dalam likuidasi”, memiliki makna bahwa perseroan
sebagal entitas hukum masih ada, tetapi keleluasaan untuk
melakukan perbuatan hukumnya dibatasi, yaitu hanya
dalam rangka pemberesan kekayaan perseroan sgja.’'*’

143 | ikuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Likuidator
diangkat oleh RUPS dalam hal perseroan dibubarkan atas dasar putusan RUPS. Namun apabila
dasar pembubaran perseroan adalah keputusan pengadilan, maka likuidator ditunjuk oleh
pengadilan negeri yang memberikan penetapan pembubaran perseroan. Tri Budiyono, 2011).
Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan rnemberhentikan likuidator lama
karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan
perseroan atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan
kejaksaan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Direks bertindak selaku likuidator.
Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tanggungjawab, dan pengawasan terhadap Direks berlaku pula bagi likuidator. (Pasal
122, UU No. 1/1995).

% Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 115 ayat (4).
145 Tri Budiyono, Op. Cit., hal. 235.

148 Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 119 ayat (3).
¥ bid., hal. 236.
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Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib:**
a. mendaftarkan'® dalam Daftar Perusahaan;
b. menggukan permohonan untuk diumumkan daam
Berita Negara Republik Indonesia;
¢. mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan

d. memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Tindakan pemberesan kekayaan perseroan yang dilakukan

dalam proses likuidasi meliputi:**

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;

b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;

c. pembayaran kepada para kreditor™":

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada
pemegang saham; dan

e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam

pel aksanaan pemberesan kekayaan.

Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib
memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat

148 |ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 118 ayat (1).

149 Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka bubarnya perseroan tidak
berlaku bagi pihak ketiga. Dalam hal likuidator lalai mendaftarkan maka likuidator secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Dalam pendaftaran
dan pengumuman wajib disebutkan nama dan alamat likuidator. (Pasal 118 ayat (2) — (4), UU No.
1/1995)

3% | ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 118 ayat (2).

131 K reditor yang mengajukan tagihan dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal
120 ayat (3), UU UU No. 1/1995). Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sampai jangka
waktu pengajuan berakhir, dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan negeri dalam waktu 2
(dua) tahun terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan. Tagihan yang
digjukan kreditor tersebut hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum
dibagikan kepada pemegang saham. (Pasal 121 UU No. 1/1995).
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tercatat mengenai bubarnya perseroan. Pemberitahuan

tersebut paling tidak memuat:**2

a. namadan aamat likuidator;

b. tata cara pengguan tagihan; dan

c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh Iebih
dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sgjak surat
pemberitahuan diterima.

Sisa kekayaan hasil likuidas dipergunakan bagi para

pemegang saham.**®

2.3.6.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Pembubaran Perseroan terjadi:**
a berdasarkan keputusan RUPS;**°
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam
anggaran dasar telah berakhir;*°

c. berdasarkan penetapan pengadilan;™’

152 |ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 120 ayat (2).
133 |pid., Pasal 124 ayat (2).
%4 | ndonesia, UU No. 40/2007, Pasal 142.

1% Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili
paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat
mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran
Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) dan Pasal 89. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS. (Pasal 144, UU No. 40/2007)

138 pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
Direks tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu
berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. (Pasal 145, UU No.
40/2007)

37 pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas. a permohonan kejaksaan
berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan
yang melanggar peraturan perundang-undangan; b. permohonan pihak yang berkepentingan
berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; dan c. permohonan pemegang
saham, Direks atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk
dilanjutkan. Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. (Pasal 146, UU
No. 40/2007)
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d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar
biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit
berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga
mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, maka: *8

a. waib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh
likuidator atau kurator; dan

b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali
diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan

dalam rangka likuidasi.

Apabila pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS,
jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar
telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk
likuidator™, Direksi bertindak selaku likuidator.

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan
kehilangan status badan hukum sampa dengan selesainya
likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh
RUPS atau pengadilan. Sgak saat pembubaran pada setiap

158 Apabila ketentuan ini dilanggar, maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. (Pasal 142 ayat (5), UU No. 40/ 2007)

1 Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian,
wewenang, kewagjiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direks mutatis mutandis
berlaku bagi likuidator. (Pasal 142 ayat (6), UU No. 40/ 2007)
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surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di
belakang nama Perseroan.*®

Daam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sgiak tangga pembubaran Perseroan, likuidator wajib
memberitahukan:

a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan
dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam
Surat K abar dan Berita Negara Republik Indonesia;*** dan

b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam
daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.**

Apabila pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri belum
dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak
ketiga.

Kewgjiban likuidator dalam melakukan pemberesan
harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi
pel aksanaan:**

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang
Perseroan;

b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara
Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan
hasil likuidasi;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang
saham; dan

180 | ndonesia, UU No. 40/2007. Pasal 145.

161 pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik
Indonesia memuat: a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat likuidator;
c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 147 ayat (2), UU No. 40/2007)

162 pemberitahuan kepada Menteri wajib dilengkapi dengan bukti: a dasar hukum
pembubaran Perseroan; dan b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar. (Pasal 147 ayat
(4), UU No. 40/2007)

183 | ndonesia, UU No. 40/2007, Pasal 149 ayat (1).
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e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

pemberesan kekayaan.

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau
pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang
dilakukan. Sedangkan Kurator bertanggung jawab kepada
hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

2.3.7.Berakhirnya Status Badan Hukum Per ser oan

UU No. 1/1995, tidak secara tegas atau langsung menyatakan
kapan tepatnya status badan hukum perseroan berakhir. Berbeda dengan
UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah secara
tegas mengatur kapan tepatnya perseroan kehilangan statusnya sebagai
badan hukum. UU No. 1/1995 hanya mengatur mengenai pembubaran
dan likuidasl perseroan tetapi tidak mengatur mengenai berakhirnya
status badan hukum Perseroan Terbatas. UU ini hanya mengatur sampai
likuidator mendaftarkan hasil likuidasi yang dia lakukan pada buku
Daftar Perusahaan dan kemudian mengumumkan hasil likuidasi
tersebut pada dua surat kabar harian. Berdasarkan Pasal 7 angka (6) UU
No. 1/1995, Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta
Pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Namun demikian,
tidak ada ketentuan dalam UU ini yang menyatakan kapan status
tersebut dinyatakan berakhir. Apabila status badan hukum tersebut
diperoleh dari pengesahan oleh Menteri Kehakiman, seharusnya
berakhirnya status tersebut juga ketika ditetapkan berakhir oleh Menteri
yang bersangkutan. Namun demikian, melihat rumusan pasal terakhir
dalam Bab Pembubaran Perseroan dan Likuidasi dalam UU ini,
dinyatakan:'**
(D)Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang

dilakukan.

184 | ndonesia, UU No. 1/1995, Pasal 124.
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(2)Sisa kekayaan hasil likuidasi dipergunakan bagi para pemegang
saham.

(3)Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir
proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta

mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Melihat ketentuan di atas, maka berakhirnya status badan hukum yang
dimiliki oleh suatu perseroan terjadi apabila semua proses pembubaran
dan likuidasi telah selesai dilaksanakan oleh likuidator. Artinya, apabila
likuidator telah mendaftarkan serta mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi kepada Daftar Perusahaan dan Tambahan Berita Negara, dan
kemudian nama perseroan dicoret dari Daftar Perusahaan, maka status
badan hukum perseroan secara hukum akan berakhir.

Berbeda dengan UU No. 40/2007 yang sudah mengatur secara
jelas kapan status badan hukum perseroan dinyatakan berakhir yaitu
pada ketentuan Pasal 152 Undang-Undang ini. Menteri Hukum dan
HAM akan melakukan pencoretan Perseroan dari Daftar Pereroan
setelah likuidator memberitahukan hasil akhir likuidasinya kepada
Menteri paling lambat dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima olen RUPS. Entitas
hukum Perseroan berakhir sejak tanggal pencoretan yang dilakukan
olen Menteri Hukum dan HAM pada buku Daftar Perseroan.
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BAB 111
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo merupakan subyek dari penelitian
yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. RSUD Pasar Rebo
yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 30, selama perkembangannya
mengalami berbaga perubahan. Pada awal didirikannya, yaitu tahun 1945, RSUD
Pasar Rebo hanya berupa Pos P3K PM I yang berlokasi di Bidara Cina. Padatahun
1958, rumah sakit ini berpindah lokasi ke Pasar Rebo dan menjadi RSUD Pasar
Rebo. Status terakhir yang dimiliki oleh rumah sakit ini sebelum akhirnya diubah
menjadi Perseroan Terbatas adalah sebaga RSUD Unit Swadana Daerah DKI
Jakarta. Karena telah dianggap berhasil menjadi Unit Swadana Daerah maka
kemudian, pada tahun 2004 ditetapkan Perda No. 15 Tahun 2004 tentang
Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Pasar Rebo Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan
Penyertaan Modal Pemerintah Propins DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas
Rumah Sakit Pasar Rebo.

Berikut ini, akan dijelaskan mengenai proses pendirian serta kasus posisi
dari pengalihan kembali status badan hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi
Unit Pelaksana Teknis tetapi dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan

Umum Dagerah.

3.1. Pendirian Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo

PT Rumah Sakit Pasar Rebo didirikan oleh Pemerintah Provinsi DK
Jakarta yang diwakili oleh Tuan Letnan Jenderal Purnawirawan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) Sutiyoso dan Koperass Karyawan Rumah Sakit
Umum Daerah Pasar Rebo yang diwakili oleh Tuan Wewen Karnid
Manihuruk, SKM. melalui Akta Pendirian Nomor 80, yang dibuat oleh Aulia
Taufani, SH. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH. pada tanggal 17
September 2004. Kemudian tepatnya tanggal 23 Desember 2004, PT Rumah
Sakit Pasar Rebo memperoleh statusnya sebagai badan hukum dengan
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disahkannya akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Kepmen
Hukum dan HAM Nomor C-31084 HT.01.01.TH.2004.

3.1.1. Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo
Daam ketentuan Pasal 12 UU No. 1/1995, diatur bahwa

Anggaran Dasar suatu perseroan harus memuat sekurang-kurangnya:

a. namadan tempat kedudukan perseroan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. jangkawaktu berdirinya perseroan;

d. besamya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal
disetor;

e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah
saham untuk tiap Kklasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap
saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;

0. penetapan tempat dan tata cara penyel enggaraan RUPS;

h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
anggota Direksi dan Komisaris;

I. tatacarapenggunaan laba dan pembagian dividen; dan

j. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan diuralkan mengenal
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
Adapun isi dari Anggaran Dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo
adalah sebagai berikut:
a. Namadan Tempat Kedudukan
Perseroan Terbatas ini bernama “PT Rumah Sakit Pasar
Rebo”, berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka cabang atau

perwakl | an165.166

165 Cabang atau perwakilan dapat dibuka ditempat lain baik di dalam maupun di luar
wilayah republik Indonesia berdasarkan ketetapan Direksi dan persetujuan Komisaris.
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b. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
yaitu untuk jangka waktu tidak terbatas.*®’

c. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di

168 169

bidang pelayanan kesehatan™".

d. Modal

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 399.000.000.000,00
(tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) terbagi atas
399.000.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta) saham, yang
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu
rupiah).'”

Moda ditempatkan sebesar 99.953.840 (sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus
empat  puluh) lembar <saham vyang senila dengan Rp.
99.953.840.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus

lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)* .}

166 Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Pasal 1, hal. 3.
187 | bid., Pasal 2, hal. 4.

188 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perseroan melaksanakan kegiatan
usaha berupa: a. Pelayanan kesehatan; b. Pendidikan dan pelatihan kesehatan; c. Jasa konsultasi di
bidang kesehatan; d. penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; serta e. Pelayanan sosia
termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa.

189 Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo., Pasal 3.
0 pid., Pasal 5, hal. 4 — 5.

1 Modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diambil bagian oleh Pemerintah Propinsi
DKI Jakarta sebanyak 98.954.302 (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat
ribu tiga ratus dua) saham atau senilai dengan Rp. 98.954.302.000,00 (sembilan puluh delapan
miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan Koperasi Karyawan
Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebanyak 999.538 (sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan) saham atau senilai dengan Rp. 999.538.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

172 pkta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Pasal 5, hal. 5.
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100% (seratus persen) dari modal yang ditempat kan tersebut
telah disetor penuh ke dalam kas Perseroan.'”

e. Saham

Jenis saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama yang
hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil
dengan saha dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Perseroan mempunya sekurang-kurangnya 2 (dua)
pemegang saham.'”

Pemegang saham beserta rincian besar kepemilikan
sahamnya pada PT Rumah Sakit Pasar Rebo adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 98.954.302 (sembilan

puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga
ratus dua) lembar saham, sehingga memiliki 99,1 % dari
keseluruhan saham PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

2. Koperass Karyawan RSUD Pasar Rebo sebesar sebanyak
999.538 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus
tiga puluh delapan) lembar saham, sehingga memiliki 0,9% dari
seluruh saham PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

f. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Daftar pemegang saham dan daftar khusus dissmpan dan
dipelihara oleh Direksi di tempat kedudukan perseroan dengan
sebaik-baiknya.
Dalam daftar pemegang saham dicatat:*"

1. Namadan alamat para pemegang saham;

173 |bid., hal. 6.
174 | bid., Pasal 6, hal.9 — 10.
75 |bid., Pasal 8, hal. 12.
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2. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat
kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;

3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

4. Nama dan damat dari orang atau badan hukum yang mempunyai
hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

6. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direks.

Dalan daftar khusus dicatat keterangan mengenal
kepemilikan saham anggota Direkss dan Komisaris beserta
keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta
taggal sahamitu diperoleh.*™

g. Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi '’ yang
terdiri dari dua orang atau lebih yang hanya dapat diangkat apabila
telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Direktur Utama. Direktur diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu
empat tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

Direks bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan
tujuannya. Direks berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat
perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik mengena kepengurusan maupun

Y8 1bid.
Y7 Direks berhak atas: (1) gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh

RUPS yang dapat dilimpahkan ke Komisaris;, (2) mengundurkan diri dari jabatannya secara
tertulis.
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kepemilikan'"®. Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan adalah Direktur
Utama. Apabila direktur utama berhalangan, maka dapat diwakilkan
kepada anggota direksi lainnya.

h. Komisaris

K omisaris'’®

terdiri dari dua orang atau lebih yang hanya
dapat diangkat apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang diantaranya
dapat diangkat sebaga Komisaris Utama. Komisaris diangkat oleh
RUPS untuk jangka waktu tiga tahun dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikanya sewaktu-waktu.

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi
dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada

Direksi.

i. Tahun Buku
Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
buku perseroan ditutup.*®

j. Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS dalam perseroan adalah:*®*
1. RUPS tahunan,'®

8 Dengan pembatasan harus dengan peersetujuan RUPS dalam: (1) meminjam atau
meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); (2)
mendirikan usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; (3)
mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku lebih dari lima tahun; (4) memperoleh,
memindahtangankan dan menjaminkan benda bergerak milik perseroan.

1 K omisaris berhak atas: (1) gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS yang dapat dilimpahkan ke Komisaris; (2) mengundurkan diri dari jabatannya secara
tertulis.

% 1bid, Pasal 16, hal. 28 - 29.

181 |bid, Pasal 17, hal. 29.
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2. RUPSlainnya (RUPS luar Biasa).

k. Tempat dan Pemanggilan RUPS
RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di

tempat perseroan melakukan kegiatan usaha.'®®

|. Pembubaran dan Likuidasi

Pembubaran perseroan dilakukan dnegan mengindahkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan RUPS
yang dihadiri oleh pemegang saham sekurang-kuranganya % bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh sekurang-kurangnya % bagian dari jumlah suara yang sah yang
dikeluarkan dalam rapat. Apabila perseroan dibubarkan, maka harus
diadakan likuidasi oleh likuidator. Apabila daam RUPS tidak
ditunjuk likuidator, maka Direks bertindak sebagai likuidator.
Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan,
mengumumkan dalam berita negara dan dua surat kabar harian yang
terbit dan beredar di tempat kedudukan perseroan atau tempat
kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri
Kehakiman dan HAM RI paling lambat tiga puluh hari sejak

perseroan dibubarkan.'®

m. Peraturan Penutup
Susunan direks dan komisaris:
- Direksi:
1. Direktur Utama Tuan Dokter Gigi Ahmad Husni Basuni
2. Direktur: Nyonya Dokter VinnaNancy P. Tobing
3. Direktur: Nyonya Doktoranda Khafifah Any Apoteker

182 Diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
(Pasal 18 ayat (1), Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo)

183 Akta Pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo, Pasal 20, hal. 32.

184 |bid., Pasal 27, hal. 42 — 43.
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- Komisaris:
1. Komisaris Utama Tuan Dokter Haji Ahmad Chalik Masulili
2. Komisaris: Tuan Dokter Amal Chalik Sjaaf

Berdasarkan uraian di atas, maka akta pendirian serta anggaran
dasar PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah memenuhi syarat yang telah
ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3.2. Kasus Posisi Pengalihan Status Badan Hukum PT Rumah Sakit Pasar
Rebo Menjadi UPT RSUD Pasar Rebo
Pengalihan status badan hukum Rumah Sakit Pasar Rebo dari PT
menjadi UPT diakibatkan serta mengakibatkan terjadinya dua proses hukum
di persidangan, hingga menghasilkan dua putusan yang berkekuatan hukum
tetap, yaitu Putusan Hak Uji Materiil dan Putusan Hubungan Industrial.

3.2.1. Putusan Hak Uji Materiil
a) Para Pihak'®
Pemohon keberatan hak uji materiil antaralain:

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang diwakili oleh
Indah Suksmaningsih, Huzna G. Zahir, dan Sintha Prideaka. Pada
Pasal 5 Anggaran Dasar Y LKI disebut bahwa tujuan dari lembaga
ini adalah memberikan perlindungan dan bimbingan kepada
masyarakat konsumen menuju kesej ahteraan keluarga.

2. Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, yang
diwakili olen Marius Widjgarta, Satiri Mahrup, dan Lies Sri
Rahayu. Pada Pasal 4 Akta YPKKI disebutkan, bahwa maksud
dan tujuan didirikannya yayasan antara lain: (1) meningkatkan
kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen
kesehatan; (2) mendorong peran serta masyarakat dalam
meningkatkan dergjat kesehatan; (3) mengasah daya kritik/nilai
masyarakat sebagai konsumen kesehatan,;

18 pytusan MA Hak Uji Materiil Nomor 05P/HUM/Th.2005, hal. 3 - 6.
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3. Yayasan Lembaga Konsumen Jakarta, yang diwakili oleh Zaim
Saidi, Asad Nugroho, dan Kurniawati. Pada Pasal 2 Akta
Pendirian YLKJ disebutkan, bahwa maksud dan tujuan
didirikannya yayasan adalah memberikan perlindungan terhadap
kepentingan konsumen.

4. Maahayati BR. Surbakti, merupakan pasien RSUD Pasar Rebo
yang sSangat berkepentingan terhadap eksistens dan
keberlangsungan RSUD Pasar Rebo.

5. Tulus Abadi, merupakan orang tua dari pasien RSUD Pasar Rebo
yang sangat berkepentingan terhadap eksistenss dan
keberlangsungan RSUD Pasar Rebo.

6. Agustin Ismanuharti, merupakan pasien Rumah Sakit Yayasan
Haji Jakarta yang sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan
keberlangsungan Rumah Sakit Y ayasan Haji Jakarta.

Termohon dalam perkaraini adalah:
1. Gubernur Provinsi DK Jakarta
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DK Jakarta

Adapun peraturan perundang-undangan yang digugat oleh
para pemohon adalah:

1. Perda DKI No. 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Haji dan Penyertaan Modal Pemerintah
Provins DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Hagji
Jakarta.

2. Perda DKI No. 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit
Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Provins DKI
Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng.
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3. Perda DKI No. 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit
Pasar Rebo dan Penyertaan Moda Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.

b) Is Gugatan
Dasar digjukannya permohonan keberatan hak uji materiil ini
adalah karena para termohon telah mengundangkan Perda Nomor

13, 14, dan 15 Tahun 2004 mengenai perubahan status badan hukum

beberapa rumah sakit menjadi Perseroan Terbatas. Permohonan

keberatan ini digjukan pada tanggal 7 Februari 2005. Masalah utama
dalam permohonan ini adalah perubahan status:. RSUD Pasar Rebo
dan RSUD Cengkareng dari UPT Dinas Kesehatan DKI Jakarta
menjadi Perseroan Terbatas, serta Yayasan RS Haji Jakarta dari
badan hukum Y ayasan menjadi Perseroan Terbatas.

Adapun  aasan-alasan para pemohon  mengajukan
permohonan Hak Uji Materiil ini adalah sebagai berikut;*®

1) Kurangnya konsultasi publik selama proses pembahasan perda-
perda tersebut. Hal tersebut terbukti dari banyak kontra yang
timbul, baik dari pegawai rumah sakit maupun masyarakat umum
sebagai konsumen rumah sakit, sebagai akibat dari perubahan
status rumah sakit-rumah sakit tersebut.

2) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
tidak harus mengubah status hukum rumah sakit. Baik buruknya
pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih dominan dibentuk
oleh pihak manajemen rumah sakit dalam mengelola rumah sakit
bukan ditentukan oleh status hukum rumah sakit.

3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan RSUD tidak dapat
disamakan dengan dunia usaha. Hal tersebut karena keberadaan
rumah sakit-rumah sakit tersebut merupakan wujud konkrit dari

18 |bid., hal. 7 — 15.
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kehadiran serta tanggung jawab pemerintah daerah di sektor

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan keberadaan

rumah sakit swasta yang berbadan hukum Perseroan Terbatas di

sektor pelayanan kesehatan adalah dilatarbelakangi oleh profit

(mencari keuntungan).

4) Menjadikan pelayanan kesehatan sebagal komoditas ekonomi
merupakan ancaman bagi keadilan sosial.

5) Pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan paisen
korban wabah/kejadian luar biasa adalah menjadi tanggung jawab
pemerintah bukan merupakan kewajiban rumah sakit swasta
berbadan hukum Perseroan Terbatas. Penyerahan urusan
pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan paisen
korban wabah/kgjadian luar biasa kepada rumah sakit swasta
berbadan hukum Perseroan Terbatas bertentangan dengan
ketentuan:

a) Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak;

b) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak
hidup sehat sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperol eh pelayanan kesehatan;

c) Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa
pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang
merata dan terjangkau oleh masyarakat;

d) Pasal 22 huruf (f) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Pemerintah
Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah
mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan.

Permohonan keberatan ini digjukan, karena timbulnya akibat hukum

yang merugikan kepentingan para pemohon, serta munculnya akibat
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terhadap tidak adanya jaminan masyarakat miskin mengakses

pelayanan kesehatan, dengan alasan sebagai berikut:*®’

1) Ditolaknya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi pasien
yang tidak mampu secarafinansid;

2) Adanya Raperda DK tentang rencana kenaikan tarif rumah sakit
sebesar 400%;

3) Kenaikan target rata-rata pendapatan operasional rumah sakit
tahun 2005 sebesar 100% akan menjadikan rumah sakit lebih
berorientasi kepada pasien berduit dan meninggalkan pasien tidak

mampul.

Berdasarkan dasan-alasan di atas, maka IS gugatan yang

dimohonkan para pemohon kepada majelis hakim adalah sebagai

berikut: %

1) Menerima permohonan Hak Uji Materiil dari para pemohon;

2) Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dari para pemohon;

3) Menyatakan bahwa perda-perda yang bersangkutan tidak sah dan
tidak berlaku untuk umum.

4) Memerintahkan DPD Provins DKI Jakarta dan Gubernur
Provins DKI Jakarta untuk segera mencabut perda-perda
tersebut.

¢) Putusan Pengadilan
Putusan hakim ini diputus pada hari Selasa tangga 21
Februari 2006 oleh Prof. Dr. Muchsan, SH., Hakim Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Muda MA sebagai Ketua Sidang, H. Imam
Soebechi, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., sebagai
Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh A. Karim Manap, SH.,

sebagai Panitera-Pengganti.'®

187 |bid., hal. 15 — 16.
18 |bid., hal. 16 — 17.

189 |bid., hal. 31— 32.
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Adapun amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim
untuk perkaraini adalah sebagai berikut:*®

1) Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para
pemohon.

2) Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum perda-perda
yang bersangkutan.

3) Memerintahkan kepada para termohon:

1. Gubernur Provinsi DK Jakarta

2. DPD Provinsi DK Jakarta

untuk segera mencabut perda-perda tersebut dengan ketentuan
apabila dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan
dikirirmkan (disampaikan) ternyata tidak  dilaksanakan
pencabutan, maka demi hukum perda-perda yang bersangkutan
tidak mempunyai kekuatan hukum;

4) Menghukum para termohon secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan
keberatan Hak Uji Materiil ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah).

Dalan Putusan ini, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan dari pemohon hak uji materiil yakni masyarakat, yang
diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan beberapa pasien dari
rumah sakit-rumah sakit yang bersangkutan. Putusan tersebut diputus
atas pertimbangan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan
pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang terjangkau dan memadai bagi
masyarakat, sehingga tidak sepatutnya pemerintah merubah status
rumah sakit pemerintah dari UPT dan Yayasan menjadi PT. Rumah
sakit pemerintah memiliki tujuan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintah memberikan pelayanan kesehatan (sosial), sehingga tidak
sesuai dengan bentuk PT yang memiliki tujuan mencari keuntungan

sebesar-besarnya (ekonomi).

190 |bid., hal. 29 — 31.
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Dengan demikian, secara tidak langsung, putusan hak uji
meteriil ini memerintahkan pemerintah untuk mengubah kembali
bentuk rumah sakit-rumah sakit yang bersangkutan menjadi bentuk
yang semula yaitu UPT Dinas Kesehatan (RS Pasar Rebo dan RS
Cengkareng) serta Y ayasan (RS Haji).

3.2.2. Putusan Hubungan Industrial

Sebagal tindak lanjut dari dikeluarkannya Putusan Hak Uji
Materiil di atas, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan
Perda No. 5/2006 tentang pencabutan perda-perda yang bersangkutan
pada tanggal 16 Agustus 2006. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus
2006, diikuti oleh dikdluarkannya SK Gubernur DKI Jakarta No.
1312/2006 tentang Pembubaran PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar
Rebo serta Pergub DKI Jakarta No. 78/2006 tentang Proses Likuidasi
PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo. Pada
tanggal 4 Oktober 2006, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPS LB) PT Rumah Sakit Pasar Rebo tentang
Pembubaran dan Penunjukan Tim Likuidasi.

Sebagal akibat dari proses likuidas yang dilakukan olen PT
Rumah Sakit Pasar Rebo terhadap pegawai, maka dikeluarkanlah
Pergub DKI Jakarta No. 7/2007 tentang Pengalihan Status
Kepegawaian terhadap Pegawa Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo.
Ketentuan dalam Pergub tersebut memberikan pilihan kepada para
pegawa eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo, yang berstatus sebagai
pegawai non-PNS, untuk tetap menjadi pegawai RSUD Pasar Rebo atau
jika tidak bersedia dapat mengakhiri hubungan kerja. Selain itu, bagi
pegawai yang memilih untuk mengakhiri hubungan kerja, mereka
diberikan hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak yang pembayarannya dibebankan kepada RSUD
Pasar Rebo. Dalam proses likuidasi tersebut, ada beberapa pegawai
yang memilih untuk mengakhiri hubungan kerja dan kemudian

menuntut pembayaran atas uang pesangon tersebut kepada RSUD Pasar
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Rebo. Namun, baik pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah tidak
bersedia untuk melakukan pembayaran, sehingga pada akhirnya para
pegawal tersebut mengajukan perkara ini pada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut
perolehan haknya tersebut.

3.2.2.1. Para Pihak
Penggugat (Termohon Kasasi) dalam perkara hubungan
industrial ini antaralain:***
Rina Ariani, SKM.,
Risa Dewi Sarah Suciati,
Indriastuti, SKM.,
Kusno Wasito,
Siti Nurhayati,
Siti Alfisyiar,
Farida Dewi Noviyanti,

© N o g b~ w NP

Rani Tresnayani,

Dalam hal ini, semua diwakili oleh kuasanya Daryo Muktikno,
SH., MH., dkk, semuanya Advokat dari Kantor Hukum
“Sapala’, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11
Agustus 2008.1%

Para Penggugat (Termohon Kasas)) adalah para
pegawa eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja pada UPT RSUD Pasar Rebo dan
menuntut hak gaji dan pesangon berdasarkan SK Gubernur
Provins DK Jakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan

¥ pytusan Kasas Hubungan Industrial Nomor 764 K/Pdt.Sus/2009, hal. 1 -2.
(selanjutnya disebut sebagai Putusan Kasasi Hubungan Industrial)

192 pytusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Nomor 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst.,
hal. 1. - 2. (selanjutnya disebut sebagai Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial)
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Status Kepegawaian terhadap Pegawa Eks PT Rumah Sakit
Pasar Rebo, tertanggal 10 Januari 2007.
Tergugat dalam perkaraini antaralain:**

1. Gubernur Provins DKI Jakarta, sebagai Tergugat |
(Pemohon Kasasi),

2. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang diwakili oleh
dr. Dolly Olga Tenny Tahalele selaku Plh. Direktur RSUD
Pasar Rebo, sebagai Tergugat 11 (Turut Termohon Kasas).

Dalam hal ini dikuasakan kepada Agusdin Susanto, SH., dkk,
semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,
berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober
2008."%*

3.2.2.2. Tingkat Pengadilan Negeri
a) ls Gugatan

Gugatan didaftarkan oleh para Penggugat di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industria pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September
2008. Pengadilan telah mengusahakan menyelesaian
melalui mediasi, tetapi tidak berhasil. Kemudian para
Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 11 November
2008. Atas jawaban tersebut, pada tanggal 25 November
2008, para Penggugat mengajukan replik. Dan pada tanggal
2 Desember 2008, para Tergugat mengajukan duplik atas
replik para Penggugat. Untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, para Penggugat mengagukan alat bukti surat
sebanyak 20 aat bukti serta keterangan dua orang saks
yaitu: Drg. Ahmad Husni Mars dan Dra. Ellya Noorisyal,

193 pytusan Kasasi Hubungan Industria, hal. 2.

1% pytusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial, hal. 2.
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Ak. Sedangkan para Tergugat hanya mengajukan alat-alat
bukti surat sebanyak 57 alat bukti.'®

Adapun is gugatan dari para Penggugat adalah
sebagai berikut:'*

1. Sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi PT
Rumah Sakit Pasar Rebo, Tergugat mengeluarkan SK
Gubernur Provins DK Jakarta tanggal 10 Januari 2007
No. 7/2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian
terhadap Pegawal Eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo, yang
pada dasarnya memberikan 2 (dua) ops bagi para
pegawa untuk tetap bekerja pada rumah sakit yang
berstatus baru atau dapat mengakhiri hubungan kerja
apabila tidak bersedia melanjutkan hubungan pekerjaan.
SK' tersebut juga memberikan hak bagi para pegawal
yang memilih opsi kedua (mengakhiri hubungan kerja),
yaitu berupa uang pesangon yang besarnya 2 (dua) kali
lipat dari ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan
masa kerja serta uang penggantian hak yang besarnya
sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan (4) UU No.
13/2003 tentang K etenagakerjaan, yang pembayaraannya
dibebankan kepada RSUD Pasar Rebo.

2. Para Penggugat memilih opsi kedua yaitu untuk
mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan ketentuan SK
tersebut. Sehingga terhadap mereka berlaku ketentuan
mengenai hak perolehan uang pesangon, penghargaan
masa kerja, serta penggantian hak sesuai dengan SK

tersebut, dengan perincian sebagi berikut:

a. RinaAriani, SKM., Rp. 65.454.859,-
b. RisaDewi Sarah Suciati, Rp. 65.374.248,-
C. Indriastuti, SKM., Rp. 69.044.239,-
% |bid., hal. 2 - 21.
% |bid., hal. 3-7.
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d. Kusno Wasito, Rp. 132.754.433,-

e. Siti Nurhayati, Rp. 49.870.801,-
f. Siti Alfisyiar, Rp. 44.943.787,-
g. FaridaDewi Noviyanti, Rp. 46.781.328,-
h. Rani Tresnayani, Rp. 22.565.203,-

3. Para Tergugat hingga saat ini tidak mau melaksanakan
ketentuan dalam SK tersebut berupa pembayaran hak-
hak kepada para Penggugat sehingga terjadi
“perselisihan hubungan industrial”.

4. Para Penggugat telah mengusahaan penyelesaian melalui
perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat
tetapi para Tergugat tidak merespon dengan baik.
Kemudian para Penggugat melg utkan upayanya tersebut
dengan mengajukan “permohonan pencatatan perkara
perselishan hubungan industrial” pada Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
Antara para Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh
upaya penyelesaian melalui lembaga “mediasi: tetapi
Juga tidak berhasil, sehingga akhirnya perkara digjukan
untuk diselesakan melalui  pengadilan hubungan
industrial.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka isi gugatan yang
dimohonkan para Penggugat kepada Majelis Hakim adalah
sebagal berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;

2. Menyatakan para Penggugat berhak atas uang pesangon
serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Memerintahkan/menghukum para Tergugat untuk secara

tanggung renteng membayar uang pesangon tersebut
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serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh
biaya perkara.

Atau: Sekiranya pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

b) Putusan Pengadilan No. 253/PHI.G/PN.Jkt.Pst.
Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Senin, 16 Maret 2009 dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, 24 Maret 2009 oleh H. Lexsy Mamonto, SH., MH.,
sebagal Hakim Ketua, Anton Somartono, SH., MBA dan
Tri Endro Budianto, SH. masing-masing sebagai hakim
anggota serta dibantu oleh Matius B. Situru, SH., sebagal
Panitera Pengganti.*®’
Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

198

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi para Tergugat. Karena perihal
para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai
penggugat perlu adanya pembuktian, sehingga sudah
memasuki pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat. Para
Penggugat terbukti memiliki hubungan kerja dengan para
Tergugat sebagal pegawal Non PNS dan berdasarkan SK
tersebut secara tegas para Tergugat memberikan 2 (dua)
pilihan kepada para Penggugat untuk melanjutkan atau
mengakhiri hubungan kerja. Sehingga dengan demikian

7 | bid., hal. 40 — 41.
198 |bid., hal. 22 — 40.
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para Penggugat berhak atas uang pesangon dan hak-hak
lainnya apabila memilih opsi kedua.

2. Menyatakan PT Rumah Sakit Pasar Rebo/Tergugat Il
telah dilikuidasi/dibubarkan oleh Tergugat |. Hal tersebut
berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.
1312/2006 tentang Pembubaran Perseroan Terbatas
Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah
Sakit Pasar Rebo.

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat
dengan para Tergugat sejak dibacakan putusan ini.
Karena para Penggugat menuntut pembayaran uang
pesangon, maka dengan demikian hubungan kerja para
Penggugat dan Tergugat harus diputus.

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng
untuk membayar uang kompensasi sebagal akibat dari
dilikuidasi/dibubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo
tersebut kepada para Penggugat secara tunai dengan
perincian sebagal berikut:

a. RinaAriani, SKM., Rp. 49.107.300,-
b. RisaDewi Sarah Suciati, Rp. 55.405.000,-
c. Indriastuti, SKM., Rp. 55.305.800,-
d. Kusno Wasito, Rp. 87.664.500,-
e. Siti Nurhayati, Rp. 34.534.500,-
f. Siti Alfisyiar, Rp. 39.195.450,-
g. FaridaDewi Noviyanti, Rp. 56.873.250,-
h. Rani Tresnayani, Rp. 32.687.000,-

Total Keseluruhan  Rp. 410.952.800,-

Penghitungan tersebut sesuai dengan ketentuan SK
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7/2007.
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5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para
Tergugat sebesar Rp. 1.047.000,- (satu juta empat puluh
tujuh ribu rupiah).

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim dalam perkara
ini, khususnya  mengenai benar/tidaknya  telah  terjadi
likuidasi/pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo, kurang tepat.
Pertimbangan hakim tersebut menyatakan bahwa PT Rumah Sakit
Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi oleh Gubernur DKI Jakarta
berdasarkan SK Gubernur DK Jakarta No. 1312/2006.'*° Menurut
penulis, uraian tersebut kurang tepat karena PT Rumah Sakit Pasar
Rebo didirikan berdasarkan Akta Pendirian (UU Perseroan Terbatas)
bukan melalui SK penetapan, sehingga yang seharusnya dijadikan dasar
pembubarannya merupakan Akta Hasil Keputusan RUPS LB No. 53
bukan SK Gubernur.

Selain itu, hakim seharusnya melakukan pembuktian yang lebih
mendalam serta berdasarkan UU Perseroan Terbatas untuk
membuktikan apakah PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah benar
dibubarkan/dilikuidasi. SK  Gubernur tersebut, tidak cukup
membuktikan bahwa PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah
dibubarkan/dilikuidasi, serta diakhiri status badan hukumnya.
Seharusnya  untuk membuktikan hal tersebut, hakim
mempertimbangkan mengena ketentuan pembubaran, likuidasi, dan
berakhirnya status badan hukum perseroan berdasarkan UU Perseroan
Terbatas dan melihat benar/tidaknya ketentuan tersebut telah
dilaksanakan dalam pembubaran/likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

3.2.2.3. Tingkat Kasas di Mahkamah Agung
a) Memori Kasasi
Permohonan kasasi digukan secara lisan oleh

Tergugat | padatanggal 7 April 2009 yang kemudian diikuti

199 |bid., hal. 25 — 26.
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oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat

padatanggal 20 April 2009. Setelah itu, padatangga 5 Mei

2009, para penggugat menggukan jawaban memori

kasasinya.*®

Memori kasasi yang disampaikan oleh pemohon
kasass memuat 12 (dua belas) alasan, yang pada intinya
memohon Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan

Judex Factie. Adapun isi dari memori kasasi yang digjukan

oleh pemohon kasasi adalah sebagai berikut:***

1. Judex Factie melakukan kekeliruan dalam penerapan
hukum dalam melakukan pertimbangan untuk memutus
perkaraini. Pertimbangan hukum tersebut yaitu:

a. Apakah benar telah terjadi likuidasi/pembubaran
terhadap PT Rumah Sakit Pasar Rebo;

b. Apakah para Penggugat dapat memilih atau tidak
melanjutkan hubungan kerja dengan para Tergugat;

c. Apakah para Penggugat berhak mendapatkan uang
kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan
kerjatersebut.

2. Kekeliruan tersebut khususnya dalam menguraikan
pertimbangan mengenai  benar/tidaknya telah terjadi
likuidasi/pembubaran terhadap PT Rumah Sakit Pasar
Rebo, dimana Judex Factie berkesmpulan PT Rumah
Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi hanya
berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.
1312/2006.

3. Secara hukum, likuidasi badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas harus mengacu pada ketentuan UU
No. 40/2007 khususnya Pasal 142 — 152. Bukan hanya

20 pytusan Kasasi Hubungan Industrial, hal. 11.

21 pid., hal. 11 - 15.
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berdasarkan SK karena hanya bersifat administratif
belaka.

4. Berdasarkan keterangan Saks Penggugat, Dra. Ellya
Noorisyai, Ak., didapat fakta bahwa memang benar telah
terjadi proses likuidas terhadap PT Rumah Sakit Pasar
Rebo, namun belum selesai. Proses likuidasi baru sampai
pada laporan tim likuidator mengena hasil likuidas
kepada Tergugat | sebagai pemegang saham melalui
RUPS. Sedangkan tahap selanjutnya (ketentuan pasa
152 (3) — (8) UU No. 40/2007) belum dilaksanakan
sehingga PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dapat
dikatakan bubar secara hukum.

5. Karenalangkah likuidasi belum berakhir, maka tidak ada
kewgjiban atau sangat prematur untuk menyatakan
Pemohon Kasas untuk memberikan uang kompensasi
kepada para Termohon Kasasi.

6. Daam pertimbangan mengena dapat/tidaknya para
Penggugat memilih melanjutkan hubungan kerja dengan
para Tergugat, Judex Factie hanya telah melakukan
kesalahan penerapan hukum karena  tidak
mempertimbangakan dalil  Pemohon Kasasi yang
menyatakan bahwa sebagian Termohon
Kasasi/Penggugat masih bekerja di PT Rumah Sakit
Pasar Rebo dengan menerima hak secara penuh sehingga
sesungguhnya Termohon Kasasi/Penggugat belum
menentukan pilihan untuk tidak melanjutkan hubungan

kerja

b) Putusan Pengadilan No. 764 K/Pdt.Sus/2009
Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Selasa, 15 Desember 2009
oleh H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang
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ditetapkan oleh Ketua MA sebagai Ketua Maelis Hakim,
H. Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.
hakim-hakim Ad.hoc pada MA sebaga hakim-hakim
anggota serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH.,

sebagai Panitera Pengganti.”%

Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:*®

1. Menolak permohonan kasas dari Pemohon Kasas,
Majelis Hakim menimbang bahwa alasan-alasan kasas
tidak dapat dibenarkan karena menyangkut tentang
pembuktian, selain itu, Maelis Hakim juga menimbang
bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

2. Menghukum Pemohon Kasas untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasas sebesar Rp. 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah).

Daam memori kasasinya, Gubernur DK Jakarta (Tergugat )
mendalilkan bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum.
Ha tersebut karena dalam mempertimbangkan benar/tidaknya PT
Rumah Sakit Pasar Rebo telah dibubarkan/dilikuidasi, hakim tidak
mempertimbangkan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Menurut
Gubernur, PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dibubarkan/dilikuidasi
berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas. Pernyataan tersebut
secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengakui sendiri
bahwa mereka tidak melakukan atau melaksanakan proses pembubaran
dan likuidas PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan benar sebelum
mengalihkannya menjadi UPT.

Namun demikian, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak
dapat melakukan pembuktian atas perkara. Mahkamah Agung hanya
dapat melakukan pemeriksaan berkenaan dengan tidak dilaksanakan

22 pid., hal. 16.
23 1pid., hal. 15.
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atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 14/1985 sebagaimana yang telah
diubah dengan UU No. 5/2004 dan perubahan kedua dengan UU No.
3/2009. ® Oleh karena memori kasasi tersebut membutuhkan
pembuktian, maka Mahkamah Agung tidak dapat membenarkan alasan-
alasan kasasi tersebut. Sehingga dalam putusannya, Mahkamah Agung

menolak permohonan kasas yang diajukan oleh Gubernur DK Jakarta.

% | bid.
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BAB IV
ANALISISPENGALIHAN STATUS BADAN HUKUM RUMAH SAKIT
PASAR REBO DARI PERSEROAN TERBATASMENJADI UNIT
PELAKSANA TEKNISDITINJAU DARI KETENTUAN PEMBUBARAN
PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai analisis yang dilakukan peneliti
terhadap kasus yang diteliti dalam skripsi ini. Bagian pertama berisi analisis
terhadap proses pembubaran, likuidasi serta berakhirnya status badan hukum PT
Rumah Sakit Pasar Rebo ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang
berlaku. Selanjutnya, akan dijelaskan juga tentang dampak dari peralihan tersebut
baik terhadap pegawai, maupun pihak ketiga lainnya, yaitu para rekanan PT
Rumah Sakit Pasar Rebo.

4.1. Analisis Prosedur Pembubaran, Likuidas, Serta Pengakhiran Status
Badan Hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo
Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengel uarkan Perda DK Jakarta No.
5/2006 tentang pencabutan beberapa perda yang salah satunya Perda No.
15/2004. Sebagai akibat dicabutnya perde-perda tersebut, maka PT Rumah
Sakit Pasar Rebo harus dikembalikan kembali statusnya menjadi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam proses
pengembalian status tersebut, PT Rumah Sakit Pasar Rebo harus dibubarkan
dan dilikuidas terlebih dahulu untuk mengakhiri statusnya sebagai badan
hukum. Hal ini penting karena untuk memberikan kepastian hukum status
Rumah Sakit Pasar Rebo baik bagi intern rumah sakit (pegawai) maupun bagi
ekstern rumah sakit (pasien dan rekanan).
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4.1.1. Pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo
Sebagal perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka
pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo harus tunduk pada ketentuan
Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku.?®
Berdasarkan Pasal 114 UU No. 1/1995, Perseroan dapat
dibubarkan karena alasan:
a. keputusan RUPS;
b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
telah berakhir;

C. penetapan pengadilan.

Dari ketentuan tersebut, maka suatu perseroan hanya dapat dibubarkan
melalui keputusan RUPS?® atau melalui penetapan pengadilan.

4.1.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Membubarkan
PT
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pembubaran PT
Rumah Sakit Pasar Rebo salah satunya dapat dilakukan
melalui keputusan RUPS LB. Hal tersebut karena baik putusan
hak uji materiil maupun SK Gubernur tidak ada yang dapat
membubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo sesuai dengan UU
Perseroan Terbatas, balk UU No. 1/1995 maupun UU No.
40/2007.
Berdasarkan hal tersebut, maka diselenggarakan RUPS
LB yang membahas mengenai Pembubaran dan Penunjukan
Tim Likuidas PT Rumah Sakit Pasar Rebo pada tangga 4
Oktober 2006. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut
kemudian dituangkan dalam suatu Akta Notaris Sitjopto, SH.,

25 Melihat waktu terjadinya perkara ini yaitu sekitar Tahun 2006 — awal Tahun 2007,
maka UU Perseroan Terbatas yang saat itu berlaku adalah UU No. 1/1995. Hal tersebut karena UU
No. 40/2007, baru diundangkan pada Tanggal 16 Agustus 2007.

26 Dalam hal jangka waktunya yang berakhir, maka harus tetap diadakan RUPS guna
memutuskan perpanjangan atau pembubaran perseroan.
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Nomor 53.%" Dengan demikian, alasan pembubaran PT
Rumah Sakit Pasar Rebo berdasarkan Keputusan RUPS LB PT
Rumah Sakit Pasar Rebo, telah sesuai dengan ketentuan baik
Pasal 114 UU No. 1/1995 maupun Pasal 142 UU No. 40/2007.

Namun demikian, penyelenggaraan RUPS LB tidak
serta merta membubarkan PT. Hal tersebut karena masih
diperlukan beberapa langkah untuk membubarkan PT secara
sah (hukum) hingga status badan hukumnya resmi dicabut
berakhir). Untuk menghilangkan status badan hukum (legal
entity)-nya, PT Rumah Sakit Pasar Rebo harus menyelesaikan
proses likuidasinya hingga nama perseroannya dicoret dari
Daftar Perusahaan.

4.1.1.2. Putusan Hak Uji Materiil tidak Membubarkan PT
Daam kasus ini, Putusan Hak Uji Materiil yang
dikeluarkan olen Mahkamah Agung tersebut bukanlah
merupakan suatu penetapan pengadilan yang termasuk dalam
alasan pembubaran Perseroan seperti yang diatur UU No.

1/1995 maupun UU No. 40/2007.

Menurut Pasal 117 UU No. 1/1995, Pengadilan Negeri
dapat membubarkan perseroan atas.

(a)permohonan kegjaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan
melanggar kepentingan umum;

(b)permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

(c) permohonan kreditor berdasarkan aasan:

(Dperseroan tidak mampu membayar utangnya setelah

dinyatakan pailit; atau

27 Berdasarkan keterangan Bapak Kusno Wasito, salah satu pihak Termohon
Kasasi/Penggugat dalam perkara Hubungan Industrial. Terlampir pula dalam alat bukti surat
Penggugat, bukti P-5.
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(2)harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi
seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
(d)permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan
adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Putusan hak uji materiil
tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud sehingga
tidak dapat dijadikan alasan pembubaran PT.

Selain itu, Putusan hak uji materiil ini tidak
memerintahkan untuk membubarkan PT Rumah Sakit Pasar
Rebo, tetapi hanya memerintahkan untuk mencabut perda-
perda yang dianggap sebagal dasar perubahan rumah sakit-
rumah sakit tersebut menjadi berbentuk Perseroan Terbatas. Di
samping itu, pendirian PT Rumah Sakit Pasar Rebo tidak serta
merta terbentuk dengan dikeluarkannya perda tersebut, namun
melalui pembuatan dan pengesahan akta pendirian berdasarkan
UU Perseroan Terbatas. %*®
pencabutan perda tidak mengakibatkan PT Rumah Sakit Pasar
Rebo serta merta bubar, tetapi harus dibubarkan melaui RUPS.

Daam perkara ini, PT Rumah Sakit Pasar Rebo
merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas

Dengan demikian, maka

yang didirikan berdasarkan UU Perseroan Terbatas sehingga
harus pula dibubarkan berdasarkan UU Perseroan Terbatas.
Lain halnya jika Rumah Sakit Pasar Rebo ditetapkan menjadi
PD (perusahaan daerah) melalui perda pendirian berdasarkan
UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah. Apabila Rumah
Sakit Pasar Rebo ditetapkan sebagal PD, maka dengan
dikeluarkannya putusan hak uji materiil tersebut, maka PD
Rumah Sakit Pasar Rebo serta merta bubar karena putusan hak

uji materiil mencabut perda pendiriannya.

28 Baik UU No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007 karena ketentuan mengenai proses
pendirian dan akta pendiriannya masih sesuai dengan kedua UU tersebut.
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Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 05P/HUM/2005,
tidak tergolong dalam putusan pengadilan yang dimaksud oleh
Pasal 117 UU No. 1/1995, maupun Pasal 146 UU No. 40/2007.
Sehingga untuk membubarkan Perseroan Terbatas tersebut,
maka harus diadakan RUPS LB untuk memutuskan
pembubaran perseroan serta penunjukan likuidator.

Dengan demikian, dikeluarkannya putusan hak uji
materiil tersebut tidak membubarkan PT Rumah Sakit Pasar
Rebo.

4.1.1.3. SK Gubernur tidak Membubarkan PT

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran PT Rumah Sakit
Pasar Rebo, Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan
Guberbur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1312/2006 tentang
Pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah
Sakit Pasar Rebo tertanggal 17 Agustus 2006. SK Gubernur
tersebut memutuskan pembubaran PT Rumah Sakit
Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo sgjak berlakunya
Keputusan Gubernur tersebut, status badan hukum PT
dialihkan menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
dengan menerapkan pola keuangan BLUD, dan semua hak dan
kewgjiban PT beralih menjadi hak dan kewajiban BLUD.
Keputusan Gubernur ini selain memutuskan pembubaran PT
Rumah Sakit Pasar Rebo juga langsung mengalihkan statusnya
menjadi UPT Dinas Kesehatan Provins DKI Jakarta dengan
menerapkan pola keuangan BLUD.?*

Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan
pemegang 99% saham PT Rumah Sakit tersebut, tetapi,
keputusan gubernur bukanlah merupakan dasar pembubaran
Perseroan seperti yang diatur dalam Pasal 114 UU No. 1/1995

29 Gubernur Provinsi DK Jakarta, Keputusan Guberbur Provinsi DKI Jakarta tentang
Pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo, SK Gub Nomor
1312/2006, Pasal 1 - 4.
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tentang Perseroan Terbatas di atas. Seharusnya, keputusan
pembubaran perseroan tersebut dibuat dalam bentuk keputusan
RUPS bukan berbentuk keputusan gubernur.

Berbeda jika Rumah Sakit Pasar Rebo berstatus sebagai
Unit Kerja UPT PPK-BLUD yang dibentuk melalui SK
Gubernur. Apabila Rumah Sakit Pasar Rebo berbentuk UPT
pemerintah daerah, maka pembubarannya dapat dilakukan
dengan penerbitan SK oleh gubernur karena pada dasarnya
UPT PPK-BLUD ditetapkan maupun dicabut melalui SK
gubernur.?*°

Keputusan pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo?™*
ini, telah melanggar atau bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi darinya yaitu
UU Perseroan Terbatas baik UU No. 1/1995 maupun UU No.
40/2007. Dengan demikian, SK Gubernur tersebut tidak
membubarkan PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

Secara hukum, PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dibubarkan
karena proses likuidasi belum sepenuhnya selesai dilakukan hingga saat
ini. Oleh karena itu, kini proses likuidasinya harus diselesaikan
berdasarkan UU No. 40/2007.

4.1.2.Likuidas PT Rumah Sakit Pasar Rebo
Berdasarkan Pasal 115 ayat (4) UU No. 1/1995, pembubaran
suatu perseroan harus diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.
Likuidator dapat ditujuk oleh keputusan RUPS serta oleh Pengadilan
tergantung dari apa yang mendasari pembubaran perseroan tersebut.
Apabila baik dalam keputusan RUPS atau penetapan Pengadilan tidak

29 | ndonesia, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP
No. 23 tahun 2005, LN. No. 48, TLN. No. 4502, Pasal 5 dan 6.

21 K eputusan Gubernur hanya bersifat administrasi pemerintahan belaka sehingga tidak
dapat menjadi asalan pembubaran PT.
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ditunjuk likuidator, maka Direksilah yang akan bertindak selaku
likuidator.
Sebelum proses likuidass dimulai, likuidator wajib
mel akukan:*
a. mendaftarkan dalam daftar perusahaan;
b. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesig;
c. mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
d. memberitahukan kepada Menteri K ehakiman.

Setelah melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan,
likuidator dapat memulai proses likuidas dengan melakukan tindakan
pemberesan kekayaan perseroan antaralain:**®
a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;

b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
dan

e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

pemberesan kekayaan.

Setelah proses likuidas selesai, maka likuidator harus
mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi beserta laporan kepada
Menteri Kehakiman dan HAM dalam daftar perusahaan. Kemudian
likuidator mengajukan permohonan pengumuman hasil akhir proses
likuidasi dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Yang
pada akhirnya diakhiri dengan diumumkannya hasil akhir proses
likuidasi tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian.”** Setelah semua

%2 Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 118 ayat (1).
23 pid., Pasal 119 ayat (2).
24 | bid., Pasal 124 ayat (3).
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proses tersebut dilaksanakan, barulah likuidator dikenakan pembebasan
dari tugasnya sebagai likuidator.

Daam SK Gubernur No. 1312/2006, ditetapkan bahwa proses
likuidass dalam rangka pembubaran Perseroan dikoordinasikan oleh
Asisten Perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.?®

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak yang ditetapkan
olen Pemda DKI Jakarta sebagal likuidator dalam proses likuidasi PT
Rumah Sakit Pasar Rebo akan dikoordinaskan oleh Asisten
Perekonomian. Selain itu, proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo
juga akan dilakukan sesual dengan peraturan perundang-udangan yang
berlaku yaitu sesuai dengan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa tentang Pembubaran dan
Penunjukan Tim Likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo, dinyatakan:*°

Menyetujui untuk menunjuk tim likuidasi untuk menyelesaikan

aset-aset, tagihan-tagihan dan kewajiban-kewajiban perseroan

yeng berkaitan dengan pembubaran/likuidasi.

Menurut keterangan Dra. Ellya Noorisyai, Ak., Tim Likuidas dibentuk
melalui RUPS Luar Biasa oleh PT Rumah Sakit Pasar Rebo. Tim
Likuidas diketuai olen Dra. Khafifah Anny, Apt., MARS dan
dianggotai oleh Dra. Ellya Noorisyai, Ak. dan Drs. Nomen Cawen.
Adapun tugas dari tim likuidasi adalah:?*

1. melakukan inventarisasi hak dan kewajiban perusahaan;

2. melakukan pembayaran kepada kreditur yang telah jatuh tempo

sesuai dengan likuiditas perusahaan;

2% Gubernur Provins DK Jakarta, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pembubaran
Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo,
SK Gub DKI Jakarta Nomor 1312/2006, Pasal Kedua.

218 Akta Notaris Sutjipto, SH., No. 53 tanggal 4 Oktober 2006, Bab V111 Poin (2).

27 pytusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial, hal. 20.
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3. mengalihkan hak dan kewagjiban PT Rumah Sakit Pasar Rebo ke
rumah sakit penerus di bawah BLUD;

4. melakukan pembukuan neraca akhir;

5. melaporkan kepada Gubernur;

berdasarkan keterangan tersebut, maka penunjukkan likuidator telah
sesual dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, yaitu melalui RUPS
LB.

Bersamaan dengan dikeluarkannya SK Gubernur DKI Jakarta
No. 1312/2006 tersebut, gubernur juga mengeluarkan Pergub DKI
Jakarta Nomor 78/2006 tentang Proses Likuidasi dan Pembentukan Tim
Likuidas PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng, dan PT RS Pasar
Rebo, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2006. Ketentuan tersebut
memerintahkan Direkss PT untuk menyelenggarakan RUPS untuk
membubarkan PT serta untuk memilih Tim Likuidasi. Secara langkah
(prosedur), isi Peraturan Gubernur ini sudah cukup sesuai dengan
ketentuan langkah-langkah likuidasi menurut UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan keterangan Dra. Ellya Noorisyai, Ak., selaku
Anggota Tim Likuidass PT Rumah Sakit Pasar Rebo, didapat fakta
bahwa dalam proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo benar telah
terjadi proses likuidasi atau tahapan-tahapannya, namun belum seluruh
tahapan pembubarannya telah selesai dilakukan. Tim Likuidator hanya
baru melaporkan/mempertanggungjawabkan hasil likuidas kepada
pemegang saham melaui RUPS, yaitu kepada Gubernur Provins DKI
Jakarta, namun tahapan selanjutnya belum dil aksanakan.?*®

Sedangkan tahapan selanjutnya yakni pendaftaran dalam daftar
perusahaan serta pengumuman dalam Tambahan Berita Negara serta
pada 2 (dua) surat kabar harian belum dilaksanakan. Oleh karena itu,
proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan demikian belum
selesai dan belum dapat dikatakan bubar.

218 pytusan Kasasi Hubungan Industrial, hal. 12 — 13.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan
Kepegawaian RSUD Pasar Rebo, proses likuidasi PT Rumah Sakit
Pasar Rebo belum selesal dilaksanakan. Hal tersebut mungkin karena
para pemegang saham bingung mengenai siapa yang nantinya akan
menanggung hak dan kewajiban?®® yang timbul sebagai akibat dari
pembubaran PT Rumah Sakit Pasar Rebo.?®

Apabila proses likuidas dilaksanakan hingga akhir, maka aset
PT Rumah Sakit Pasar Rebo yaitu moda yang disertakan oleh para
pemegang saham nantinya akan digunakan untuk membayar semua
hutang-hutang PT Rumah Sakit Pasar Rebo, termasuk kontrak dengan
pihak ketiga (rekanan) serta gaji dan pesangon pegawai, sebelum
akhirnya sisanya dikembalikan kepada para pemegang saham.”**

Untuk masalah kontrak dengan pihak ketiga (rekanan) misalnya,
perusahaan leasing alat-alat medis, perusahaan outsourcing satpam dan
cleaning service, hal tersebut bisa diatasi dengan pengalihan kontrak-
kontrak tersebut kepada RSUD Pasar Rebo. Sedangkan untuk masalah
gagji/pesangon para pegawal, para pegawa dapat dialihkan statusnya
menjadi pegawal RSUD Pasar Rebo, tetapi masalahnya bagi para
pegawal yang memutuskan tidak ikut dengan RSUD Pasar Rebo, maka
dalam proses likuidasi, PT Rumah Sakit Pasar Rebo berkewajiban
untuk membayarkan gaji/pesangonnya dari aset atau kekayaan yang
dimilikinya. Sehingga, untuk menghindari hal tersebut, maka Pemda
DKI Jakarta langsung sgja membubarkan dan mengalihkan status PT
Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi UPT dengan pola keuangan BLUD

melalui satu K eputusan Gubernur.??

29 Misalnya gaji/pesangon para direks dan pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo
yang keluar atau tidak bersedia ikut pada UPT RSUD Pasar Rebo.

0 Hasil wawancara dengan Bapak Syawal, SH., MH., Staff Bidang Diklat dan
Kepegawaian RSUD Pasar Rebo, pada hari Rabu, 18 Mei 2011, Pukul 11.00 WIB.

2! Indonesia, UU No. 1/1995, Pasal 124 ayat (2).

2 Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan K epegawaian RSUD Pasar Rebo.
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Meskipun secara prosedur dan langkah likuidasi dalam Pergub
No. 78/2006 cukup sesua dengan langkah likuidasi dalam UU
Perseroan Terbatas, namun demikian, ada beberapa ha yang tidak
sesuai. Salah satu ha yang tidak sesuai adalah ketentuan yang
menyatakan bahwa Tim Likuidas bertanggung jawab kepada
Gubernur.?® Menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 1/1995 dan Pasal 152
ayat (1) UU No. 40/2007, Likuidator bertangggung jawab kepada
RUPS atas likuidasi yang dilakukannya. Melihat ketentuan tersebut,
maka seharusnya Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada RUPS
bukan kepada gubernur. Selain itu, pengaturan mengenai penetapan tim
likuidasi yang harus memperoleh persetujuan gubernur terlebih dahulu
Juga tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas karena likuidator harus
ditunjuk oleh RUPS. Pengaturan lain yang tidak sesua dengan UU
Perseroan Terbatas adalah mengenai dapatnya Tim Likuidasi untuk
memintakan pembatalan atas perbuatan hukum yang mengakibatkan
kerugian harta perusahaan pada pengadilan.?* UU Perseroan terbatas
tidak mengatur mengenal dapatnya dimintakan pembatalan atas
perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh perseroan.

Dalam perkaraini tidak jelas apa kapasitas dari gubernur dalam
mengeluarkan SK  maupun Pergub yang bersangkutan (sebagai
pemerintah atau pemegang saham). PT Rumah Sakit Pasar Rebo adalah
perusahaan yang sudah diprivatisasikan sehingga seharusnya bebas dari
campur tangan pemerintah. Namun demikian, pengaturan yang tidak
jelas mengena BUMD juga membuat perkara ini menjadi sulit untuk
dianalisis karena kegjelasan status PT Rumah Sakit Pasar Rebo dalam

pemerintahan menjadi tidak jelas pula®®

22 Gubernur DK Jakarta, Peraturan Gubernur tentang Proses Likuidasi PT RS Haji
Jakarta, PT RS Cengkareng, dan PT RS Pasar Rebo, Pergub No. 78 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat

().
24 1pid., Pasal 7.

5 Juga mempengaruhi posisi gubernur dalam PT Rumah Sakit Pasar Rebo.
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Meskipun status PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum jelas, pada
tanggal 13 Maret 2007, masa kerja Tim Likuidasi diperpanjang dengan
Akta Notaris Sutjipto, SH., Nomor 45. Perpanjangan masa kerja
tersebut dilakukan bahkan setelah status badan hukum PT Rumah Sakit
Pasar Rebo telah dialihkan menjadi UPT yang menerapkan pola
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (UPT PPK-BLUD) dengan
dikeluarkannya SK Gubernur Provins DKI Jakarta Nomor 249/2007
padatanggal 8 Februari 2007.

Melihat kenyataan tersebut, maka dapat dismpulkan bahwa
proses likuidass PT Rumah Sakit Pasar Rebo tidak sesua dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 1/1995
tentang Perseroan Terbatas. Hal ini karena, proses likuidas tidak
dilakukan hingga selesai sehingga belum terjadi pembebasan terhadap
tim likuidasi (likuidator).

4.1.3.Berakhirnya Status Badan Hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo

Berdasarkan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, status
badan hukum suatu Perseroan Terbatas berakhir setelah Hasil Akhir
Proses Likuidas didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang kemudian
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dan diumumkan dalam 2
(dua) surat kabar harian. Setelah nama Perseroan Terbatas dicoret dari
daftar perusahaan, maka Perseroan Terbatas tersebut dinyatakan
berakhir status badan hukumnya.

Daam kasus ini, status PT Rumah Sakit Pasar Rebo sebagai
badan hukum belum berakhir. Hal ini karena proses likuidasi dari PT
Rumah Sakit Pasar Rebo belum selesai hingga nama PT Rumah Sakit
Pasar Rebo dicoret dari dalam daftar perusahaan. PT Rumah Sakit Pasar
Rebo belum bubar secara hukum karena proses likuidasinya tidak sah
secara hukum vyaitu tidak sesuai dengan UU No. 1/1995 tentang
Perseroan Terbatas. Oleh karena PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum
bubar secara hukum, maka statusnya sebagai badan hukum juga belum
berakhir.
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Hal ini terlihat dari masih aktifnya Nomor Pokok Wajib Pgjak
(NPWP) atas nama PT Rumah Sakit Pasar Rebo hingga saat ini, yang
berarti PT Rumah Sakit Pasar Rebo masih dianggap sebagai wajib
pajak (subyek hukum).??® Apabila PT Rumah Sakit Pasar Rebo sudah
benar-benar dibubarkan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan
kemudian dialihkan statusnya menjadi UPT RSUD Pasar Rebo, maka
seharusnya PT Rumah Sakit Pasar Rebo sudah tidak lagi menjadi wajib
pajak. Hal ini karena UPT RSUD Pasar Rebo bukan merupakan badan
hukum sehingga bukan pula termasuk sebagal subyek hukum yang
artinya sudah bebas dari pajak.

Berdasarkan hasil wawancara, didapat bahwa setiap tahunnya
RSUD Pasar Rebo menerima tagihan pembayaran pajak atas PT Rumah
Sakit Pasar Rebo yang membuktikan bahwa NPWP tersebut masih
aktif. Namun, karena status rumah sakit telah berubah menjadi UPT
kembali, maka tagihan tersebut tidak dapat dimintakan pembayaran lagi
karena subyeknya sudah tidak adalagi.

4.2. Dampak yang Timbul Sebagai Akibat dari Pembubaran Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo
Pengalihan status PT Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan menerapkan pola keuangan Badan
Layanan Umum Daerah memberikan beberapa dampak dan pengaruh
terhadap beberapa pihak, antaralain:

4.2.1. Terhadap Pegawai
Ketika status Rumah Sakit Pasar Rebo berubah menjadi
Perseroan Terbatas, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan
di rumah sakit tersebut diberikan pilihan untuk dikembalikan kepada
Dinas Kesehatan Provins DKI Jakarta atau mengajukan pensiun dini
untuk tetap bekerja di PT Rumah Sakit Pasar Rebo.?*’ Hal ini karena

6 Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.

27 pid.
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setelah statusnya berubah menjadi Perseroan Terbatas, maka status
semua pegawai rumah sakit tersebut harus juga berubah menjadi
Pegawai Rumah Sakit (Pegawal Swasta) sehingga tidak boleh ada lagi
PNS yang bekerja di sana. Hal tersebut karena PNS dilarang bekerja
pada perusahaan swasta bahkan pada Perusahaan Persero sekalipun
yang notabene adalah BUMN, yang apabila dilanggar akan
mengakibatkan PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi.?

Hal tersebut menimbulkan polemik di kalangan para pegawai
yang sebagian besar adalah PNS. Sebagai rumah sakit yang telah lama
bahkan sgjak awa menyandang status sebagai rumah sakit pemerintah,
terdapat banyak PNS yang bekerja di sana. Hal ini lah yang menjadi
permasalahan bagi para pegawai. Banyak pegawa yang menentang
perubahan status tersebut, sampal pada akhirnya ditetapkan bahwa para
pegawai yang berstatus sebagai PNS yang sebentar lagi memasuki masa
pensiun diperbolehkan tetap bekerja di PT Rumah Sakit Pasar Rebo.
Hal tersebut mempertimbangkan karena mereka sebentar lagi melepas
status PNS-nya .?*

Pada akhirnya, banyak pegawai yang memilih dikembalikan ke
Dinas Kesehatan karena tidak bersedia melepaskan statusnya sebagai
pegawai negeri sipil. Namun tidak sedikit pula yang rela mengajukan
pensiun dini untuk tetap bekerja di rumah sakit tersebut. Z° Dan
kemudian menyandang status sebagai pegawa PT Rumah Sakit Pasar
Rebo.

Setahun kemudian, status kepegawaian PT Rumah Sakit Pasar
Rebo kembali mengalami masalah. Sebaga akibat dari dibubarkannya
PT Rumah Sakit Pasar Rebo, maka harus dilakukan proses likuidasi.
Daam proses tersebut, masalah pegawai juga menjadi permasalahan
yang harus dibereskan. Seharusnya, dalam pembubaran suatu PT,
seluruh pegawai harus dipecat atau diakhiri hubungan kerjanya, namun

8 Berdasarkan UU BUMN, PP Disiplin PNS, serta pengaturan lainnya mengenai PNS.
% Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.
%0 | bid.
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dalam perkara ini, rumah sakit tidak benar-benar dibubarkan tetapi
hanya dialihkan statusnya sgja. Dengan demikian, pegawainya tidak
seluruhnya dipecat tetapi hanya dialihkan statusnya.

Pengalihan status dari PT menjadi BLU membuat para pegawai
eks PT kembali mengalami permasalahan. Berdasarkan Pasal 33 ayat
(1) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, Pejabat pengelola BLU dan pegawa BLU dapat
terdiri dari pegawal negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-PNS
sesuai dengan kebutuhan BLU. Selain itu, BLU memiliki suatu
karakteristik tertentu, antara lain:**

1. Berkedudukan sebagal lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan
dari kekayaan Negara;

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat;

3. Tidak semata-mata bertujuan untuk mencarai 1aba;

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas
ala korporasi;

5. Rencana  kerja, anggaran  dan  pertanggungjawabannya
dikonsolidasikan pada instansi induk;

6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan
secara langsung;

7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai
negeri sipil;

8. BLU bukan subyek pajak.

Berdasarkan ketentuan dan karakteristik BLU di atas, maka
sesungguhnya para pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo tetap
dapat bekerja di rumah sakit tersebut meskipun statusnya telah
dikembalikan menjadi UPT. Hal ini karena, dengan menerapkan PPK-
BLU, maka pegawai rumah sakit dapat terdiri dari PNS dan bukan PNS.

Namun, ada beberapa pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo
yang tidak bersedia ikut dengan peralihan status tersebut sehingga

%! Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), hal. 2 - 3.
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memilih untuk keluar dari rumah sakit tersebut.?*?> Mengingat bahwa
pegawai merupakan individu yang memiliki pemikiran dan keinginan
bukan benda mati, maka para pegawai khususnya yang berstatus non-
PNS diberikan dua pilihan/opsi. Dalam Peraturan Gubernur Provins
DKI Jakarta No. 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status K epegawaian
terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo,
secara jelas dinyatakan bahwa: >
a. Bagi pegawal dengan status PNS tetap sebagal PNS;
b. Bagi pegawai Non PNS dengan status pegawai tetap;
1. Langsung menjadi Pegawai Tetap Non PNS RSUD Pasar Rebo;
2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja;
c. Bagi pegawa Non PNS dengan status pegawal kontrak;
1. Langsung menjadi Pegawai Kontrak Non PNS RSUD Pasar
Rebo;
2. Dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia

mel anjutkan hubungan kerja;

Bagi para pegawal yang memilih opsi kedua, mereka berhak atas uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak,
yang pembayarannya dibebankan kepada RSUD Pasar Rebo.?*
Masalahnya adal ah apabila para pegawai tersebut memilih untuk
mengakhiri hubungan kerja, maka PT Rumah Sakit Pasar Rebo
berkewgjiban untuk membayarkan ggji/pesangon mereka dalam proses
likuidasi karena status mereka sebagai pegawa eks PT Rumah Sakit
Pasar Rebo. Tetapi, karena prosedur pembubaran dan likuidasi PT yang
tidak jelas, dan rumah sakit tersebut langsung diubah status menjadi

%2 Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan K epegawaian RSUD Pasar Rebo.

28 Gubernur DK Jakarta, Peraturan Gubernur tentang Pengalihan Status Kepegawaian
terhadap Pegawai Eks PT RS Pasar Rebo, Pergub No. 7 Tahun 2007, Pasal 2 Ayat (2).

24 1pid., Pasal 4.
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UPT dengan menerapkan PPK-BLU, maka kejelasan para pegawai
tersebut memperoleh gaji/pesangon juga menjadi tidak jelas.

Daam SK Gubernur No. 1312/2006 tentang Pembubaran PT
Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo dinyatakan
bahwa status badan hukum PT dialihkan menjadi UPT Dinas Kesehatan
Provins DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan BLUD, dan
semua hak dan kewajiban PT beralih menjadi hak dan kewajiban
BLUD. Dengan demikian, maka kewajiban untuk membayarkan
gaji/pesangon para pegawai tersebut menjadi tanggung jawab rumah
sakit yang telah dialihkan statusnya tersebut, yaitu RSUD Pasar Rebo.
Tetapi rumah sakit tersebut tidak bersedia melakukan pembayaran
tersebut, yang pada akhirnya kasus ini dibawa ke Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.
253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Maret 2009, pengadilan
memutuskan bahwa Pemda DK Jakarta dan RSUD Pasar Rebo harus
membayarkan gaji/pesangon para pegawai tersebut. Hal ini karena
menurut putusan pengadilan, PT Rumah Sakit Pasar Rebo telah
dibubarkan/dilikuidasi oleh Pemda DKI Jakarta berdasarkan SK
Gubernur DK Jakarta No. 1312/2007. Hal tersebut diputuskan oleh
pengadilan atas pertimbangan bahwa PT Rumah Sakit Pasar Rebo
secara subyeknya sudah dialihkan menjadi UPT kembali.

Putusan tersebut juga diperkuat oleh putusan Kasas MA No.
764K /Pdt.Sus/2009. Meskipun dalam permohonan kasasinya Pemda
DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo menyatakan fakta bahwa proses
pembubaran dan likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum selesai
sehingga PT Rumah Sakit Pasar Rebo belum dapat dikatakan bubar
secara hukum. Tetapi, MA tetap memutuskan bahwa Pemda dan RSUD
Pasar Rebo wajib membayarkan gaji dan pesangon para pegawai Eks-
PT Rumah Sakit Pasar Rebo tersebut.
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4.2.2. Terhadap Pihak Lainnya

Dampak terhadap pihak lainnya, yaitu para pihak yang memiliki
kontrak kerja sama maupun sewa-menyewa dengan PT Rumah Sakit
Pasar Rebo adalah kontrak-kontrak mereka dialihkan kepada RSUD
Pasar Rebo yang telah beralih menjadi UPT dengan menerapkan PPK -
BLU.*®

Dalam ha hubungan dengan pihak ketiga, yatu para
rekanannya, PT Rumah Sakit Pasar Rebo tetap melakukan tender dalam
melakukan pengadaan untuk operasional rumah sakit. Yang
membedakan adalah saat berstatus sebagai UPT, tender pengadaan
barang dan jasa untuk rumah sakit ini hanya dapat dilakukan oleh
panitia yang bersertifikat dan diakui oleh pemerintah. Namun, saat
berstatus sebaga PT, tender pengadaan tersebut dapat dilakukan oleh
panitia yang tidak bersertifikat (bebas dari ketentuan pengadaan
pemerintahan).?*®

Seharusnya, pada proses likuidasi PT Rumah Sakit Pasar Rebo,
seluruh kontrak tersebut diakhiri dan PT Rumah Sekit Pasar Rebo
membayarkan seluruh kewajibannya atas kontrak-kontrak tersebut dari
aset serta kekayaannya. Namun, karena pada dasarnya rumah sakit ini
tidak ingin ditutup tetapi hanya dialihkan statusnya, maka kontrak-
kontrak tersebut seluruhnya dialihkan kepada RSUD Pasar Rebo.”*” Hal
tersebut mengingat bahwa kontrak-kontrak tersebut juga masih tetap
akan digunakan untuk operasional rumah sakit meskipun statusnya
telah beralih.

Dalam SK Gubernur Nomor 1312/2006 tentang Pembubaran PT
Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo dinyatakan
bahwa status badan hukum PT dialihkan menjadi UPT Dinas Kesehatan
Provins DKI Jakarta dengan menerapkan pola keuangan BLUD, dan

semua hak dan kewagjiban PT beralih menjadi hak dan kewajiban

%% Hasil wawancara dengan Staff Bidang Diklat dan Kepegawaian RSUD Pasar Rebo.
2 1pid.
27 | bid.
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BLUD. Artinya, semua kontrak-kontrak PT Rumah Sakit Pasar Rebo
dengan pihak ketiga, kemudian dialihkan kepada RSUD Pasar Rebo
melalui  kontrak-kontrak yang baru. Dengan demikian, apabila
sebelumnya PT Rumah Sakit Pasar Rebo mempertanggungjawabankan
semua kontraknya secara pribadi, kini tanggung jawab tersebut beralih
kepada unit yang ada di atasnya, yaitu Biro Keuangan, sebagai pembina
keuangan, dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, sebagai
pembina teknis. Oleh karena RSUD Pasar Rebo merupakan UPT
dengan menerapkan PPK-BLUD yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Pemerintah Daerah Provins DKI Jakarta, maka
kontrak-kontrak dengan rekanan tersebut tergolong dalam kontrak
pengadaan pemerintah daerah.

Untungnya, berbeda dengan masalah yang dihadapi PT Rumah
Sakit Pasar Rebo dengan para pegawainya, selama pengalihan kontrak-
kontrak tersebut, para rekanan (pihak ketiga) tidak ada yang menolak.
Dengan kata lain, para rekanan PT Rumah Sakit Pasar Rebo menerima
pengalihan dengan baik. Sehingga hingga saat ini, tidak terjadi perkara
pengadilan yang melibatkan eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo dengan

para rekanan untuk kasus-kasus wanprestas.

103
Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011 Universitas Indonesia



104

BABV
PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan simpulan untuk menjawab pokok
permasalahan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pendliti
pada bab sebelumnya. Selain itu, di akhir bab akan dikemukakan pula mengenai
beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka
didapatkan beberapa kesimpulan yang menjawab permasalahan yang
dikemukakan di awal penelitian. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan
oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembubaran, likuidasi serta pengakhiran status badan hukum PT
Rumah Sakit Pasar Rebo kurang sesuai dengan ketentuan pembubaran
dan likuidas perseroan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995
maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Dasar pembubaran telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas
baik UU No. 1/1995 maupun UU No. 40/2007, yaitu melaui Keputusan
RUPS LB yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 53. Namun demikian,
proses likuidasi yang belum selesai karena hasilnya belum didaftarkan
dalam daftar perusahaan dan belum pula diumumkan dalam tambahan
berita negara maupun 2 (dua) surat kabar harian tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, maka status badan
hukum PT Rumah Sakit Pasar Rebo sesungguhnya belum berakhir, namun
langsung dialihkan menjadi UPT dengan menerapkan PPK-BLUD secara
penuh oleh Keputusan Gubernur DK Jakarta. Sehingga entitas hukum dari
perseroan tersebut masih hidup dan harus diakhiri terlebih dahulu untuk
menjamin kepastian hukum baik pihak-pihak yang terkait dengan PT
Rumah Sakit Pasar Rebo (pegawai dan rekanan).

2. Terjadi beberapa dampak, baik positif maupun negatif, terhadap beberapa
pihak seperti pegawai, serta rekanan dari PT Rumah Sakit Pasar Rebo,
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sebagai akibat dari pengalihan statusnya menjadi UPT dengan menerapkan
PPK-BLU. Terhadap pegawai, khususnya pegawai eks PT Rumah Sakit
Pasar Rebo yang tidak berstatus pegawal negeri, statusnya berubah
menjadi pegawai UPT dengan menerapkan PPK-BLUD RSUD Pasar
Rebo. Namun, dampak negatifnya adalah bagi para pegawa eks PT
Rumah Sakit Pasar Rebo yang tidak bersedia ikut dalam pengalihan status
tersebut, mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya akan
gaji/pesangon selama mereka menjadi pegawai PT Rumah Sakit Pasar
Rebo, sebagai akibat dari ketidakjelasnnya proses pembubaran dan
likuidass PT Rumah Sekit Pasar Rebo. Sedangkan bagi para rekanan,
dampak yang mereka terima dari pengalihan status rumah sakit ini adalah
pengalihan semua kontraknya dengan PT Rumah Sakit Pasar Rebo
menjadi dengan UPT RSUD Pasar Rebo. Dengan demikian, apabila
sebelumnya PT Rumah Sakit Pasar Rebo mempertanggungjawabankan
semua kontraknya secara pribadi, kini tanggung jawab tersebut beralih

kepada unit yang ada di atasnya

5.2. Saran
Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab
sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 253/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst, yang
kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 764
K/Pdt.Sus/2009, maka PT Rumah Sakit Pasar Rebo sebaiknya dilikuidas
hingga selesai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
yaitu UU No. 40/2007. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan entitas
hukum yang masih hidup dari PT Rumah Sakit Pasar Rebo sehingga dapat
menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berhubungan dengan
entitas hukum tersebut, baik pegawai maupun para rekanan.

2. Sebaiknya sebelum pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengeluarkan
kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat publik,
seperti  pengalihan status rumah sakit pemerintah menjadi  bentuk
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perusahaan lain, maka harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Hal
ini karena kebijakan tersebut bukan hanya berlaku bagi rumah sakit yang
bersangkutan sgja tetapi juga berdampak bagi masyarakat sebagai
pengguna jasa layanan rumah sakit tersebut.

3. Seharusnya pembubaran dan likuidasi terhadap PT Rumah Sakit Pasar
Rebo, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, agar
status badan hukum perseroan tersebut dapat diakhiri. Barulah setelah itu,
diberikan status yang baru sebagai UPT dengan menerapkan PPK-BLUD
secara penuh. Dengan demikian, maka permasalahan hubungan industrial
dengan para pegawai eks PT Rumah Sakit Pasar Rebo tidak akan terjadi.
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| PERATURAN DAERAH PROPINS|
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2004
" TENTANG

| PERUBAHAN STATUS HUKUM UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PASAR REBO MENJADI PERSEROAN
TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO DAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA
PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT
~  PASAR REBO

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN STATUS HUKUM UNIT PELAKSANA TEKNIS D :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO MENJADI F'Eﬁﬁggéshhlf?fgﬁgi¥:g
RUMHEASEﬁE'L Eﬁ{%ﬁ E?EESHE?_E SEE:EE?;W MODAL PEMERINTAH PROPINS|
PADA PERSEROAN
RUMAH SAKIT PASAR REBO PORNTRREATRS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROPINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus |bukota Jakarta
Nomor 3 Tahun 18886 tehtang Unlit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Rumah Saklt Umum Daerah Pasar Rebo telah ditetapkan sebagal
Unit Swadana Daserah;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, perlu adenya pengembangan kelembagaan
Unit Peleksana Teknls Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
Pasar Rebo menjadl FPerseroan Terbatas dengan tetap
memperhatikan fungsl sosial dan biaya terjangkau ocleh
masyarakat uas,

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, sejalan
dengan pengembangan sistem pelayantn kesehatan Daerah dan
dalam upaya memberdayakan aset Dacrah |, perlu menetapkan
perubahan status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah FPasar Rebo menjadi Persercan Terbatas
Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi
Daerah Khusus lbuketa Jakarta pada Persercan Terbatss Rumah
Saklt Pasar Rebo dengan Peraturan Daerah .

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indoneela Tahun 1992 MNomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Undang-undang Noemor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
{Lembaran MNegara Republlk Indonesla Tahun 1885 Nomer 13,

Tambahan Lembaran Megara Nomor 3587),

3. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 1882 Nomeor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 383%);

4, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Propinsi Daerah Khusus lbukota Negara Republik Indonesia Jakarta
{Lembaran Megara Republlk Indonesia Tahun 1993 Nomor 146,
Tambahan Lembaran MNegara Nomor 3878);
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5. Undang undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republk Indonesla Tahun 2003 Nemer 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang P
;an ;ﬁcrt?nggung'jnyra?‘an ;ﬁﬂngan Daerah (Lumgaminuﬁ:éﬂ:r:
apu ndonesia Tahun 0 Nomor 202, Ta
MNegara Nomor 4022); - BRI Lempamn

7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pe oman’
Kelembagaan dan Pengelclaan Rumah Sakit Daerah; §: FRem

8, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 10
Tahun 1988 tentang Penvertaan Modal Daerah Daerah Khusus
lbukota Jakarta pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Propins! Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasl dan Tata Kerja
Perangiat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi
Daserah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor €6);

10. Peraturan Daerah Propinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8
Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Psngelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2001 Nomar 82).

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 152 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

+ 2. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 153 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daserah yang Dipisahkan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPING| DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN DAERAH PROPINS| DAERAH KHUSUS IBUKQOTA
JAKARTA TENTANG PERUBAHAN &TATUS HUKUM UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PASAR REBO MENJADI PERSEROAN TERBATAS
RUMAH SAKIT PASAR REBO DAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROPINS| DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA
PADA PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT PASAR REBO.

| ' BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inf yang dimaksud dengan |
1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
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2.

(1)

@

(2)

(3)

|
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

\?ﬂﬁ?&m?r adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
sefanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Unit Paiaksa:\aa T;::ig
Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.

Perseroan adalah Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo.
Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisarls Pe
Rumah Sakit Pasar Rebo, rseroan Terbatas

girgksl adalah Direks/ Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar
gbo. .

_ BABII
PERUBAHAN STATUS HUKUM
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah inl, UPT RSUD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Daerah Khusus |bukota Jakarta Nomor 3
Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Fasar
Rebo Sebagal Unit Swadana Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta diubah status hukumnya darl UPT RSUD menjadi
Perseroan . :

Dengan perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha-usaha, hak dan kewajiban
UPT RSUD dlalinkan kepada Persercan dan merupakan kekayaan

Daerah yang dipisahkan,

BAE IlI
MAKSUD , TUJUAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Maksud perubahan status hukum UPT RSUD dan penyertaan modal
Pemerintah Daerah adalah dalam melaksanakan dan menunjang
kebljakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan di bidang
Kesalatan,

Tujuan merubah’ status -hukum adalah meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan,

Dalam upaya mencapal tujuan sebagalmana dimaksud pada
ayat {2), Pergeroan melakukan : :

. Pelayanan Kesehatan;

b, Pandldikan dan Pelatihan Kesehatan;

¢, Jasa Konsultasl dibldang Kesehatan;

d. Penelitian dan pengambangan dibidang kesehatan.

ah]
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(4) Perseroan selain memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), juga mempunyai kewajiban untuk pelayanan sosial
termastk paslen miskintidak mampu dan paslen korban wabah |
kejadian |uar biasa,

(5) Kriteria pemberian pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada
. ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ’

- BAB IV

NILAI KEKAYAAN UPT RSUD
Fasal 4

Milai kekayaan UPT RSUD adalah seluruh hak dan kewajiban vang
terdapat dalam nerace per 31 Desember 2003 sebesar
Rp. 98.953.840.000,00 (sembilan puluh semblian millar semblian ratus
lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu ruplah) yang terdiri
darl nital tanah sebesar Rp. 29.133,600.000,00 { dua puluh sembllan
millar seratus tiga puluh tiga Juta enam ratus ribu ropiah), nilal bangunan-
bangunan eebesar Rp, 51.707.708.000,00 ( lima puluh satu millar tujuh
ratus tujuh juta tujuh ratus enam ribu ruplah) peralatan medik sebesar Rp.
18.182.580.000,00 { enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta
lima ratus delapan puluh sembllan ribu ruplah) serta peralatan nen medik
sebesar Rp.1,780.217,000,00 ( satu millar tujuh ratus delapan puluh Juta
dua ratus tujuh belas ribu rupiah), aktlva diluar aktiva tetap sebesar
Rp. 3.832,732,000,00 ( tiga milar delapan ratus tiga puluh dua Juta tujuh
ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) dan dikurangi dengan kewsjiban-
kewalban sebesar Rp. 2.683.004.000,00 ( dua millar enam ratus delapan
puluh tiga juta empat ribu rupiah ) dengan memperhitungkan laporan
panilaian preperti ( laporan appralsal) dan berdasarkan laporan auditor.

BAB V
NILAI PEHYERT&HN MCDAL
FPasal &

(1) Nifal penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah
Rp.98.854.302.000,00 (eembilan puluh delapan miliar sembilan
ratus lima pulup empat juta tiga ratus dua ribu ruplah) untuk
kepemilikan saham sebesar 98% (sembilan puluh sembilan
perseratus) yang merupakan nilal Kekayaan UPT R3UD
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4, merupakan Kkekayaan
Daerah yang dipisahkan.

(2) Nilai penyertaan medal- Koperasi Karyawan UPT R3UD pada
Perseroan adalah Rp B886.638.000,00 (ssmbllan ratus sembilan
puluh sembllan juta llma ratus tiga puluh delapan ribu ruplah) untuk
kepemilikan saham sebesar 1% (satu perseratus) .
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BAB VI

MODAL DAN SAHAM
Pasal 6

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp.399.000.000.000,00
{tiga ratus sembilan puluh sembilan millar rupiah) yang terbagl atas
399.000.000 (tiga ratus sembllan puluh sembllan juta) lembar
sanam dengan nllal nominal Rp 1,000 (serlbu rupiah) tiap lembar
saham,

Nilal penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Koperasi Karyawan
UPT RSUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan
modal yang diterpatkan dan disetor penuh sebesar Rp.
99.853,840,000,00 (sembilan puluh sembilan millar sembilan ratus
lfima puluh tiga Juta delapan ratus empat puluh ribu ruplah) setara
dengan Jumlah 99.953,840 (sembllan puiuh sembllan juta sembilan
ratus [ima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham,
terdirl dar: -

a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (semblilan puluh sembilan
perseratus) saham senilai Rp 88.954,302.000,00 (sembilan
pulth delapan millar sembilan ratus lima Puluh empat |uta tiga
ratus dua rlbu ruplah) setara dengan Jumlah ©8,954.302
(sembllan puluh delapan Juta sembilan ratus lima puluh empat
ribu figa ratus dua) lembar saham.

b. Koperasi Karyawan UPT RSUD sebesar 1% (satu perseratus)
saham senilal Rp. 869.538.000,00 (sembilan ratus sembilan
puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu ruplah)
sotara dengan jumlah 999.538 (sembilan ratus sembilan puluh
sembllan ribu lima ratus tiga puluh delapan) lembar saham.

Penetapan medal dasar, modal disetor dan perubahan modal

Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2), dlatur
leblh lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan,

BAB VI
KEPENGURLISAN
Pasal 7

Perseroan dipimpin oleh Direksi serta diawasl oleh Dewan
Komilsarls.

Dewan Komisarls yang mewakill Pemerintah Dasrah dalam
menjalankan tugasnya berkewsjlban melaporkan secara berkala
keglatan usaha Persercan kepada Gubernur,

Pengangkatan, pemberhentlan, masa Jabatan, tugas dan wewenang
Dewan Komisarie serta Direksl| diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Dasar Persaroan,
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BAB Vil

PENGGUNAAN LABA
Pasal 8

(1) Laba bersih sesual hasil keputusan Rapat Umum Peme
1 _ gang Saham
(RUPS) disisihkan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan,

dan sisanya dibaglkan kepada pemegang saham bery
tantiem/jasa produksi serta dana kesejahteraan, pa dividen,

(2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruh
: d
disetorkan ke Kantor' Perbendaharnan dan Kas Daorah Prop?ﬁsl
Daerah Khusus |bukota Jakarta,

BAB [X
KEPEGAWAIAN
Pasal @

(1) Dengan adanya perubahan status hukum UPT RSUD menjadi
Perseroan, maka seluruh pegawel UPT RSUD menadi pegawal
Parseroan secara bertahap selambat-lambatnya sampal dengan
tanggal 31 Desamber 2008,

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenal kepegawalan ditetapkan oleh
bDEer;i sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang
arigxil,

BAE X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Apabila dl kemudian hari ternyata ada perubahan nama Perseroan, maka
perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akta Pendirian Persercan
dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerat Fropinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Dengan perubahan status hukum UPT RSUD menjad| Persercan , maka
Pembina dan Direktur UPT R8UD masih tetap menjalankan tugas dan
wewenang serta tanggunglawab sampal dengan disahkannya akte
pendirian Persaroan cleh Instansi yang berwenang.

. Pasal 12

Pendapatan yang dipercleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dari
semua usaha setelah dibubarkannya sampal dengan terbentuknya
Persercan gecara sah, menjadl pendapatan Persercan vyang
dipartanggung jawabkan oleh Perssroan.
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Pasal 13

Terhadap pengelolaan Apotik Yang merupekan satu kesatuan dengan
Rumeah Sakit, yang eelama In| dikelola sleh pihak ketiga, m:rku

Fasal 14
Terhadap kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan baik

cleh UPT RSUD sebelum berlakunya Peraturan Dasrah ini, tetap
berlaku sampal berakhirnya kerfasama tersepbut,

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerzh Inf, maka Peraturan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jekarta Nomer 3 Tahun 1888 tentang

Fenetapan Rumah Sakit Umum Daerah Fasar Rebo sebagal Unit
Swadana Daerah, dinyatakan tidak beriaku lagl,

Pasal 16

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 10 Agustus 2004

\P;zv‘usERNUR PROPINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

SUTIYOSO
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Dunfjgnuk&n di Jakarta

pada tanggal 12 aguatus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINGI DAERAH KHUSUS

H. RITOLA
MIP. 1400

LEMBARAN DAERAH PROPINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2004 NOMOR 1¢
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG

PERUBAHAN STATUS HUKUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO MENJAD! PERSEROAN TERBATAS
RUMAH SAKIT PASAR REBO DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINS|
DAERAH KHUSUS IBUKQTA JAKARTA PADA PERSERCAN TERBATAS
RUMAH SAKIT PASAR REEO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah
Caerah teleh membangun Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Untuk
operasionallsasl pelayanan kesehatan Rumah Sakit tersebut, berdasarkan PFeraturan
Daarah Daerah Khusus [bukota Jakarta Memer 1 Tahun 1884 tentang Rumah Sakit Umum
Daerah Pasar Rebo ditetapkan sebagal Unlt Pelaksana teknis Dinas Kesehatan Daerah
Khusus [bukota Jakarta.

Dalam upaya peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsl dalam
memberikan pelsyanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah MNomor 3
Tahun 1996 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo telah ditetapkan statusnya
menjadi Unit $wadana Dasrah,

Dalam perkembangan selanjutnya guna menghadapi dunfa usaha yang semakin
dinamis dan lkompetitif, perlu dilakukan penataan dan pengembangan organisasi Rumah

sakit Umum [Daerah Pasar Rebo, Salah satu penataan organisas| yang dilakukan adalah

" dengan melakukan perubahan status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan Terbatas,

Dengan perubahan status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinis Kesehatan
dinarapkan pengelolaan Rumah Sekit menjad| lebih flakslbel sehingga leblh berdaya guna
dan berhasll guna dalam memberikan pelayanan prima maupun pelayanan konsultatif
kepada masyarakat termasuk pelayanan soslal yang meliputl paslen miskintidak mampu
dan paslen karban wabah / kejadlan luar blasa,

Il, PENJELASAN PASAL DEM! PASAL

Pasal 1 ; Cukup Jelas
Pasal 2 » Cukup Jelas
Pasal3 ayat(l) : Cukup Jelas
ayat (2) ' Cukup Jelas
ayat (3) huruf & - Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan

adalah semua pelayanan kesehatan perorangan yang
diberlkan oleh Perseroan.
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huruf b

huruf ¢

Auruf d

ayat (4)
ayat (3)

Fasal 4

Pasal 5 - ayat1
ayat 2

Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8 avat (1)

- Yang dimaksud dengan Pendiiian adalen Ruman

Sakit sebagal sarana praktek bagl institusi van
membutuhkan, e

Yang dimaksud dengan Peldtihan Kesehatan adalah
pelatihan jangka pendek dibldang perumahsakitan
fkesehatan untuk mendapatkan Pengetahuan/
keterampllan tanpa mandapatkan gelar

' Yang dimaksud dengan jasa konsultasi dibidang

kesehatan adalah pemberian bantuan teknis dibidang
Kesehatan/ perumahsakitan,

. Yang dimaksud deagan Fenalitian dan

Pengembangan dibldang <esehatan adalah s&Mmua
Keglatan  riset/surye| yang  bertujuan  untuk

mengembangkan keglatan bary maupun memperbaik|
keglatan Perseroan yeng sudah ada.

! Cukup jelas
 Cukup Jelas

. Nilal kekayaan UPT RSUD Nilai kekayaan UPT RSUD

per 31 Deuember 2003 sebosar
Rp. 99.853.840.632,00 {sembllan puluh sembiian
millar sembilan ratus lima puluh tiga Juta delapan ratus
empat puluh ribu enam ratus tiga puluft dua ruplah)
Yang dibulatkan menjadi sebesar
Rp. 98.853.840.000,00 (sembilan puluh sembilan
miliar sembllan ratus lima puluh tiga Juta delapan
ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik
“Paul Hadiwinata, Hidajat & Rekan” dl Jakarta dengan
laporan Nomor : A/157/TNT/AR/D4, tanggal 28 Mel
2004 dan nilal akilva yang diperoleh sampai dengan
tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan Laporan
Penllalan Propertl Tanggal 28 Ml 2004 (sesual
dengan laperan appraisal PT Saptasentra Jasa
Pradana di Jakarta Nomer 04-0-064.01), yang
merupakan baglan Widak terplsahkan darl Peraturan
Daarah Inl. :

: Cukup Jelas

. Kepemillkan saham Koperasl Karyawan UPT RSUD
merupakan kemauan baik (good will) dar| Pemerintah
Daerah

. Cukup Jelas
1 Cukup Jelas
: Yang dimaksud dengan :

1. Cadangan Umum adalah dana yang dibentuk untuk
mengatasl kemungkinan keruglan vang akan terjadl
dan pelayanan soslal termasuk pelayanan pasien
miskin/tidak mampu dan  pasien  korban
wabah/kefadian luar biasa:
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ayat (2]
Pasal9 ayat (1)

avat (2]
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15
Pasal 16

2. Cadangan Bertujuan  adalan cadangan yang

digunakan  untuk tjuan—tujuan  yang  telan
dftentukan perusanhz an'

3, Dana Kesejahteraan adalan dana yang digunakan
untuk  meninglatkan kessjahteraan Direksi,
Pegawal, dan dana pensiun;

4. Jasa produksiftantiem adalah uang yang diberikan
kepada Dewan Komisarls, Direksi dan Pegawal
alas prestasl yang dicapal,

. Cukup jelas
: Terhadap pegawai Ferseroan yang masih berstatys

PNS8  hanya memperaleh  dari  ggn sumber
penghaslian,

: Cukup jelas

. Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

+ Sesual dengan pernyataan Unit Kerpri RSUD Pasar

Rebo dalam suratnya nomor - Q02/KorpriViI2004
tanggal 2 Agustus 2004 yang menyatakan persetujuan
pemutusan kerjasama sows tempat yang digunakan
untuk usaha apotik mula fanggal 31 Agustus 2004

» Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh UPT RSUD

dengan pihak ketiga sebelum perubahen status
hukum, balk berbentuk kerfasama operasional (KD
dengan pihak ketiga

s Cukup jelas
: Cukup Jelas
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSLA
EEPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BEPUBLIK INDONMESIA
MNomor : C-31084 HT.01.01.TH.2004
i TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
MENTERI HUKUM DAN HAY ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDDNESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penclitian terhadap Format Isian Akts Notaris Model T
dan dekumen pelengkapnys serta Salinan Akta Nomor @ 80, Tanggal 17 September
2004 yang dibuat dan disampaikan oleh AULIA TAUFANI, SH. sebaggi Pengganti
dari Notaris Sutjipte, SH dan diterima pada tanggal 23 Descmber 2004, telzh
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
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? Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan v
7 Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan 7
7 Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995). z
ﬁ 2. Undang - Undang Republik Indonesia Momor 8 Tabun 997 tentang Dokumen 2
[/ Perusahaan (Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, ‘/,
; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674). 5
5 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Mama Perseroan o
7 Terbatas (Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan 7
7 Lembaran Negara Momor 3740 Tahun 1998). 7
4 4. Keputusan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ?
? Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administras: z
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MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ¢
PT. RUMAH SAR RERO
MNPWP: 02.411.31 0.2-005.000

Berkedudukan di @ TAKARTA sesuai denpgan Format Isian Akta Notads Model 1
yang tersimpan dalam Database, Salinan Akts Nomor : 80, Tanggal 17 September
2004 yang dibuat olch AULIA TAUFANI, SH. sebagai Pengganti dari Notaris
Sutjipto, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN,

KEDUA  : Kepumssan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dritetapkan di Jakarta
BT T pda tanggal : 23 Desember 2004
o AL MENTERTHUKUM DAN HAK ASASI MANUSLA
gt vandyng wapb REPUBLIK INDONESIA

o 4 |5E‘:M“.;i[u.rlrl T
5 F‘?ﬂ

REKTUR JENDERAL
STRASI HUKUM UMUM

RNAIN YUNUS, SH., MH
NIP.: 040033478

I/J’/J"flff/f/f/.J"'J‘I/f/ffff.f/I/J/I/J’/J"./I/I/I/.fz‘J"/I/I/J"/f/J"/I/f/f/f/l/fff/f/l/f/l/f/Ifffl/
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1312/2006
TENTANG

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS
RUMAH SAKIT CENGRARENG DAN PERSEROAN TERBATAS
RUMAH SAKIT PASAR REBC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Agung
Nomor OSP/HUMTh 2005 tanggal 21 Februard 20068 yang
mengabulkan keberatan hak uji mater yang diajukan beberapa
organisasi masyarakat dan individu atas 32 Peraturan Daerah
Pravinsi Daesrah Khusus |bukota Jakarta mengenai perubahan
bentus badan hukum dan penyvertzan modal Pemerintah
Pravinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta pada Rumah Sakit
Milik Pemerintah Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka
dipandang perdu untuk membubarkan Perseroan Terbatas
Rumah Sakit Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah
Sakit Pasar Rebo;

b. bahwa uniuk menjaga kesinambungan pelayanan kepada
masyarakat oleh kedua Rumah Sakit sebagaimana tarsebut
pada huruf a, maka selama proses pembubaran kegiatan
kedua rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUDY;

c. hbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubemnur tentang Pembubaran Persercan Terbatas Rumah
Sakit Cengkareng dan Persernan Terbatas Rumah Sakit Pasar
Rebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang ®Nomor 1 Tahun 1885 tentang Perseroan
Terbatas; -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MNegara;

3. Undang-Undang MNomer 1 Tahun 2004  tentang
Parbendaharaan MNegara:

s

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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KESATU

KEDUA

RETIGA

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerzh:

Peratiran Pemerintah Nomaor 23 Tahun 2005 tentang
Cengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Keputusan Mahkamah Agung Nomor GSP/HUM/2005 tentang

Hak Ujl Materl terhadap Pembatalan Peraturan Daerah
Propinst Daerah Khusus Ibukopta Jakarta Nomor 13, Momeor 14
dan Momor 15 Tahun 2004,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 13 Tahun 2006

tentarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Nemor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan
Tata Kera Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Momor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Kararaan Daerah;

12. Keputusan Gubemur Propinsi Daerah Khusus Ihukota Jakarta

Nomo- 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pslaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta;

13, Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus 1bukota Jakarta

Nemor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jzkarta.

MEMUTUSKAN :

Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan
Persemsn Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo sejak berlakunya
Keputusan Gubermnur ini.

Pelaksanaan proses likuidasi dalam rangka pembubaran FT
Rumah Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikoordinasikan
oleh Asisten Perekonomian sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Uniuk kesinambungan pelayanan, maka satus Badan Hukum PT
Rumazh Sakit Cengkareng dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo yang
telah dibubarkan sebagaimana pada dictum KESATU beralih
menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsl DI Jakarta dengan
menarapkan pola keauangan Badan Laysnan Umum Caaran

sgsuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011



KEEMPAT

KELIMA

Tembusarn :

£:3

Semua hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Rumah Sakit
Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo
vang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU beralih menjadi hak dan kewajiban BLUD
RS Cengkareng dan BLUD RS Pasar Rebo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Uitetapkan di Jakaria
padatanggal 17 Agustus 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
" IBUKOTA JAKARTA,

Secivrm—

SUTIYOSO

1. Wakil Gubemur Provinsi DK Jakara

Sw o~ ooy o

—_

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Kepala Bapeda Provinsi DK! Jakarta

Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakaria
Kepala BPM dan PKUC Provinsi DK Jakaria
Kepala BKD Provinsi DIK! Jakarta

Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
Para Kepala Biro Setda Provinsi DK| Jakarta
Kepaia KPKD Provinsi DI Jakarts

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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TURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUS Mgk
IBUKOTA JAKARTA Mippes &

NOMOR 78 TAHUN 2006
TENTANG

IKUIDASI PT RS HAJI JAKARTA, PT RS CENGKARENG
DAN PT RS PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

n

UR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa dengan ditelapkannya Kepulusan Mahkamah Agung
Nomor  05P/HUMITh 2005 tanggal . 21 Februari 2006 yang
mengabulkan kebaratan hak uji materi yang diajukan beberapa
organisasi masyarakal dan individu alas 3 Peraluran Daerah prov
mengenai perubahan bentuk bagan hukum dan penyertasn modal

Sakit Millk Pemerintah Daerah menjadi Perseroan Terbatas, maka
dipandang perlu untuk mengatur proses likuidasi PT RS Haji Jakarta,
FT.RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebo:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan agar peiatsanaan likuidasi PT RS Haji Jakarta,
PT RS Cengkareng dan PT RS Pasar Rebe dapat dilakukan denga:
efektif dan efisien, perly menetapkan peraturan Gubernur tentang
Proses Likuidasi PT RS Haji Jakara, PT RS Cengkareng dan
RS Pasar Rebo. :

Undang—Unda‘ng Nomor 3 Tahun 1g992 tentang Wajib Daftar
Perusahaan: -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Persaroan Terbatas;

Undang-lindang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara:

Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan F‘erundana-une{angem

Uﬁ,ﬂﬁﬁQ-UhHéhQ Nomor 32 Tahua 9004 lenlang Pemerintahan

. Daerah:

Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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A?u Fg:rrﬂﬂlalaﬂ Pearaluran Daerz
'Pmmtnh Fm-mu D ﬁiadx m»*-.m ‘13, -Nomor 14 dan Nomeor
15 Tahin 2004,

8. Peraturan Pameintah Nomor 58°
Kuunnganw
9. . Parsturan Ménlen Delam Néges Nemor 13 Tahun 2008 tentang-
-menmnﬁuuddumNmmmnunwmm
: Dwa.h Khusus |bukels  Jakarda

T:am:n 3045 ianiang Pengalelisan

Lo sz den Taln
rhmnra'ra!mmm mmw:n a R
mmm:}nammnmmhm

r : 1 Jnkarta

11. Pefaturan | Doerah Propinsi-: Caeran Khusus  1Dukola

t - = wurmmmwpmmw
] Daorady .

12. Kasputssan Subermx Pt‘éci‘hl Doersh Khusus
m):g;rdm TP’r.;p-m MhmgmME
l Caerah: Kbusus loukota Jakarts

: 13 ',*%{ﬂkg Em-trm Pﬂm'i‘afb:;tm
l Rm-mhsmmp

m Guberm ovint! Daersh Khusus Ibukota Jakana

& Tainn a‘iﬁpm %n-mmﬁ Perssrcan Terbatos
Hmﬁh Sk l}mgr:-u\n & Perseroan Terbatas Rumah Sakit
Pmnabn _ _

MEMER&N L

F‘EFE.AIURAH GU-EIEHH TENTANG PROBES LIKUIDASI PT RS
}Mm %WW FTRS PASAR REBO

- Ll

S T e
.
va

. KETENTUAN UmU™M
Paam 1 '
Dalum Peraturan Gu!:m-nur In:y:ng dimaks:d dengan :
1, Dsarsh sdatah Provinsi Daersh Xhusus loukota Jaka#a.

2. Pemoiintah, E)aﬂmh adatah Pemmntal- Procuingl Daarah K.hmu:
Ibukots Jskarto. . .

3. them adalah GMLMHM Opersh Khusus Ibukota Jakart:

4, -B-HIHM Dammh adalah S-ﬂt:mlmn Daerah Pravinsi. Deerah Khusus
Ptkcotn Fakaris.
Caersh Prmhﬂ Deorah Khusts Bukols Jakana
Qi Aﬁ:ﬂ:‘#ﬂnﬂ Pml:brmn:'ﬁm adaiah Blo. Mnhuu-ul
2 Perkonomizn Dsersh Mm‘mﬁ "Dagrah Prowmsi Uiaamh Khusy
M entn JAUSAD.

|
I
I
!
!
|
|
r
'|
i 5. Asislen Pemkoromian adalah Asislan Parekbhomian Sekretans
|
!
i
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enala Biro Administarsi Perckonomian Daeran ddalah Kapola Blro

CohEg

Administrasl Perekonomian Daeran Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus [bukota Jakara.

. Perusahaan adalah PT RS Haji, PT RS Cengkareng dan

PT RS Pasar Rabo.

. Direksi adalah, Direksi Perusahaan. Y e

Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan.

}{réditur adalah pihak yang memilii piutang atau fagihan kepad_a
perusahaan. - ,

Likuidasi perusahaan adalah tindakan pen'yelesaian seluruh hak dan
kewajiban perusahaan sebajal akibat pembubaran badan hukum

perusahaan.

Crgan perusahaan adalah Rapet Umum Pemepang Saham, Direksi
dan Dewan Komlsarls,

Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi
perusahaan yang dibubarkan badan hukum,

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjulnya disingkat RUPS
adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggl dalam
Perseroan dan memegang s=gala wewenang yang tldak diserahkan
kepada Direktsi atau Komisaris.

Instansi yang berwenarg adalah Cepartemen Hukum dan HAM
Republik Indonesia; '

BAE |l
PEMBUBARAN PERUSAYAAN
Pasal 2

Untuk melakukan pembubaran perusahaan Direksi Perusahaan
wajib menyelenggarakan RUPS, ’

Dalarm melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud padd ayat
(1) diikuli dengan proses likuldas! oleh Tim likuidasl.

Susunan keanggotaan tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada
Avat (2) terdiri atas :

Anggota Direksi -
Anggcta Dewan Komisaris
Femegang Saham

Pihak lainnya

oo o

FPenaetapan oelan angge'sm tm |lkuldesl asobogaimana dimnkeud
dalam ayal (3) harus lerlablh dahulu memperoleh persetujuan

Gubernur.

< iy

—




Aasml §

1) Keputdsé;h dan penetapan pembubaran badan hukum perusahaan
sebagaimanra dimaksud dalam Pasal 2 wajib :
a. Dldaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan
Negerli yang mellputi tempal kedudukan perusshaan yang
bersangkutan;

b. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat
kabar harian yang mempunyai perecaran luas; dan

c. Diberitahukan kepada instansi yang berwenang, oleh lim likuidag
B : dalam jangka waklu 7 hari terhilung sejak tanggal pembentukan
IT'E; tim likuidasi. E ;

A T T e £

p - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1, memual pula
.1 pernyataan bahwa seluruh kekayaan perusahaan dalam likuidasi
I berada dalam tanggung Jawab dan pangurus tim likuldasl =

3 | BAB Il
LIKUIDASI
Pasal 4
(1) Pelaksanaan likuidasi perusahaan dilakukan oleh tim likuidasi.

(2) Dengan terbentuknya tim likuidasl scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), tanggung Jawab dan pengurusan perusahaan
dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi,

I (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim likuidasi sebagaimana dimaksud

| pada ayat (2) berwenang mewakill perusahaan dalam segala hal

L yang berkaitan dalam penyelasajan hak dan ‘kewajiban perusahaan
g tersebut.

[ Pasal 5

Sebelum likuidasi selesai, anggota Direksi dan anggota Dewan
2 Komisaris perusahaan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk
g mengundurkan dirl, kecuall dengan persetujuan Gubernur dalam hal Ini
: Sekretaris Daerah.

Pasal 6

i : (1) Dalam melaksanakan lugas dan wewenangnya anggota tim likuidasi
- dilarang memperoleh keuntungan unluk diri sendiri,

(2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila
dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagalmana
dimaksud dalam ayat (1), "

Pagal 7

(1) Untuk kepenltingan hara parusanaan dalam likuidasi, tim likuidasi
dapal meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala
perouatan hukum perusahaan yang mengaklbatkan keruglan hara

perusahaan vann dilakikan dalam 1anaka wabl 4 lahin eahshim

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 20711
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(2} Pembalalan terasbut nanyas dapsl dilakukan apahblla tarbuktl hahwa
pada saat perbuatan hukum tersebul dilzkukan, perusahann yang

bersangkutan dan pihak lain dengan siepa perbuatan hukum ity
dilakukan mengetahul atau sepatutnya mengetahui bahwa
perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi harta
perusahaan tarsebut,

(3) Dikecualikan darl kelentuan sabagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah perbuatan hukum psrusahazn yang bersangkutan yang wajib
dilakukan bardasarkan undang_—undang.

Pasal B

Dalam hal anggota tim likuidasi vang dibentuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4), karena sesUatu hal tidak dapat menjalankan
tugas dengan-balk -danfatau terbuktl melakukan pelanggaran terhadag
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dalam hal in
Sekretaris Daerah dapat memberhentikan yang bersangkutan dan
menunjuk penggantinya.

Pasal @
Proses likuidaci perusahaan dilakukan dengan cara :
a. melakukan inventarisasi hak dan kewajiban perusahaan.

b. melakukan pembayaran terhzdap. kreditur yang telah jatbh tempo
sesual dengan kemampuan likuldilas perusahaan,

¢. melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan agar
dapal memperoleh SKP.

d. mengalihkan hak dan kewajiban PT RS Pasar Rebo dan PT RS
Cengkareng ke BLUD RS Pasar Rebo dan BLUD RS Cengkareng.
1

e. mengalihkan hak dan kewajiban PT RS Haji ke Yayasan RS Haiji.

Pasal 10

(1) Tim likuidasi wajib menyusun neraca skhir likuidasi guna dilaporkan
kepada Guberiur selaku  mewakili Pemerintah Daerah dan
dipertanggungjawabkan kepada RUPS,

(2) Dalam hal neraca akhir likuidas| sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah disetujul oleh Gubernur dan RUPS telah menerima
pertanggung jawaban tim likuidasi untuk °

a. Mengumumkan berakhirnya likuidasi perusahaan dengan
menempalkan dalam Barila Negara Republik Indonesia dan
sural kabar harian yang memplnyai peredaran yang luas.

b. Memberitahukan kepada instansi yang berwenang.

¢. Memberitahukan kepada Departemen  Perindustrian  dan

F’erda?angan ggar nama badan hukum perusahaan tersbut
diooral darl Datar Parusahaan.

{3) Qaiqm Imergkukan Iugaaqya sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
im lkuidasi bedanggung jawab kepada Gubernur.

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah,”FH U1, 2011
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BAB IV : )
KOORDINASI
Pasal 11

. Unfuk,” mengkoordinasikan proses likuidasl - sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Asisten FPerekonomian.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pengendalian lerhadap pelaksanaan peraturan Gubernur ini adalah ¢
Kepals Biro Adminisirasl Perakonomian Deatah. y

n peraturan Gubernur Inl adalah i

Pengawasan terhadap pelaksanaa
2] - 7 Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan Fungslonal sesual
yang barlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
FPasal 13
Peraturan Gubernur Ini mulai berlzku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan Gubernur inl dengan penempalannya dalam Berita Daerah
Provins| Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 2006 =

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

AT

SUTIYOSO

aliean dl Jakara
Poal 29 Agqustus 2006

RITOLA TASAY A
NIP 140001657

!" RAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2006 NOMOR 80. -

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
JABUKOTA JAK ARTA

NOMOR 249/2007

TENTAMG

L\ AN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO SEBAGAI UNIT KERJA
i CSEHATAN PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG

N ERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUN
DAERAH SECARA PENUH

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: a. bohwa dalam rangka peningkatan mulu pelayanan keschatan kepada
masyarakal, kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehalan
Provinsi Oaeran Khusus |/bukola Jakada yang lelah memenuhi

i ! persyaralan erlu diberikan kewenangan unluk menerapkan Pola

Indangan’ | Pengelolaan Keuvangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana

telzh dialur dalam Peraturah Gubernur Nemar 28 Tahon 2006 lentang
Pola Pengelglaan Keuanggn Badan Layanan Umum Daerah Provins
Daerah Khusus lbuketza Jakarz,

b, bahwa Rumah Sakil Urnu|1 Daeran Fesar Rebo Oinas Kesehalan
Provingi Daerah Khusus lolukola Jakaria, berdasarkan hasil penilaian
Tim Penilgi Badon Layandn Umum Deargh ‘elah memenuni syaral

usus unluk menarapkan Pola Pengelolzan Kevangan Radar Layarnan Umum
' Deerah;
i
v sl sk o pe st R AT R TIRETTA el ca | faernl o

b perlu menelapkan kepulusan Gupernur lentang Fenelupan Ruiman
Sakil Umum Daerah Pasar| Rebe sebagai Unil Kerja Dinas Kesehalan
Frovinsi Dacrah Khusus !lbukola Jakarla yang menerapkan Fola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

: *Jingai -+ 1 Undang-Undang Nomar EBITahun 1007 lentang Kesahalan,

2. Undang-Undang MNomar 35 Takhun 1099 lenlang Fenyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bobas dari Korupsi. Kelusi dan Mepolisme;

|

|

.! 3. Undang-Ungang Nemor 34/ Tahun 1999 lentang Pemerninlahan Propins:
Daerah Khusus [bukola Negara Republik Indonesia Jakara,

4 Undang-Undang Momor 17|Tahun 2003 lenlang Keuangan Negana

Undang-Undang Nemor [t Tahun 2034 tentang Farbendaharaan
Megaora,

L

< | e e Bt R S

s rEL Ll
= F I
k) S i re "
o Mgt elea vty e g i
R b Heoman Vyas
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tanun 2004 lentang F'emb;_.'muk
Peraturan Perundang-undangan: AN
7 lindang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 lenlang PEmErikg.,;: i
Pengelelaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nepgara, at‘ :
8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem pErE”Caﬁa;r;' :
Pembangunan Nasional, L RERE! £
g UnrfnnngJndang Nomor 29 Tahun 2004 lentang Praklik Kedokleran: i
10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemernnlahan Dae,ah 1 B
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor g Tah o
2005 un gk
11, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang F’erimbanga,; i v
Keuangan Anlara Pemerintah Pusal dan Pemerinlahan Daerah:
12. Peraluran Pemerintah Nomor |23 Tahun 2005 lenlang pEﬂQE‘lnlaan
Keuangan Badan Layanan Umu :
13, Peraturan Pemerinlah Namaor EFTahun 2005 lenlang 51slem Akunians
Pemegriniahan; ; b pmen
14, Peraluran Pemennlah Nomar |55 Tahun 2005 lentang F'Engelmaan e 1
Keuangar Oaerah, i ey
15 Feraluran Pemennlab Nomor 65 Tabun 2005 lenlang F“Edoma 3
RPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16 Perpturan Pemeconinh Momoes 79 Tahun 2005 tenlang F‘edomﬁn L
Pemlunaan don Pengawasan Penyelenggarian Pomenniahan (aerph;
17 Peraturan Pomerinlalh Nameor & Tahun 2000 lenlang Pengelafnan
Barang Milik Negara/Daerah; - ;
“& Peraluran Menlern Dzlam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lenlan
Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, it
19, Peraturain Daerali Propinsi Daerah Khusus Ibukola Jakara Nomor 3 .
Tahun 2001 lenlang Bentuk| Susunan Qrgamisasi dan Tala Kara__ 1
Perangkal Daeioh dan Sekre hrial Dewan Perwakian Rak?'ﬂl .Daerah F
FPrepinsi Daarah Khusus lbukela Jakarla, 5 i
20 Feraluran Dasrah Fropins: D erah Khusus |bukola Jakara NDmDrB
Tahun 2001 lentang Fokok-polok Pengelolaan Keuangan Daerah; B
21 Peraluran Daerah Propins De{erah Khusus lbukota Jakara Nomor ‘itﬂ 1
Tahun 2002 lentang Rencana-Stralegi Propinsi Daerah Khusus lbukpla
Jakarta Tahwun 2002-2007; o
22 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria Nomof 1‘J|
" Tahun 2006 lenlang Relribusi Daerah, i 8
23 Keopulusan Gubermue Propinsi Cooeh Khusus 1bekeld Jakarld N"'TI":': uﬁ.
50 Tahun 2002 tenlang Organisasi dan Tala Kera Dinas Kesehd e
Propinsi Doerab Khusus |bukola Jakara: o
, Jakarta Nomor
24 Fepuwusan Goherewr Propinsi Daerah Khusus [bukola : i
108 Tabun 2003 leolang Taln Corn Pelaksanaan J"H"-'E‘ll n;tl
Pendapalan ¢an Belanja Daerah Propinst Daerah Khusus LF
Jakara, . AT
| y
|
U o ST
' = o it Uil e e .
e "' 5 TSy o e | TR -
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5 Peraluran Gubeinur Provins) Daerah Khusus Ibukola Jakarts Nomor 24
Tahuen 2008 fenlang Pola Pengelolzen Keuangan Badan Layanan
Lirmum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakara

[

PAERALTIISKAN :

. penelapkan Rumah Sakil Umum Daerah Pasar Rebo sebagar Linil Kena
“pinas Kesehalan Provinsi Daerah Khusus  [oukola Jakana yang
mengrapkan Pola Pengelolnan Keuangan Badan Layanan Umum Craerah
gecara Penuh dilaksarakan sesuai dongan Peraluran Gubernur Proving:
Daerain mIUSUS Deadia CARAAA Nodwar S0 Tasus So0G eetang £
Fengelolaan Kevangan - Badan Layanan Limuwm Clgeral Hrovears Dol
Khusus Ibukela Jakaria dan peraluran perungang-undangan  lainnya,

dengan melaksanakan |
|

1. penggunaan Teknologi Infgrmasi untuk  pengelciaan keuangan.
persedinan dan pelayanan; *

7. pemanfaalan sumber daya yang ada secara aplimal  uniuk
melaksanakan fugas dan fungsi pelayanan kesehatan,

3. penyempurnaan Tala 1{ﬁlola;|
4 peningkatan clisiens: dalam balania barang dan jasa,

5 pengukuran linokal kepuasan pelanggan secara penadik mirimal saty
kale dalan enam bulan dan dilaporkan kepada Cinas Kesehalan
Frowvinst Daerah Khusus Hhukicla Jakarz

pengukuran kinerna pegawal  yang aiekil dhhubungkan dengan
e ribEnan remuUnerast,

penyusunan dan pengajan peraturan pegawal non Pegawal Negen
Sinil, formula remunerasi dan pola pengadazn barang dan jasa.

iy}

=

§ penclapan slandar pelayanan minimal:
g, penampalan pegawai/pejabal sesyuni keahlian dan pendidikan,
10, penyesuaian tanf sgsuai dengan peraturan sgrundang-undangan.

. . ; L :
11, penyediaan informasi lafl layanan secara lerbuka kepada

rmasyarakal;
12 penyiisunan roncana bisnjs anggaran sesual dengan rencana

kegialan dan anggaran;

13, pengajuan Dewan Pengawas kepada Gubernur selelah berkoordinas
dengan Saluan Kerja Perangkal Diaerah alau Unit Kerja lerkai,

14 lelap memperahankan budaya kerja yang baik selama in:

da dikium KESATLU nomar 1. nomor 3

. Ketentuan sebagaimana dimaksud pa
bal-lambalnya harus

dan nomor 7 diselesaikan pada lahun 2007 alau selam
cudah selesai pada langgal a0 Desember 2007,

- Dengan penelapan ini Biro DrgahisaSi dan Talalaksana, Biro Keuangan.
Biro Adminisirasi Kesejahleraan Masyarakal dan Dhinas Kesehatan
melzksanakan pembinaan terhadap lzla kelola, standar pelayanan minimal,
rencana Siralegi bisnis, administrasi keuangan dan pelayanan sesual
dengan kedudukan, lugas dan fungsi masing-musing

senlase lingkal kemandinan dan pendapalan uperas:
n secnra lerencana, konsislen dan lzrukur

- Meningkalkan pre anal
dari lolun ke taho
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© Dengan  ddelapkannyd Fiur*naH Sakﬂk Umum Daerah Pasgar Rebo
menerapkan pola Pengelolaan Keuangar Badan Layanan Umum Dagrgp
secara penuh, maka diben wewenang uniulk menggunakan pendapala i
cperasionalnya secara langsung i
K EENAM ! Ke::u!hsan ini mulai berlaku pada tanggal dilelapkan dan beraky syury |
sejak tanggal 2 Januan 2007 '
Dilelapkan di Jakana
pada tanggal 8 Februari 2007
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSU
IBUKOTA JAKARTA,
! I
| St oarps— 3
| SUTIVOSO . ]
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Tembusan i-
i Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakara : | 5 finbang -
5 Sekretaris Daeran Provinsi DK| Jakarta ! i
3 Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakara : {
4 Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakara L
& Para Walikelzmadya Provinsi DKI Jakara
6 Bupali Kabupatlen Administrasi Kepulauzan
Senpu Frovinsi DKL Jakara
7 Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarla
8 Para Kepala Biro Setda Provins DKl Jakana 7 _
g Parz Kepala Kantor Pravinsi OK| Jakana . !
|
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PUTUSAN
NWOMOR, ; 253/PHIL.G/2008/PN.Jkt.Pst

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungap Industrial pada Pengadilan Megeri Jakarta Pusat vyang
memeriksa dan mengadill perkara persellsihan hubungan Industrial dalam peradilan
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagal berlkut dalam perkara antara :

1: T-'B.“[HA ARIANY, SKM., beralamat di Jalan Swadarma III Dalam C/3 Rt. 009 Rw. 09,
P';&Jkangan Utara, Kelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,

_ SEJélr1jum}'a disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. RISA DEWI SARAH SUCIATI, beralamat di Jalan Raya Bogor Rt. 007 Rw. 02

"..-Rgfﬂ'rahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,

' R ‘éelanjumya disebut sebagai PENGGUGAT I1 ;

3. INDRIASTUTI, SKM., baralamat di Pisangan RE 009 Rw. 04 Kelurshan Ragunan,
Kecamatan Pasar Mmggu Jakarta Selatan,
Selanjutnya disebut sebagal PENGGUGAT III ;

4. KUSNO WASITO, beralamat @i Pondok Ranggon Rt. 002 Rw. 03, Kelurahan Jatimurni,
Kecamatan Pondok Melati, Bekasi,
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;

5. SITI NURHAYATI, beralamat diu Bekasl Timur Regens! G 3/12A Rt. 001 Rw. 019
Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasl,
Selanjutnya disebut sebagal PENGGUGAT V ;

6. SITI ALFISYIAR, beralamat di Gang Spoor IV Dalam No. 49 Rt. 008 Rw. 02 Kelurahan
Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI ;

7, FARIDA DEWI NOVIYANTI, beralamat di jalan H. Taiman Barat I No. 29 Rt. 002 Rw.
02 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,
Selanjutnya disebut 'sebagal PENGGUGAT VII;

8. RANI TRESNAYANI, beralamat di Jalan Gandada Rt. 0011 Rw. 02, Kelurahan
Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII ;

Dalam hal Ini semuanya diwakili oleh Kuasanya DARYQ MUKTIKNO S.H., H.M.
GEMPAR, SETYONOC, S.H., H.M. TOHA SUBARNA, S.H., SITI MUINAH, S.H,
Kewarganegaraan Indonesia, Advocad pada Kantor Hukum *$4P4/4% beralamat di
Jalan Nurul Hidayah No. 57 A, Kelapa dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan
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Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2008, yang telah didaftarkan di kepaniteraan
tanggal § September 2008,

Atau selanjutnya disebut sebagal --ee---—--—----- PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. GUBERNLUR PR.(‘.;‘IJINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, beralamat di
Jalan Merdeka Selatan Mo, 8-9 Jakarta Pusat,

”T'T?-‘*-sgmnjumya disebut sebagal TERGUGAT I;

Analisis yuridis ...

“ RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO, beralamat di Jalan TE.
"I Strnatupang Ma. 30 Pasar Rebo, Jakarta Timur,

Stglanjumya disebut sebagal TERGUGAT II;
]

" diwakili oleh dr. Dolly Olga Tenny Tahalele selaku Plh. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Pasar Rebo, yang berkedudukan dl Jalan TB, Simatupang No. 30 Pasar Rebo,
Jakarta Timur. -Balam hal inl diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUSDIN SUSANTO,
S,H., MADE SUARJAYA, S.H., SRI ASTUTI, S.H., CN., Para Pegawal Biro Hukum Setda
Provinsl Daerah Khusys Ibukota yang berkedudukan di Gedung Balal Kota Blok G,
lantzi 9, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 2260/081 tanggal 8 Oktober 2008, dan berdasarkan Surat
Izin Beracara Insidentil Homor : 142.P.H.K.1/4/2008/PN.JKT.PST,

Atau selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara Ini ;
Telah mendengar kedua belah plhak yang berperkara ;

Telah melihat bukt-buktl surat dan keterangan yang diajukan dipersidangan cleh
kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11
Agustus 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negerl Jakarta Pusat tanggal 11 September 2008, dibawah Nomor Register
Mo : 253/PHIL.G/2008/PN, Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagal berikut :

, Syarah Fitriah, FH UI, 2011



1. Bahwa Penggugat I 5/d Penggugat VIII semula adalah Pekerja pada PT. RUMAH SAKIT
PASAR REBO yang berdasarkan RUPS perseroan terbatas tersebut PT, RUMAH SAKTT
PASAR REBO telah dibubarkan dan dilikwidasi, dan sekarang berubah status menjadi
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO (T ergugat IT) ;

2 Bahwa sehubungan dengan pembubaran dan likwidasl PT, RUMAH SAKIT PASAR REBO

-tersebut, Tergugat 1 dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daersh Khusus
Ihi}ﬁum Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor ; 7 Tahun 2007 tentang Pengalihan
Status Kepegawalan Terhadap Pegawal Eks Perseroan _Terbatas Rumah Sakit Pasar

ﬂebo, memubuskan

"> Ppasal 2 ayat (2) : "Pengalihan status pegawaf eks PT. RS Pasar Rebo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berfaku ketentuan sebagai berkut :
a. Bagl pegawal dengan status PNS tetap sebagai PNS :
b. Bagl Pegawai Non PNS dengan status Pegawai Telap !
8. langsung menjadl Pegawal Tetap Non PNS RSUD Pasar Rebo ;
b. Dapat mengakhirf hubungan ke rja apabila tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja.
c. Bagl Pegawal Non PNS dengan status Pegawal Kontrak ;
1. Langsung n'i_enjadrFegawal Kontrak Non PNS RSUD Pasar Rebo ;
2. Dapat mengakhii hubungan kera, apablla tidak bersedia rmelanjutkan
kontrak."

> Pasal 4 ayat (2) : "Bagl Pegawal Non PNS yang mengakhii hubungan kerja
mempunyal hak ;

8. Menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kall sesuai dengan Pasal 156 ayat
(2); uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kall sesuai dengan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantlan hak sesual dengan Pasal 155 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

b. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada
masa kerja yang diakui oleh PT, RS Pasar Rebo :

c. Pegawal Non PNS yang mendudukl jabatan struktural dan mengakhiri hubungan
kerja, selaln mendapatkan hak sebagaimana huruf a diatas, juga mendapatkan
uang jasa selama menduduki jabatan struktural tersebut.”

» Pasal 5 : "Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan uang
kerohiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) serta sisg
hak yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (5),
dibebankan kepada RSUD Pasar Rebo" ;
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» Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
ken‘aa'm sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf 3 Surat Keputusan
Gubemnur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor -
7 Tahun 2007 tentang Pengallhan Status Kepegawalan Terhadap Pegawal Eks
Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo, mengatur :

(1) Dalam hal terjadl pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang
- penggantian hak yang seharusnya diterima;
y -'I-ir":Perhltungan uang pesangon sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) paling
& ; sedikit sebagal berikut ;
a. masa kerfa kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapl kurang darl 2 (dua) tahun, 2
{dua) bulan upah;
€. masa kerja 2 (dua) tahun atau leblh tetapi kurang darl 3 (tiga) tzhun, 3
(tiga) bu[al}fupah:
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4
" (empat) bulan upah:
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapl kurang dari 5 (lima) tahun, 5
{lima} bulan upah;
f.  masa kerja 5 (ffma) tahun atau lebih, tetapl kurang dari 6 {enam) tahun, 6
{enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 {enam) tahun atau lebih tetapl kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7
(tujuh) bulan upah.
h. masa kera 7 (tujuh) tshun atau [ebih tetapl kurang darl 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;
. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembllan) bulan upah,

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan sebagal berikut ;

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau leblh tetapl kurang darf & (enam) tahun, 2
{dua) bulan upah;

b. masa keda 6 (enam) tahun atau lebik tetapl kurang darl 9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

€. masa kerja 9 (sembllan) tahun atau lebik tetapl kurang dari 12 (dua belas)
tzhun, 4 (empat) bulan upzh;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapl kurang dari 15 (lima
belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
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e, masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapl kurang dari 18 (delapan
' belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapl kurang darl 21 (dua
puluh satu) tahun, 7 {tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24
(dua puluh empat) tahun, 8 {delapan) bulan upah:
-'m\hh masa kerja .24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan
.". upah.

=

f;} ; L\;{ﬁ_} Liﬁ:?g penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud

i w d_g'lam ayat (1) meliputi ;

\\\\:::--., .j___,:_,r__‘ @ cutl tahunan yang belum diambi| dan belum gugur;

b. blaya atau ongkos pulang untuk pekerjafburuh dan keluarganya ketempat
dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

C. pe'ng;;antfan perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan
15% (lima belas perseratus) dari Uang pesangon danfatau uang
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal |ain yang ditetapkan dalam peranjian kerja, peraturan pemaha‘_an
atau perjanjian kerja bersama.

(3) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak sebagalmana dimaksud dalam ayat {2), ayat
(3); dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

3, Bahwa berkenaan Surat Keputusan Tergugat I tersebut, Penggugat I s/d Penggugat
VI memilih untuk mengakhiri hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b poin b Surat Keputusan Gubernur Provins! Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Pengallhan
Status Kepegawaian Terhadap Pegawal Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar
Rebo tersebut, karenanya terhadap Penggugat I s/d Penggugat VI beraku
ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan
tersebut, yaknl mempunyai hak "menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
sesual dengan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali sesual dengan Pasal 156 avat (3) d an uang penggantian hak sesual dengan
Pasal 156 ayat (4} Undang-Undang MNomor 13 Tszhun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dengan perinclan sebagaimana tertera dalam Rekapitulasi
Pesangon Pegawal Non PNS Rurnah Sakit Pasar Rebo yang Memilih Opsl 2 per 20
Maret 2007, sebagal berikut ;
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a. Penggugat » RINA ARIANI, SKM., sejumlah Rp. 65.454.8589,-;
b. Penggugatl  :RISA DEWI SARAH SUCTATI, sejumlah Rp.  65.374.248,-;
€. PenggugatIll  :INDRIASTUTI, SKM., - sejumlah Rp.  69.044.239,-;
d. PenggugatIV  :KUSNO WASITO sejumlah Rp.  132,754.433,-;
e. PenggugatV : SIT] [NURHAYATI, sejumlah Rp.  49.870.801,-;
f. Penggugat VI  :SITI ALFISYIAR, sejumlah Rp.  44.943.787.-:
g. Penggugat VII : FARIDA DEWI NOVIYANTI, sejumlah Rp.  46.781.328,-;
h. Penggugat VIII : RANI TRESNAYANI, sejumlah Rp. 22.565.203,-;

... -dan hak-hak lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
e .; I-}fi'\l.

o -~tentang Ketenagakerjaan ;

S

4. Bahwa akan tetap| hingga saat ini balk Tergugat II maupun Tergugat I ddak mau

melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telsh diputuskan. di dalam Surat
Keputusan Gubernur Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Januar] 2007

“Nomor ¢ 7 Tahun 2007 ‘féntang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawal Eks

Perseroan -Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo Jo. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2004 tentang-Penvelesalan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,
karenanya terbukti telah terjadl "perselisihan hubungan industrial" antara Penggugat I
s/d Penggugat VIIT dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut :

. Bahwa sehubugan dengan terjadinya “perselisihan hubungan industrial” tersebut

Penggugat I s/d Penggugat VIII telah berupaya untuk memperoleh penyelesalan
melalul perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapal mufakat akan tetapl
tidak mendapat respon balk dari Tergugat frnaupun darf Tergugat II, maka Penggugat
I s/d Penggugat VIII telah melanjutkan Upayanya tersebut dengan mengajukan
“permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial" kepada Instansi
yang oerwenang in casu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta ;

Bahwa selanjutnya antara Penggugat I s/d Penggugat VIII telah ditempuh upaya
penyelesalan melalui lembaga "mediasl" akan tetapl tidak berhasll dan atas anjuran
tertulls darl Majells Mediator Penggugat I s/d VII tidak mau menerima {menclak),
karenanya cukup alasan Kiranya bagi Peggugat I s/d Penggugat VIII sebagal salah satu
pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri setempat ;
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Maka : Berdasarkan uralan-uraian tersebut dliatas dengan ini kaml mohon kiranya Bapak
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerl Jakarta Pusat
berkenan memutuskan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugit I s/d Penggugat VIII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I sfd Peaggugat VIII berhak atas uang pesangon
masing-masing sejumlah ;

‘3. Penggugat I : RINA ARIANI, SKM., sejumlah Rp. 65.454.859,-,

b.:, PenggugatTl  : RISA DEWI SARAH SUCIATI, sejumiah Rp,55.374.248,-;

e "Penggugat I ; INDRIASTUT, SKM., sejumiah Rp. 69.044.239,-;

e “ .d.':.f’Fanggugat IV KUSNO WASITO sejumlah Rp.132.754.433,-;
\ v f & ¥ penggugatVy  :SITINURHAYATI, sejumiah Rp. 45.870.801,;
s :.f;‘-‘{yf Penggugat VI : SITI ALFISYIAR, sejumlah Rp. 44.943.787,-;

g. Penggugat VII : FARIDA DEWI NOVIYANTI, sejumlah  Rp.46.781.328,-;

h. Penggugat VIII : RANI TRESNAYANI, sejumlah ‘Rp. 22.565.203,-;

dan hak-hak laln sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berfaku ;

3. Memerintahkan/Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara
tanggung-renteng membayar uang pesangon kepada masing-masing:

a. Penggugat I : RINA ARIANI, SKM,, sejumlah Rp. £5.454.859,-;
b. PenggugatIl  :RISA DEWI SARAH SUCIATI, sejumlah Rp. 65.374.248,-;
C. Penggugat I  : INDRIASTUTI, SKM., sejumlah Rp. 69.044.239,-;
d. PenggugatlV  :KUSNQ WASITO sejumlah Rp.132.754.433,-
e. Penggugaty  :SITI NURHAYATI, sejumlah Rp. 49.870.801,-;
f. PenggugatVI :SITI ALFISYIAR, sejumiah Rp. 94.943.787,-;
G. Penggugat VII ; FARIDA DEWI NOVIYANTI, sejumlah  Rp. 46.781.328,-;
h. Penggugak VIII : RANI TRESNAYANI, sejumlah Rp. 22.565.203,-;

dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya
yang timbul karena perkara ini :

Atau : SeKiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya (ex
aequo et bong),-
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan vang telah ditetapkan Penggugat
telah hadir lfuasanya DARYD MUKTIKNG, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
L1 Agustus 2008 , sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya
AGUSDIN SUSANTO, S.H,, MADE SUARJAYA, S.H., SRI ASTUTI, 5.H., CN. berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa Majells Hakim telah berusaha untuk mendamalkan kedua
belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi ddak
g berhasll selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulal dengan membacakan

surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

e b a

w{/‘? Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan
Tergugat II telah mangajukan jawabannya tertanggal 11 Nopember 2008 sebagai
berikut ;

- 3

JAWABAN TERGUGAT I
-

' 1.  Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah
menuntut agar Para Penggegat dinyatakan sebagal plhak vang berhak atas uang
pesangon dan menuntut agar Tergugat I secara tanggung renteng membayar uang
pesangon kepada Para Penggugat dengan rinclan sebagal berikut

* Penggugat I a.n Rina Arlanl, SKM sejumiah Rp. 64.454,859,00
* Penggugat II 2.n Risa Dewl Suclat], sejumlah Rp. £5.374.248,00
= Penggugat ITI &.n Indriastut], SKM sejumlah Rp. 68.044.239,00
* Penggugat IV Kusno Waskito sejumlah Rp.  132.754.433,00
= Penggugat V Siti Nurhayati sejumiah Rp. 49.870.801,00
* Penggugat VI Sitl Alfisylar sejumlah Rp. 44,943.787,00
* Penggugat VII Farlda Dewi Noviyant sejumlah Rp. 46.781,328,00

* Penggugat VIII Rani Tresnayan| sejumlah Rp. 22.565,203,00

2. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan
Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawal
Eks. Perseroan terbatas Rumah Sakit Pasar Rebao;

3. Bahwa Tergugat I menalak dengan tegas seluruh dalil-dalll yang dikemukakan oleh
Para penggugat dalam gugatan a quo berdasarkan alasan-alasan hukum
sebagaimana vang diuralkan selanjutnya dalam jawaban a quo;

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Dalam Eksepsi ;

Sebagian Para Penggugat Tidak memilikl Kwalitas sebagal Penggugat

Bahwa d~lam gugaten a quo Para Penggugat menyatakan Penggugat I s/d VIII
adalah pihak yang berhak atas uang pesangon yang besarnya sebagaimana
diuralkan di atas,

Eiér;wa dalil tersebut sangat tidak tepat dan kelliru karefa sampal saat ini Tergugat I
tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dan
bahkan Penggugat I, IL, III, VI, VII masih bekerja sebagaimana mestinya dan tetap
menérﬁma hak-hak sebagal karyawan di Rumah Saklt Pasar Rebo;

Bahwa sesual ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan uang pesangon dapat diberikan apablla terjadl Pemutusan
Hubungan Kerja sedangkan dalam permasalahan Ini tidak terjadl Pemutusan
Hubungan Kerja;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi para penggugat untuk
menuntut uang pesangon kepada tergugat I —--- Quod Nom --=--- karena tidak
pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan sebaglan Penggugat masih bekerja
dan tetap menerima hak-haknya sebagal karyawan Rumah Sakit Pasar Rebo;

Bahwa dengan demikian beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadill perkara a quo menerima eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Nlet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

B.

10.

Analisis yuridis ...,

_

Bahwa apa vang telah diuraikan dalam ekseps| merupakan baglan dari jawaban
dalam Pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa keliru dan tidak tepat apabila Para Penggugat masih menggunakan
ketentuan dalam peraturan Gubernur Provinsl DKI Jakarta Nomor 7 tshun 2007
karena ketentuan tersebut jelas-jelas adalah merupakan produk yang cacat hukum
dan tidak mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomar 13 tahun 2003
tentang Ketenagakeraan;

Bahwa saat Ini Tergugat I sedang melakukan pencabutan/pembatalan Peraturan
Gubernur Nomer 7 tahur, 2007 yang dijadikan dasar oleh para Penggugat karena

Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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11,

14,

16.

10

suatu produk hukum yang bertentangan dengan peraturan yang leblh tinggl tidak
mungkin untuk dilaksanakan dan akan menimbulkan pelanggaran hukum:

Bahwa sebagalmana telah diuraikan dalam ekseps Tergugat I sama sekali tidak
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dan bahkan sampai
saat Inl seluruh karyawan termasuk Para Penggugat diberi kesempatan untuk tetap
bekerja di Rumah sakit Pasar Rebo;

Bahwa darl delapan orang Penggugat sebaglan besar saat inl masih bekerja di
Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak—héknya secara penuh sesuai
ketentuan yang berlaku dan sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Nomor 136/
ANY/ Df VIIf 2008 tanggal 21 Juli 2008 Tergugat II merespon dengan baik agar
Par-a Penggugat yang sampai saat ini belum hadir agar dapat bekerja kembali;

Bahwa tindakan Tergugat II untuk tetap mengupayakan Para Penggugat dapat
bekerfa sesual ketentuan pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, pekerja buruh serikat pekerja
serlkat buruh dan pglmerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar
jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;’

Bahwa keliru dan tida-k tepat apabila Para Penggugat menuntut diberikan pesangon
dengan berkeinginan agar Tergugat I dan II melakukan Pemutusan Hubungan
Kerija;

Bahwa Tergugat I melalui Biro Keuangan telah melakukan telaah staf masalah
usulan pemberian pesangon kepada Para Penggugat namun mengingat ketentuan
dalam peraturan Gubernur Provinst DKI Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan UU
Nomor 13 tahun 2003 maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sesual Nota
Cinas Nomor 2458/073.554 tanggal 9 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh
Sekretarls Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa terhadap seluruh Penggugat a quo Tergugat II sesuai tugas pokok dan
fungsinya telah menetapkan sebagal pegawal Non Pegawal Negeri Sipil ( pegawai
tetap ) sesual dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daersh Pasar Rebo
masing-masing Nomar 237/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Rina Arlani, SKM,
Nomer 240/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Risa Dewi S, Nomor 23172007
tanggal 1 September 2007 a.n Kusno Waslto, Nomor 238/2007 tanggal 1 September
2007 a.n _Siti Alfisylar, Nomor 233/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Sit
Nurhayati, Nomor 239/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Farlda Dew! Noviyanti,
SKM, Nemor 235/2007 tanggal 1 Septerr ber 2007 a.n Indriastutl, SKM;

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan inl kami mohan majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan putusan
sebagal berikut :

. Dalam Ekseps| :
'\% Menerima Eksepsl Tergugat I;

,Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima Dalam Pokok
perk.ara,

' Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
o Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara :
S
JAWABAN TERGUGAT IT :

1. Bahwa yang dapat disimpulkan darl gugatan Penggugat dalam- perkara a guo

adalah menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagal pihak yang berhak atas
uang pesangon dan menuntut agar Tergugat O secara tanggung renteng
membayar uang pesangen kepada Para Penggugat dengan rinclan sebagal
berikut : y

* Penggugat I a.n Rina Arlani, SKM sejumiah Rp. 64.454.855,00
* Penggugat Il a.n Risa Dewl Suciatl, sejumiah Rp. £5.374.248,00
* Penggugat I a.n Indriastut], SKM sejumiah Rp. 69.044.235,00
= Penggugat IV Kusno Wasklto sejumizh Rp.  132,754.433,00
* Penggugat V Siti Nurhayati sejumiah Rp, 49,870.801,00
* Penggugat VI Siti Alfisyiar sejumlah Rp. 44.943,787,00
* Penggugat VII Farida Dewl Naviyant] sejumlah Rp.  46.781.328,00
* Penggugat VIII Ranl Tresnayani séjumlah Rp. 22.565,203,00

Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan
Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Gubernur Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawal
Eks. Perseroan terbatas Rumah Sakit Pasar Reba;

Bahwa Terc'igat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Para Penggugat dalam gugatan a quo berdasarkan alasan-alasan  hukum
sebagaimana yang diuraikan selanjutnya dalam jawaban a quo;

Dalam Eksepsi :

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Tergugat II Tidak dapat menjadi plhak dalam perkara a quo ;

Bahwa' dalam gugatan a quo Para Penggugat telah menempatkan Rumah Sakit
Pasar Rebo sebagal Tergugat 11 dan dituntut untuk memberikan pesangon secara
tanggung renteng kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa penempatan Rumah Sakit Pasar Rebo dalam perkara a quo secara hukum
tidak tepat dan keliru karena Rumah Sakit Pasar Rebo pada saat Inl adalah sebagai
unit kerja darl Dinas Kesehatan Provinsl DKI Jakarta yang menerapkan pola
peﬁgelulaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh sebagalmana
diatur dalam Keputusan Gubemnur Provinsi DKT Jakarta Nomar 249/2007 tanggal 8

Februarl 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Provinsi
_daerah Khusus Thukota Jakarta Momor 29 tahun 2006 yang bertanggungjawab

sebagal Pemblna Keuangan adalah Biro Keuangan dan Pembina tekris adalah Dinas
Kesehatan;

Bahwa dengan demikian tidak tepat dan keliru menempatkan Rumah Sakit Pasar
Rebo sebagal Tergugat dalam perkara a quo karena berada dibawah unit lain;

Sebagian Para Penggugat tidak memiliki kwalitas sebagal Penggugat ;

7.

10,

Bahwa dalam gugatan a2 quo para Penggugat menyatakan Penggugat I s/d VIII
adalah pihak yang berhak atas uang pesangon yang besamya sebagalmana
diuraikan di atas:

Bahwa dalil tersebut sangat tidak tepat dan, keliru karena sampal saat inj Tergugat
I tidak pemah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat
dan bahkan Penggugat I, II, III, VI, VIT masih bekerja sebagaimana mestinya dan
tetap menerima hak-hak sebagal karyawan di Rumah Sakit Pasar Rebo;

Bahwa sesual ketentuan dalam undang-undang Momor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan uang pesangon dapat diberlkan apabila terjadl Pemutusan
Hubungan Kerja sedangkan dalam permasalahan inl tidak terjadl Pemutusan
Hubungan Kerja;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi para penggugat untuk
menuntut uang pesangan kepada tergugat I =---- Quod MNon------ karena tdak
pernzh terjadl Pemutusan Hubungan Kerja dan sebagian Penggugat masih
bekerja dan tetap menerima hak-haknya sebagal karyawan Rumah sakit Pasar
Rebag;

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Bahwa *dengan demilkian beralasan kiranya majells Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo menerima ekseps! Tergugat II dengan menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

=

12.

13,

14,

15.

16.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsl merupakan bagian darl jawaban
dalam Pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Bahwa keliru dan tidak tepat apabila Para Penggugat masih menggunakan
ketentuan dalam peraturan Gubernur Provins! DKI Jakarta Momeor 7 tahun 2007
karena keteutuan tersebut jelas-jelas adalah merupakan produk yang cacat
hukum dan tidak mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomaor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; :

Bahwa saat ini Te;"gugat 1 sedang melakukan pencabutan [/ pembatalan
Peraturan Gubernur Ndmor 7 tahun 2007 yang dijadikan dasar oleh para
Penggugat karena suatu pﬁ'uduk hukum yang bertentangan dengan peraturan
vang lebih tinggi tidak mungkln untuk dilaksanakan dan akan menimbulkan
pelanggaran hukum;

Bahwa swbagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat 1T sama sekall tidak
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dan bahkan
sampal saat ini seluruh karyawan termasuk Para Penggugat diberi kesempatan
untuk tetap bekerja dl Rumah sakit Pas.ar Rebu;

Bahwa dari delapan orang Penggugat sebagian besar saat ini masih bekerja di
Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak-haknya secara penuh sesual
ketentuan yang berlaku dan sesual anjuran darl Dinas Tenaga Kerja Nomor
136/ANI/D/VIL/2008 tanggal 21 Jull 2008 Tergugat II merespon dengan balk
agar Para Penggugat yang sampai saat Inl belum hadir agar dapat bekerja
kemball;

Bahwa tindakan Tergugat II untuk tetap mengupayakan Para Penggugat dapat
bekerja sesual ketentuan pasal 151 ayat (1) UU Nomeor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, pekerja buruh serikat pekerja
serikat buruh clan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar
jangan terjadl Pemutusan Hubungan Kerja;

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Bahwa, kellru dan tidak tepat apabila Para Penggugat menuntut diberikan
pesangon dengan berkeinginan agar tergugat II melakukan Pemutusan
hubungan Kerja;

Bahwa Tergugat I melalui Biro Keuangan teleh melakukan telaah staf masalah
usulan pemberian ;}ésangan kepada para Penggugat namun mengingat

" ketentuan dalam peraturan Gubernur Provins| DKI Jakarta tidak sesual dengan

ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 maka hal tersebut tidak dapat
dlraksanakan sesual Nota Dinas Nomor 2458/073.554 tanggal 9 Agustus 2007
yang telah disetujul oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;

E;hWa terhadap seluruh Penggugat 1T sesuai tugas pokok dan fungsinya telah
menetapkan sebagai pegawal Non Pegawal Negerl Sipll { pegawal tetap }
sesual dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
masing-masing Nomor 237/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Rina Arlani,
SKM, Nomor 240/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Risa Dewl 5, Namor
231/2007 tanggal 1 September 2007 a.n Kusno Wasito, Nomor 238/2007
tanggal 1 September 2007 a.n Sit Alfisylar, Nomor 233/2007 tanggal 1
Supternher 2007 a.n Sitl Nurhayati, Nomor 239/2007 tanggal 1 September
2007 a.n Farida Dewl Novlyant|, SKM, Nemor 235/2007 tanggal 1 September
2007 a.n Indriastut!, SKM;

Berdasarkan hal-hal tersebut d atas, dengan inl kami mohon majelis hakim
yeng memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus
dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :
Menerima Eksepsi Tergugat 11 ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara; |
Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar blaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugugat diatas, Penggugat telah mengajukan

replik pada tanggal 25 Nopember 2008 :

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan

dupliknya tertanggal 2 Desember 2008;

;> Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali! gugatannya para Penggugat
telah mengajukan alat - alat buktl surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokan

dengan aslinya ternyata sebaglan cocok dan sebaglan lagl tidak ada aslinya dan diberi

tanda sebagal berikut :

1. Bukti P-I,ILII,IV,V, VI, VI, VIII-1

2. Bukd P-LILIILIV,V,VI VILVIII-2

3. Bukti P-LILITT, IV, V, VI,V VII-3

L 4 : Buiclw;.i P-T,ILIIL,IV,V, VI, VIL VIIT-4

“a2'S 5 Buktl P-LIL LIV VI VILVIT-S
6. Bukti P-LITIIT,IV,V, VI, VI, VIII-6

7. Bukd P-LILITLIV,V,VLVI, VIII-7

-

8.  Buktl P-I,IIIII,IV,V,VIVII, VIII-B

8. Buktl P-LILIIL,IV,V,VI VI, VII-9

10, Bukti P-LILIIIL,IV,V,VI,VII, VIII-10 |

11, Bukd P-LITIILIV,V,VIVII, VIII-11 :

12. Bukt P-LILIILIV,V,VIVI, VIII-12 ¢

13. Buktl P-TILIIL IV V,VIVII, VIII-13 :

14, Bukd P-I,ILIIIV,V,VI,VIL, VIII-14 ;

15, Buktl P-LILIILIV,V, VI VIL, VIII-15 ;

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011

: Fotocopy Perda 15 Tahun 2004 tanggal 12

Agustus 2007;

: Fotocopy Akte MNotarls Sutjipto, SH Mo 53

tanggal 14 September 2004;

+ Fotocopy Keputusan Gubernur No, 1312 Tahun

2006 tanggal 17 Agusus 2006;

: Fotocojy Perbug 78 Tahun 2006 tanggal 17

Agqustus 2006;

: Fotocopy Akte MNotars Sutjipto, SH Mo 53

tanggal 4 Oktober 2006;

¢ Fotocopy Per Gub Prov DKI Jakarta No 7

Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007;

: Fotocopy Akte Notards Sujlpto, SH Mo 45

tanggal 13 Maret 2007;

: Fotocopy Surat Undangan Tim PT RS Pasar

Rebo No 17/TL-RSPR/III2007 tanggal 27 Maret
2007;

Fotocopy Bahan konfirmasli Tim LUkuidasi
tanggal 3 April 2007;
Fotocopy Berita acara Tim Ukuldasi Mo 22-
AfTL-RSPOR/V/07 tanggal 16 Mel 2007:
Fotocopy Surat Pernyatsan Pegawai yang
Memilih Opsl 2 bulan Aprll s/d Mei 2007;
Fotocopy Laporan Aktuaria dar PT Katslr Imam
Sapto Sejahtera Aktuarla No 123/Kls/LA/2007
tanggal 7 Junl 2007;
Fotocopy Laporan Auditor Independen dari KaP
Paul Hadlwinata, Hidayat & Rekan bulan
Oktoher 20C7;
Fotocopy Keputusan Plh, Direktur RSUD Pasar
Rebo No 116/2008 tanggal 15 Mel 2008:
Fotocopy Peraturan Pemerintah RI No 23
Tahun 2005:
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16. Bukt P ILIIIV,V,VIVIL, VIII-16 : Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT RS
Pasar Rebu No 116/2008 a.n Rina Arini SKM,
Mo 049/2006 a.n Risa Dewi, No 280/2006 a.n
Indriastuti, No 051/2006 a.n Kusno Wasito, SE,
Mo 276/2008 a.n Siti Nurhayati, No 293/2005
a.n Sitl Alfisiar, No 290/2006 a.n Farida Dewi
M, No 726/2006 a/n Rani Tresnayani;
17, Bukt P-IIT,TIL,IV,V.VI,VII, VIII-17 : Fotocopy Keputusan Menter Hukum & HAM No
: : C-31-84 HT.01,TH.2004 tanggal 23 Desember
o 2004;

1"&-" : _13_. "_I_Eukti P-I,ILIILIV,V VL VII, VIII-18 : Folocopy Motulen rapat Tim Likuidas dengan
B, ST Peyawal bulan April s/d Mel 2007:
19, Buktl P-LILULIV,VVIVEL, VITI-19 ; Fotocopy Akta Notaris Sutiipto No 81 tanggal
J 17 September 2004:

20, Buktl P-LILIILIV,V,VIVIL, VIII-20 : Fotocopy Akta Notaris Sutjipto No 82 tanggal
17 September 2006:

Meniminéng, bahwa demikian pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan
dalil — dalil bantahannya telah Fnengajukan alat - alat bukti surat yang bermaterai
cukup dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sebaglan cocok dan sebagian
lainya tidak ada aslinya dan diber] tanda sebagal berikut ;

1. Bukti T-1, O-1 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo No.237/2007
tanggal 1 September 2007 tentang penetapan sebagal pegawal
non PNS a.n. Rina Arlani {Penggugat I};

2, Buktd T-1, I1-2 : Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Pasar
Rebo Nomor 116/2006 tanagal 1 Februad 2006 kepada
Penggugat I;

3. BukdT-1,1I-3  : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo MNomor

281/2003 tanggal 1 April kepada Penggugat I;

4 Bukdi T-1, 114  : Fotocopy Keputusan Direktur R5UD Pasar Rebo Nomor 03/2000
tanggal 18 Januari 2000 kepada Pengaugat I;

5. BukdT-1,1I-5 Fotocopy Absen Penggugat I di RSUD Pasar Rebo s.d. Bulan
Nopember 2008: -

6. BukiT-1, 15 Fotocopy Rekap Gaji vang diterima oleh Penggugat I dari
Tergugat II bulan Nopember 2008;

7.  BukdT-1, II-7 : Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor
24072007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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15,

17,
18,
19,
20.

21,

22,

Bukti T-1, I11-8
Bukt T-1, I1-9
Bukt T-1, I1-10

Bukti T-1, [I-11

Bukt T-1, II-12
Bukti T-1, II-1-3
Bukti T-1, I1-14
Bukt T-1, I1-15

Buktl T-1, II-16

Bukt T-1, I-17
Bukt! T-1, II-18
Bukb T-1, 11-19
Bukt T-1, 11-20

Bukti T-1, TI-21

Bukt T-1, II-22

: Fotocopy

i Fotocopy Keputusan Direktur RSUD  Pasar

: Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar

: Fotocopy  Keputusan

17

sebagal pegawai non PNS BLU a.n. Risa Dewi 5. {Penggugat
1;

Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Momor
279/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat IT;

: Fotocopy Absen Penggugat II dl RSUD Pasar Rebo s.d. Bulan

Nopember 2008;

¢ Fotocopy Rekap Gajl yang diterima oleh Penggugat II dari

Tergugat I bulan Nopember 2008;

. Rebo Nomor
24072007 tanggal 1 September 2007 tenteng penetapan
sebagal pegawal non PNS BLU a.n. Risa Dewl S. (Penggugat

1I);

! Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor

280/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat I1I;
Rebo MNomor
0059/1998 tanggal 5 Februari 1998 kepada Penggugat IIT;

: Fotocopy Absen Penggugat ITI di RSUD Pasar Rebo s.d. Bulan

Mapember 2008;

: Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat IT1 dari

Tergugat I bulan Nopen.ber 2008:

Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor
231/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan
sebagal pegawai non PNS BLU a.n. Kusno Wasito. (Penggugat
v);

: Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomar

176/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat Iv;

: Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 92/2000

tanggal 22 Januari 2000:

: Fotocopy Absen Penggugat IV di RSUD Pasar Rebo s.d, Bulan

Januari 2008;

: Fotocopy Rekap Gajl yang diterima oleh Penggugat IV dar

Tergugat I bulan Mel 2008;

: Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo MNarmor

233/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan
sebagal pegawal non PNS BLU a.n. Sitl Nurhayati, (Penggugat
V)i

¢ Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor

265/2003 tanggal 1 April 2003 kepada Penggugat V:
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: Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor 21/2001

tanggal 22 Januari 2001 a.n. Penggugat V;

: Fotocopy Absen Penggugat V di RSUD Pasar Rebo Bulan Juli

2007;

+ Fotocopy Rekap Gaji yang diterima oleh Penggugat V dari

Tergugat II bulan Juni 2007;

Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Nomor
238/2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan
sebagal pegawal non PNS BLU a.n. 5itl Alfisar, {Penggugat VI);

+ Fotocopy Absen Penggugat VI dl RSUD Pasar Rebo s/d Bulan

Nopember 2008;

: Fotocopy Rekap Gajl yang diterima oleh Penggugat VI dari

Tergugat II bulan Nopember 2008;

» Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Pasar Rebo Momor

+ Fotocopy Keputusan  Direltur

239{2007 tanggal 1 September 2007 tentang penetapan
sebagal pegawal non PNS BLU a.n. Farida Dewi Moviant.
{Pénggugat VIL);

RSUD Pasar Rebo Nomor
135/2003 tanggal 1 4pril 2003;

: Fotacopy Absen Penggugat VIT @i RSUD Pasar Rebo s.d Bulan

Nopembear 2008;

+ Fotocopy Rekap Gajl yang diterima oleh Penggugat VII dari

Tergugat II bulan Nopember 2008;

: Fototopy Laporan Rekap gaji bulan April 2007 untuk seluruh

karyawan pgawal tetap Non PNS termasuk para Penggugat;

: Fotocopy Data Transfer Bank DKI Bulan Mei 2007 untuk

pembayaran gaji karyawan tetap non PNS;

+ Fotocopy Slip Setoran darl Tergugat II sebesar 1,329,576,512

untuk pembayaran Insentif kepada karyawan tetap non PNS;

: Fotocopy Data Transfer Bank terhadap Para Penggugat bulan

Junl 2007 untuk Insentif 2007;

: Fotocopy Slip Setoran untuk pembayaran Bonus atau tambahan

insentif kepada Para Penggugat;

' Fotocopy Daftar Bonus Karyawan termasuk kepada Para

Penggugat yang dibayarkan Agustus 2007;

: Fotocopy Slip Setoran qajl melalul Bank DKI bulan September

2008 kepada pegawal tetap non PNS termasuk Para Penggugat;

i Fotocopy Data Transfer THR Tahun 2008 termasuk kepada Para

Penggugat;
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i Fotocopy Slip Setoran Gaji melalui Bank DKI bulan Oktober

2008 kepada pegawal tetap non PNS termasuk Para Penggugat;

: Fotocopy Daftar Transfer gaji bulan Oktober 2008 termasuk

kepada Para Penggugat;

: Fotacopy Rekap Gajl yang diterima oleh Penggugat VII dari

Tergugat 11 bulan Nopember 2008;

: Fotocopy Rekap Gajl yang diterima oleh Penggugat VII dari

Tergugat IT bulan Nopember 2008,

: Fotocopy Rekap Gajl yang diterima oleh Penggugat VII dari

Tergugat II bulan Napember 2008;

: Fotocopy Daftar Transfer kepada pegawal Non PNS RSUD Pasar

Rebo bulan Nopember 2008 termasuk para Penggugat;

+ Fotocopy Laporan dari RSUD Pasar Rebo mengenal Karyawan

Opsi 2 Momor 0329/077.72 tanggal 18 Februari 2008:

: Fotocopy Tanggapan darl RSUD Pasar Rebo atas surat darl Tim

Likwidasl Nomor 1006/072 tanggal 27 Juli 2007;

: Fotocopy Kronologis karyawan Opsi II di RSUD Pasar Rebo;
: Fotocopy Penyampaian anjuran dari Dinas tenaga kerja DKI

Jakarta-atas permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat
tanggal 31 Juli 2008;

: Fotocopy Tanggapan dari Tergugat II atas anjuran Nomor

1831/089,52 tanggal & Agustus 2008;

+ Fotecopy Nota Dinas Biro Keuangan atas saran untuk karyawan

yang memillih ops! IT:

: Fotocopy Daftar nama karyawan RSUD Pasar Rebo yang telah

menerima Surat Keputusan pengangkatan termasuk para
Penggugat;

: Fotocopy Keputusan RSUD Pasar Rebo MNomor 34212007

tanggal 1 September 2007 a.n. Ranl Tresnayani;

+ Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT. RS Pasar Rebo Nomor

411/2006 tanggal 1 Februar! 2006 a.n. Ranl Tresnayanl;

: Fotocopy Rekap gajl bulan Juni 2007 a.n Rani Tresnayan!;
: Fotocopy Daftar Hadir bulan Junl 2007 a.n Rani Tresnayani:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalll gugatannya dipersidangan para
Pengguoat telah mengajukan dua orang saksl vyaitu : Drg. AHMAD HUSNI MARS dan Dra.
ELLYA NOORISYAI, Ak, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berfkut :

nalisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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. Saksl Org, AHMAD HUSNI MARS :

Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saks] adalah
mantan Direktur Utama Rumah Sakit Pasar Rebo dari tahun 2002 s/d tahun 2006 .
Bahwa PT. Rumah Sakit Pasar Rebo sebelumnya merupakan Rumah Saklt Swadana
pada tahun 1952 s/d 2004 dan saham-sahamnya 99 % milik Pemda DKI Jakarta dan 1
% milik Koperas] Karyawan Rumah Sakit Pasar Rebo

Bahwa darl Swadana menjadl PT. Rumah Sakit Pasar Rebo pada tahun perubahan
tersebut atas dasar adanya Perda prosesnya yang drrapaﬂcan oleh DPRD dan pada
waktu rapat saksi lkut ;

Bahwa PT. Rumah Sakit Pasar Rebo dibubarkan karena adanya putusan Mahkamah,

* dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka terbitiah Pergub Mo.7 tahun
#2007 :

Bahwa mengenai adanya opsi dari Pergub No.7 tahun 2007 berupa opsi dapat
melanjutkan hubungan kerja dan dapat tidak melanjutkan hubungan kera ;

Bahwa dengan adanya kawawanfpegawar memilih opsi tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja mereka dapat pesangon sesuai Pergub Nomor 7 tashun 2007 dan
mengenai pelaksanaanya Pergub tersebut tugasnya Tim Likuidas! F

Bahwa sampai sekarang_lni mengenal pesangon bagl karyawan yang mengambil opsi 2
belum dibayarnya mengenal pesangon dan hak-hak lainnya yang belum dibayar
merupakan tugas Tim Likuidas! ;

» Saksi Dra. ELLYA NOORISYAI, Ak,

Bahwa saksl kenal dengan para Pengguga: dan para Tergugat saksi adalah karyawan
Tergugat ; i
Bahwa saksi adalah Anggota Tim Uikuidas] yang ketuanya adalah Dra. Khafifah Anny,
Apt. MARS DAN Anggota lalnnya Drs, Nomen Cawen y
Bahwa dibentuknya Tim Likuldasi adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLE) cleh PT. Rumah Sakit Pasar Rebo dasarnya adalah Pergub No,78 Tahun
2006 tanggal 17 Agustus 2006 ;
Bahwa tugas dan kewajlban Tim Uikuldas' adalah :
1. melakukan Inventarisasi hak dan kewajiban perusahaan ;
2, melakukan pembayaran terhadap kreditur yang telah jatuh tempo sesual dengan
kemampuan likulditas perusahaan ;
3. Mengalibkan hak dan kewajlban PT. Rumah Sakit Pasar Rebo ke Rumah Sakit
Penerus dibawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUDY) ;
4. Melakukan pembukuan Neraca AKhir ;
3. Melaporkan kepada Gubernur ;

., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Bahwa status karyawan PT. Rumah Sakit Pasar Rebo ada sebagai Pegawal Negeri Sipil
dan karyawan Non Pegawal Negeri Sipil ;

Bahwa Pergub Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007 mengatur mengenai
status pegawal/karyawan Eks Rumah Saki: Pasar Rebo ;

Bahwa Tim Likuidasl sering mengadakar rapat-rapat pertemuan dan terakhir rapat
dengan 20 orang yang ‘memillh opsl II' yang al-ﬁhlm'gfa dalam rapat tersebut ada

===~ karyawan yang kembali pada opsl II dan akhirnya dibuatlah Berita Acara bahwa

~mengambll opsl II ( tidak bersedla melanjutkan hubngan kerja) sebanyakl 18 orang;

- - Bahwa mengenal karyawan yang mengakhiri hungan kerja bukanlah mengundurkan
diri :’;:Ian secara eksepslonal boleh bekerja dan tidak karena secara hukum PT, Rumah
_Sa;ﬂlt_ Pasar Rebo belum bubar selama belum diadakan RUPSLB vang terkahir dl

R q -"';_.Rﬁmah Saklt Pasar Rebo masih ada ;

o

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saks| meskipun telah
diberikan kesempata untuk itu ;

Menimbang, bahwa'balk para Penggugat maupun para Tergugat masing — masing
telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yan. tedadl dalam persidangan
yang tercatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut

harus dlanggap dimasukan dan merupakan bagian vang tidak teroisankan gan putuss
ini;

Menimbang, bahwa pada akhimya Penggugat maupun Tergugat tidak
mengajukan apa — apa lagl dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan
Eksepsi yang bukan mengenal kewenangan mengadil, maka Eksepsi tersebut akan
dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Eksepsl Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai
berikut :
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- PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALITAS SEBAGAI PENGGUGAT ;

- Bahwa dalem gugatan a-quo Para Penggugat menyatakan Penggugat 1 s/d
VI adalah pihak yang berhak atas uang pesangon yang besamya telah
diuraikan diatas ;

- Bahwa dalil tersebut sangat tidak tepat dan keliru karena sampal saat Ini
Tergugat I tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para
Penggugat dan bahkan Penggugat I, II, III, VI dan VII masih bekerja
sebagalmana mestinya dan tetap menerima hak-hak sebagal karyawan di
R:L:I_‘PIF'_.I']EII"I Saklt Umum Daerah Pasar Rebo :

bin e __:IER%BGAT 1 TIDAK DAPAT MENJADE PIHAK DALAM PERKARA A-QUO ;
l‘“‘\‘\-‘;"' f;ﬁ"ﬂﬂj

w<=:Bahwa penempatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dalam perkara a-quo
secara hukum' tidak tepat dan keliru karena Rumah Sakit Umum Daerah Pasar
Rebo saat inl adalah sebagal unit kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
yang menrapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
secara penuh sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsl DKI Jakarta
Nomar ; 249/2007 tanggal 8 Februarl 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 31
Peraturan Gubernur Provinsl DKJ Jakarta meur ! 29 tahun 2006 yang
bertanggung jawab sebagal Pembina Keuangan adalah Biro Keuvangan dan
Pembina Teknis adalah Dinas Kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi
Tergugat tersebut sebagal berikut :

- Bahwa mengenai Eksepsl tentang Para Penggugat tidak memilikl kwalitas sebagal
Penggugat dan Tergugat II tidak dapat menjadi pihak dalam perkara a-quo
menurut Majells Hakim bahwa Eksepsi Para Tergugat pada pokoknya mengenal
apakah ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat :

- Bahwa untuk menjawab apakah ada hubungan kerja antara Para Penggugat
dengan Para Tergugat maka hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara
Yang masih memeriukan adanya pemb Jktian lagl ;

- Bahwa oleh karena Eksepsl tersebut sudah memasukl mater| pokok perkara maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seyogyanya akan diperiksa bersama-sama

dencan pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat
oleh karenanya harus ditolak ;

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011



ls

23

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas adalah cukup
beralasan bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana
tersebut dalam Eksepsi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagal
berlkut :

A 1 ﬁahm Penggugat I s/d Penggugat VIII adalah pekerja pada PT. RUMAH SAKIT
PASAR REBO yang berdasarkan RUPS Perserpan Terbatas tersebut PT. RUMAH
SAKIT PASAR REBO telah dibubarkan dan dilikuidas! dan sekarang berubah status
menjad RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO (Tergugat II) ;

2. Bahwa sehubungan dengan pembubaran dan likuidasi PT. RUMAH SAKIT PASAR
REBO tersebut, Tergugat 1 menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tanggal
10 Januari 2007 Nomor : 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan
Terhadap Pegawal Eks PT, RUMAH SAKIT PASAR REBO memutuskan bahwa
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Bagi Pegawal Non PNS dengan
status Pegawal Tetap (b} dapat mengakhiri hubungan kerja, apablla tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja ;

3. Bahwa konsekuens! dari pillhan untuk mengakhiri/ tidak melanjutkan hubungan
kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b selanjutnya Bagi
Pegawal Tetap Non PNS dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa
bagl Pegawal Non PNS vyang mengakhirl hubungan kerja mempunyai hak
menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kall ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kall ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 ; '

4. Bahwa mentaat Surat Keputusan Tergugat I tersebut Penggugat I s/d Penggugat
VIII memilth untuk mengakhirl hubungan kerfa sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b poin b, Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 10
Januari 2007 Momer : 7 tahun 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan
Terhadap Pegawal Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO maka Penggugat I s/d
Penggugat VIII' berhak mendapatkan uing pesangon sebesar 2 (dua) Kall
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ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa keria sebesar 1 (satu) kall
ketentlan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal
156 ayat {4) Undang-undang Nomaor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak baik Tergugat I dan
Tergugat II mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagal berikut ;

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali dalil-dalll yang secara tegas diakul kebenarannya oleh Para
" Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat 1 sama sekall tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
q__fﬂ'ngan Para Penggugat dan bahkan sampal saat Ini seluruh Karyawan termsuk
Para Penggugat diberi kesempatan untuk tetap bekerda di Rumah Sakit Pasar

L e Rebos;

3. Bahwa darl delapantorang Penggugat tersebut sebaglan besar sampal saat ini
masih bekerja di Rumah Sakit Pasar Rebo dengan menerima hak-hak secara
penuh ; - I

4. Bahwa keliru dan tdak tepat apabila Para Penggugat menuntut diberikan
pesangon dengan berkelnginan agar Tergugat I dan 11 melakukan Pemutusan
Hubungan Keda ;

r_-rtenlrnbar:g, bahwa yang menjadl pokok perselislhan dalam perkara ini falah :
bahwa Tergugat II telah dillkuidasl dan dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur DKI Jakarta tanggal 10 Januari 2007 Momor ¢ 7 tahun 2007 tentang Pengalihan
Status Kepegawalan Terhadap Pegawal Eks PT, RUMAH SAKIT PASAR REBO dimana
sesual dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Bagl Pegawal Non PNS
dengan status Pegawai Tetap (b) dapat mengakhirl hubungan kerja, apabila tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerda dan Para Penggugat memillh untuk tidak
melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat, namun hal tersebut dibantah gleh
Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berkelnglnan untuk melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat. Dengan demikian perselisihan Inl
termasuk persellsihan Pemutusan Hubungan Kerja :

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh sl gugatan Penggugat dan
tanggapan dari Terqugat yang diajukan oleh kedua belah pihak maka persoalan yang
paling pokok dan fundamental yang harus dipertimbangkan adalah :
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1. Apaksh benar telah terjadi likuidasi/ pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT
PASAR REBO (Tergugat II} ? '

2. Apakah Para Penggugat dapat memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja
dengan Para Tergugat ?

3. Apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang kompensas! sebagal akibat
dar Pemutusan Hubungan Kerja tersebut 7

sty Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat maka

Méje[[s Hakim memandang bahwa Petlturn/ Tuntutan Pokok perselisihan antara

} 'Pené]gl.l.ltgat dengan Tergugat adalah sebagaimana Petitum gugatan Penggugat angka 2

tdua}};}fang berbunyl menyatakan Penggugat I s/d Penggugat VIII berhak atas uang

qumi:g_fénsasl berupa uang pesangen sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
" uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kall ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
”'u'ang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 ;
tMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa barangsiapa vang
mendalilkan suaktu hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak tu dan

peristwannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat vyang bertanda P-1 sfd P-20 dan Penggugat juga
mengajukan buktl saksi fakta 2 (dua) orang yaitu Sdr. drg. Ahmad Husni, MARS dan Sdri.
Dra. Ellya MNoorisyai, Ak, yang kesemuanya telsh memberikan keterangan dibawah

sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah

" mengajukan alat bukt! surat yang bertanda T-1 s/d T-57 ;

Ad. 1 Apakah benar telah terjadi llkuldasi/ pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT
PASAR REBQ (Tergugat IT) 7

Menlmbang, bahwa untuk menjawab apakah benar telah terjadi likuidasi/
pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO (Tergugat II), maka Majelis Hakim
akan memerlksa buktd-bukt! yang diajukan oleh para plhak dimuka persidangan dlbawah
Ini ;

-~ Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
tanggal 10 Januarl 2007 Nomor @ 1312 tahun 2006 tentang PEMBUBARAN
PERSEROAMN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG DAN PESEROAN TERBATAS

Syarah Fitriah, FH Ul, 2011



N

26

RUMAH SAKIT PASAR REBO, setelah diteliti oleh Majelis Hakim diperoleh fakta
bahwa‘pada pokoknya menyatakan, Memutuskan :

- KESATU : Pembubaran Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan
Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo sejak berlakunya
Keputusan Gubernur inl ;

.:——'!I'-__'a.\_“.I
HmT T s Al Ty
LA

o _.r" X : ‘\
- KEDUA : Pelaksanaan proses likuidasi dalam rangka pembubaran PT. Rumah
2%y CuSakit Cengkareng dan PT. Rumah Sakit Pasar Rebo
R :sebagalmana dimaksud pada diktum KESATU dikoordina sikan

¥ T, .
- et o 3 Oleh  Asisten  Perekonomian sesual dengan  peraturan

. pﬂlif = L x
3 S0P perundang-undangan yang berlaku ;

= KETIGA : Untuk kesinambungan pelayanan, maka status Badan Hukum PT,
Rumah Sakit Cengkareng dan PT. Rumah Sakit Fasar Rebo
yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU beralih menjadl UPT Dinas Kesehatan Provinsi DKl
Jakarta dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan
Umum Daerah sesual Peraturan dan Perundang-undangan yang
berlaku ;=

~ KEEMPAT : Semua hak dan kewajiban PT. Rumah Sakit Cengkareng dan PT.
Rumah Sakit Pasar Rebo yang telah dibubarkan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU beralih menjadi hak dan
kewajiban BLUD RS Cengkareng dan BLUD RS Pasar Rebg ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa ternyata benar Persergan Terhat.as Rumah Sakit Pasar Rebo telah
dibubarkan / dilikuidasl berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
tanggal 10 Januarl 2007 Nomor : 1312 tashun 2006 tentang PEMBUBARAN
PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG DAN PESEROAN TERBATAS
RUMAH SAKIT PASAR REBC :

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa terbukti
benar telah terjadi likuidasi/ pembubaran terhadap PT. RUMAH SAKIT PASAR
REBO (Tergugat II) ;

Ad. 2 Apakah Para Penggugat dapat memilih untuk tidak melanjutkan hubungan kerja
dengan Para Tergugat 7
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Menimbang, bahwa untuk menjawsb apakah Para Penggugat dapat memifih untuk
tidak melanjukan hubungan kerja dengan Para Tergugat, maka Majells Hakim akan
memteriksa bukil-bukil yang diajukan tieh para pihak dimuka persidangan dibawah inl ;

Menimbang, bahwa Para Penggugst di dalam gugatannya telah mendafilian
antara lain : -

-7, Bahwa berdasarkan RUPS Persercan Terbatas terssbut PT. RUMAH SAKIT PASAR
#77" " REBO telth dibubarikan den difiasdss) dan sskarang berubah status menfadi
.+ RUMAR SAKGT UMUM DAERAH PASAR REBO (Tergugat [1) ;

" Bofijva sehubungan dengan pembubaran dan Mkidasi PT. RUMAH SAKIT PASAR
L) *kf‘m tersebut, Terqugat I menerbitkan Peraturan Gubemur OKI Jakarta Nomor :
2%7e#7 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaisn
Terhadap Pegawal EkS PT. RUMAH SAKIT PASAR MEBO memutuskan bahwa
dalam Pasal 2 ayat (2) hurof b menyatakan bahwa Bagi Pegawal Non PNS dengan
stahs Pegalwal Tetap poin (b) : dapat mengakhir hubungan kera, apabila ﬂdai&
bersedia melanjutkan hubungan kerda ;

Menfmbang, bahwa namun dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah cleh Para
Tergugat dl dalam jawabanya yang mendalilkan bahwa :

- Bahwa Tergugast 1 sama sekali Hdak melakukan Pemubusan Hubungan Kera
dengan Para Penggugat dan bahkan sampal saat il sehuruh Karyawan termasuk
Para Penggugat dibari kesempatan untuk tetap bekerja di Rumah Sakit Pasar
Reba ;

- Bahwa dari delapan crang Penggugat tersebut sebaglan besar sampal saat ini
masih bekerja dl Rumah Sakit Pasar Rsxbo dengan menefma hak-hak secars
penuh ;

- Bahwa Tergugat I mefalul Blro Keuvangan telah menganull/ menyatakan tidak’
berialo) Peratiiran Gubemur DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januar]
2007 tentang Pengalihan Status Kepegawalan Terhadap Pegawal Eks PT. RUMAH
SAKIT PASAR REBO dengen aasan tidak sesusl dengan ketemtuan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 maka hal tersebut tkiak dapat dilaksanakan sesual
Nota Dinas Nomer : 2458/073.554 tanggal 9 Agustus 2007 yang teiah disetujul
oleh Sekretarls Daerah Provinsl DKI Jakarta ;

Menlmbang, bahwa untuk berdasarksn Pasal 163 HIR yang menyatakan barang
slapa yang mendalllkan suatu hak maka orang tersebut harus membuktian adanya hak

dan peristiwanys namun dalam hal Inl dalif Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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maka berdasasan Hukum Acara Perdata yang beraku maka Para Penggugat dibebani
untuk mesmibukifkan dalil-dallinys tersebut sedangksn Tergugat harus membuktikan dalii-
dalll sangkalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majells Hakim akan

memberikan partimbangan tenlzng Ukuldasl/ pembubaran yang menfad] parselisthan
dalam perkars a-guo tarsebut dengan buki-buktl yang diajulkan cleh para plhak dimuka
persidangan sebagal berlkut ;

berdasartan bukd P-7, berupaAkﬁNnhrisSuuiptn,SH M.Kn., tangoal
:L!{hret 2007 Nomor 45 tentang Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

LI.!I[BImFT RUMMMPMREBD{daIIm Ukuidasl), setelah ditelit oleh

_Ma]ells Hakim dipercleh fakta pada pokoleya menyetijul perpanjanganm masa
kerja Tim Ukuidasi dar] tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan tangga! 30 Junl

2007 ;

Bahwa bu'duari:an bulkdd P-6, berupa Peraturan Gubermnur DKI Jakarts Nomor :
7 tahun 2007 tanggal 10 Januarl 2007 tentang Pengallhan Status Kepegawalan
Terhadap Pegawal Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO, setsish ditelitl oleh
Majelis Hakim diperaleh fakts :

Avat {2) buruf b menyatakan bahwa Bagl Pegawal Non PNS dengan status
Peganal Tetap :

1. langsung menjac! Pegawsl Tetap Non PNS Rumahl Sakit Umum Daersh
(RSUL) Fasar Reba ;

L |

z,mrmmmmmmmm
MM

Bahwabu‘dasadcanhukﬂH,temhutdhmmmmgasdanjeiﬁ
mkamW&sﬁ.RﬂhwR&buhmBagtPegawﬂmnPﬂs
dengen status Pegawal Tetap diberl 2 (cua) opsi/ piliban untuk menentukan
hubunglﬂkﬂjadenganTﬂgugn:apaknhhrsadlammkmenwhnhubmgm
karjanya dangan menjadi Pegawal Tatap Non PNS RSUD Pasar Rebo atau memilih
mengakhid hubungan kersa apabils Hdak bersedia untuk melanjutkan hubungan
kﬂjaterséhm; ;

Bahwa berdasarkan bulcti P-6, tersebut Pars Penggugat diberi kebebasan untuk
memillh apaiah tetap Ingin meneruskan hubungan kerjanya dengan Para

, SyarberFgRIntAL Iyl eiengakhid hubungan kerja dengan Para Tergugat ;
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- _Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 7 tabun 2007
tanggal 10 Januari 2007 tentang Pengalinan Status Kepegawalan Terbadap
Pegawal Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO tersebut ternyata Para Tergugat
sendifi yang memberiian 2 (dua) opsl/ pilthan kepada semua Pegawal Tergugat
untuk memillh apaksh tetap ingin menetuskan hubungan kerfarwya dengan Para
Tergugat atay Ingin mengekhid hubungan keria dengan Para Tergugat apabila
tidak bersedla melanjutian hubungan kera, Batwa Inisiatlly prakarsa terhadap

~ .opsi / pllhan unhik melanjutkan atau mengakhii hubungan kerjo tersebut
“terbukif berasal darf Pars Tergugat dan bukan berasal.dai Para Penggugat ; -

AT,

... - Batws dall Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat merasa tidak pemah
Kf ; ﬂ# ;.'-""’ n tindaiain Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah

; " o oalah dan kefir, karena berdasarkan buktl P-6 tersebut diatas Tergugat tedsh
' secara tegas dan ,'!elas memberkan tawaran kepada Karyawan/ Pegawal Lalnnya
Khususnya Xepsda Para Penggugat untuk memfith apakah tetap Ingin meneruskan
Hubungen kerjapys dengan Para Tergugat atau Ingin mengakhirt hubungan kerja
dengan Pard Terguget ;

e
Gy q‘*-s; =
e T

- W,Tﬂgmﬂ 1 tidak dapat seenaknya sendki melalul Biro Keuangan umtuk
menganulir/ meanyataksn tdak berfaku Peraturan Gubemur DKT Jakarta Nomor : 7
tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tenang Pengahan Status Kepegawsaian
Terhadap Pegawal Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO dengan alasan tidak
sesual dengan ketentwan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka hal
tersebut tdak dapat diaksanakan sesual Mota Dinas Nomor - 2458/073.554
hnggalgﬁgmm‘.!?wngtelah disetijul oleh Sekretarls Daersh Provingl DKI
Jakarta ;

- Bahwa Para Tergugat harus konsakuen/ konsisten (tidax plin-plan) terhadap apa
yang telah dieluarkan/ dRerbitcan wnty, membust Suoty SRR TR bolk
berupa Surat Keputusan Gubamur, Peratursn Gubemur ataupun Surat Keputusan
Direktur RS Pasar Rebo dengan seenakknya memyatakan tabwa produk tersebut
karena dianggap telah merugikan Tergugat kemudian dianullr sendirl/ dinyatakan
tdak berlaku, dimana hat tersshut merupakan arogansi dan Hndakan SEWEnang-
wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat balk sebagal Gubemnur DKI Jakarta
melaul jajeran dibawahnya maupun sebagal Direktur PT. RS Pasar Rebo aaupun
Direkiur Rumah Sakit Umum Daerah Fasar Rabo :

- Bahwa sebelum mengeluarkan suaty produk hukum berupa aturan vang akan
mengikat balk keluar dan kedalam, baik berupe Surat Keputusan Gubemur,
Peraturan Gubernyr muapun Surst Keputusan Direktur RS Pasar Rebq, scharusnya
Para Tergugat melakukan anafisis dan telaah terhadap Isl atou Kiavsuld yang akan
gg&nalisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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tertuang di dalam aturan tersebut apakah selaras dengan persturan perundang-
undangan yvang berdaku atay bertentangan dengan peraturan perundang-
undsngan yang diatastya, Hal inl untuk menjamin bahwa produk hukum yang
akan diterbitkan nant dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan adanya
kepastian hukum of kemudian harl terhadap semua pihak vang malaksanakan
produk hukum I:ersehrul: dan tidsk bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan diatasrva serta menghindar] . <erancusn yang akan terjadl kemudlan

. =~ dan Hdak dapat seenaknya sendi secary sepihak dan sewenang-wenang untuk
‘mengingkan produk hukum yang talah diterbitkannya tersebut ;

o ~ Eahwa Para Targugat harus tunduk dan patuh secara sukarela dengan produk
Ti 7 hukum apa yang sudsh dikeluarkary diterbitkan alehnya sendiri tersebut untuk
%% o menjamin adanya kspastian hukum dan kesdllan bagl semua phak di kemudian
it " harl ;

Meniribang, bahwa berdssarkan pertimbangan dan buk-buki. tersebut. diatas,
maka diperoieh fokta pahwa benar berdasarkan bukt) P-& berupa Peraturan Gubernur
DKI Jokarta Nomor : 7 tatiiin 2007 tanggal 10 Januarl 2007 tentang Pengallhan Stakus
Kepegawalan Terhadap Pegawal Eks PT. RUMAH SAKIT FASAR REBO, Para Panggugat
mmvatadlberlhakdunh:babammhﬂ:mmlﬂhzfdua)opslyamaahhmlngln
mengruskan hubungan kerjanya dengan Pare Tergugat atau ingin mengakhid hubungan
kerja dengan Para Tergugat ;

Maﬂmbang,bahwaoldmnmnaFmPanggugatdiheﬂhakdanlmbehmnunmk
maniﬂhmmﬂmudu:}upslmﬂdapkdammﬂmkajamm Para
thmmmmhmmmmnm
Tergugat atau dengan kata fain behwa Para Panggugat berkalnginan untuk melakukan
PanumsanHubmganKujakepadaParaTu'gugat;

L]

Menimbang, bahwa dengan demiidan Majells Hakim berkesimpulan bahwa terbulkd
bénar Para Penggugat dapat memith untuk ticak melanjutkan hubungan kerja dengan
Para Tergugat ; '

Ad. 3 Apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang kampensasl sebagal akibat dari
Pemutusan Hubungan Kerja tersebut 7

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugstannys telah mendalilkan antzrs
laln ;

- Bahwa konsekuens! darl pllihan tntuk mangakhin/ tidalk melamjutkan hubungan
kerja sebagaimana disebutkan dalam Pagal 2 avet {2) huruf b selanjutnya Bagl
Pegawal Tetap Non PNS dinyatakan dalam Pass| 4 ayat (2} menyatakan bahwa

Anaf’sis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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bagl Pegawal Non PNS yang mengakhid hubungan kerfa mempumyal hak
menerima uang pesangon sebesar 2 (dua) kall ketentuan Pasal 156 ayat (2}, uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kall ketentuan Pasal 155 ayat (3) dan

' uang penggantian hak sesus! ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang
Nomeor 13 Tahun 2003 ;

- . Bahwa dengan demikien maka Pengjugat I s/d Penggugat VIN beshak untuk
mendapatian uang pesangon sebesar 2 (dua) kalf ketentuan Pasal 156 ayat (2),
uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kall ketertuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang

\*‘Lt %o Nomgr 13 Tahun 2003 ;
iy

J‘.',-wﬂ' ‘\r

Hmln'nbung, bahwa ketentuan mengenal pemutusan hubungan kera karena
pembubaran/ Wkuidasi dalsm perkara #-quo telah dissbutkan dslam Peraturan Gubemur
DKI Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Jaruar 2007 tentang Pengalihan Status

" Kepegawalan Teshadap Pegawsl Exs PT, RUMAH SAKIT PASAR REBO, dimana Hak
Pegawal Atas Piilhan Status telah diatur dalam Pasal 4 tentang Pegawal Non PNS yang
menyebutican hahwa ;

B Pazal 4

(1) Bag! Pegawal Non PNS yang langsung menjad! Pegawal Teizp RSUD Pasar Rebo
mempunyal hak antara iain :

3. Masa kerfa pada sanxt masih bergabung of eks PT. RS Pasar Rebo, tetap diakuf
dan diparhitungian ;

& MWMWWW@W
Rﬂmmﬂrm;

m)wwmmmmwmwﬁm

a Mwwﬂm:{ﬂ)hﬁhﬁq&mwrﬁm{&
vang penghargaan mase kea I (satu) ksl katentuan Pasal 155 ayat (3) dan
MWMMMMMJEEJ}WHJ Lindang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

|
& mmmmmwm ayat (2) hur & ddssarkan pads
maka kerfa yang diakul olels PT. RS Pasar Rebo ;

& FPegawai Non mmmmmﬁwm mengakhid
hubungan ke, selait mendapation hak sebagaimana huruf & diatas, juga

g¢‘*1alisis yuridis ..., Syarah %@*ﬁ%ﬂ‘?&?ﬂ“ Seiama mencduld fabetan struktural tersabut ;
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(3) Bagf Pegowsl Non PNS dengen status Pegawal Kontrak yang mengakhirt

fiubungan keda diberfian vang keroiiman sebesar 2 {cua) bulan gafl ;

r4)wﬂmwmmmmmwmmmmﬂ)mg

mengskhin' hubungan  kerfa diberkan vang keroliman sebesar I (Satu} bulan

gaf;

(ﬂmwmmmmmww Waktt yang mengakhirf

ey

*u.,,aﬂ"

—r

hww.iao'a mempinyal ok menerima siss hak yang belum dibayarkan ;
H&nlmbang_. bahwa berdasarkan ketentuan tersshut diatas Majells Haklm akan

membu-lkan pertimbangan sebagal basikut :

Buhwa Tergugat IT telah terbuktl dibubarkan/ dilikuidasl berdasadkan Surat
Keputusan Gubemur DKI Jakarts tanggal 10 Januad 2007 MNomor ; 1312 whun
2006 tantang’ PEMEUBARAN PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKrrtEHGKARENG
DAN PESERDANWTASRUMHMPAS&R REBOQ ;

Bahwa dengan adanya pembubarany Gkuidas! tersebut Tergugat I menerbitkan,
Peraturan Gubernur DKI Jakarts Nomor ¢ 7 tahun 2007 tanggal 10 Januarl 2007
tentang Pengallhan Status Kepegawalan Terhadap Pegawal Eks FT. RUMAH SAKTT
PASAR RERC ; '

Bahwa berdasarkan bukt P-6, sesuai amanat Pasal 4 ayat {2) Bagl Pegawai Non
PNS dengan status Pegawal Tetap yang menyatakan bahwa Pegawad Non PHS
capat mengakhlr hubungan kerja, apablla tidak bersedia melanjutian hubungan

 Kerja, setelsh ditelitl oleh Majells Hakim diperoieh fakta bahwa bagi Pegawal Non

PNS yang memilib untuk mengakhii hubungan kerja, dengan Hdak bersedia
melanjutkan hubungan kerfa akan mendapat uang knmpensasl‘sebagal berlkut :

— Pesangon sebesar 2 (dua) kall ketentuan Pasal 156 ayat {2) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 ;

Penghargaan Masa Kerla 1 {satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3} Undang-
undang Nomar 13 Tabun 2003 ; '

- Uang Penggantian hak sebesar 15 % dikalikan dengan penggabungan
besarnya jumiah pesangon pada poin {2) dan penghargaan masa kerja pada
poln (b) ; ;

Bahwa untuk Pegawal Non PNS dengan status Pegawal Kentrak yang mangakhin
hubunganhujadbaﬂhanmnghmﬂmansehmrl(dm}mhnwﬂ;

Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul,-2011
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- Bahws untuk Pegawai Non PNS dengan status Pegawal Harlan Lepas (PHL) yang
mengakhirl hubungan kerja dberkan uang kerohiman sebesar 1 (satu) bulan gajl;

- Bahwa untuk Pegawal Non PNS dengan status Pegawal Paruh Wakiu yang
mengakhli hubungan kerja mempunyal hak menerima sisa hak yang beium

dibayarkan ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipercleh fakia Bahwa Para Tergugat, talah
- dengan sadar mengetshui dan mermyetuiul pembayaran uang kompensasi bagl
~ Pegawsl Non PNS dengen status Pegawal Tetap, Pegawal Kontrak, Pegawal
~ Harlan Lepas (PHL) dan Pegawal Paruh Waktu sebagai akibat apabia Pegawai
. .Nan FNS tersebut Udak bersadla untuk melanjutkan/ mengakhli hubungan k&l’]a
- d?ngm Para Tergugat ;

dalam daiam bukcti P-6 tarsebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat
pada saat membubarkan Tergugat 1T telah menawarkan 2 {dua} opsl kepada
SEMUY Pagawal Non PNS untuk memllih ;

1. tetap bergabung! melanjutkan dan langsung bekerfa menjadl pegawai RSUD
Pasar Reba, atau

-

2. tidak berssdia untuk melanjutkan dan mengakhid hubungan kerfa dengan
RSUD Pasar Rebo

~ Bahwa terhadap kedua opsl tersabut diatas talah diperkuat alah keterangan saks|
Sdr. Org. Ahmad Husnl, MARS pekerjsan mantan Direktur Utama PT. Rumah Sakit
Pasar Rebo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpsh yang pada
pckakmfa menerangkan sebagal berlkut ;

- Padamtﬂ.nmnah&kuhnrnebuiknndlbubarkanfdmuﬁdaﬂsakﬂ
masih menjabat sebagai Dirakiur Usma PT. Rumah Sakit Pasar Rebo ;

- PT. Rumah Saidt Pasar Rebo yang semula pembiayaannya swadana berubsh
menjadl Rumah Sakit Umum Caerah Pasar Rebo dimana saham-sahammya
tetgpﬁ%mlﬂkPmniGJakamdanI%mkammmn}
Pegawal ;

- Dengan difkuldasinya PT. Rumah Sakit Pasar Rebo maka Tergugat 1
menerbitkan Peraturan Gubernur DKT Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal
10 Januarl 2007 tentang Pengalihan Status Kepegawaian Terhadap Pegawal
Emwawusnmpmmmvannbﬂmuanunmmmmm
status Karyawan/ Pegawai Eks PT. RUWS&HTP&RREBDM
Analisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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~ Benar saksl mengetahul adanya pithan/ opsl darl Persturan Gubermur DKI
Jaka:rta Nomor @ 7 tahun 2007 tanggal 10 Januard 2007 tentang Pengallhan
Status Kepegawalan Terhadap Pegawai Eks PT. RUMAH SAKIT PASAR REBO
dimana kedua opsl tersebut adalah dapat melanjutkan hubungan kalju atau
tidak bersedia untuk mefanjutkan hubungan keria ;

- Saksi mang:tahul bahwa apabliz ada Pegawal Non PNS yang tdak barsedia
untuk mselanjutkan hubungsn kerja dengan Tergugat I maka Pegawal Mon
PNS tersebut akan mendapat wang kompensasi sesuai Pasal 4 ayat (2)
77" Peraturan Gubernur DK Jakarts Nomar : 7 tahun 2007 nggal 10 Januari
£ .::; ‘ EDO? tentang Pengallhan Status Kepegawalan Terhadap Pegawal Eks PT.
oo S allu-un SAKIT PASAR REBO, betupa uang pesangon ssbesar 2 (duz) kall
.'-' ; mnman Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu} kali
e wpasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan
i dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana
unteik melzksanakan pembayaran uang kompensasi tersebut akan dilakukan

oleh Tim Llkulda%f yang dibertuk oleh Tergugat I ;

~ Saksl menyatakan bahwa sampal saat Ini mengena pembayar uang
kompensas! kepada Para Penggugat tersebut diatas belum permah dibayarkan
oleh Para Targuget yang alasanys tidak diketahul olel saks! dan hal tersebiut
maupakanhnwenangandanmgasdaﬂﬂmuh.lldasl;

- Sahwa berdasarkan bukti T.XT-48, berupa Surat dar RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PASAR REBO yang ditujukan kepada Tim Ukuldasi PT. RS Pasar Rebo
Nomeor : IWMMHJMMmhﬂ'Tmmmhmu
qlmMajaﬁstdmdlpﬂﬂm&hahahmegatnmaﬁakmﬂakuhn

pembayaran hak dan kewajlban yang sudah dialihkan kepada RUMAH SAKIT
mmpmmmkmmwrmmmwmpm

Penggugat dengan alasan bertentangan dengan Peraturen Gubemur Homur .
tahun 2005 tentang PRPK BLU Provingl (2 4]

~ Bahwa bardasarkan buk¥ T.II-48 terssbut diatas menunjukkan arogans! dan
kesewenang-wenangan Tergugat I terhadap apa yang sudah dibuat dan disetriul
sendirf oleh Para Tergugat dan tindakan Tergugat II tersebut menurut Matells
Hakim adalah merupakan tndakan seplhak yang bertentangan dengan hukum ;

— Blh“aﬂajallsHaHmberpmdapathahmbardﬁamummmnGuhanurm
Jakarta Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 10 Januarl 2007 tentang Pengallhan Status
Kepegawalan Terhadap Pagawal Exs FT, RUMAJ-IS&RITPE&RREBU Tergugat I
mmmmmmmmpmmmmw

Anal&i@yuridis , Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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mempuryal hak berupa uang lcornpe;-sasl atzs terjadinya pembubaran dan
llkuidadi FT. RS Pasar Rebn tersabut dan bersedia umtuk memberikan hak tersebut
kepads Pare Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kall ketentuan
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kall ketantuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesual ketentuan dalam Pasal 155 ayat
{4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan oleh karenanya tidak ada alasan
lagl yang sah bagl Tergugat I untuk menolak melakuian pembayaran terhadap
uang kompensas! kepads Para Pengougat ;

'~ Bahwa oleh karena tidak ada alasan !ag) yang sah bagl Tergugat 11 untuk menolak
mehhlkm pembayaren terhadap FPara Pengguost maka Majells Hakim
berpeqdapat adalah patut dan adil apebllsa Para Temgugat dihukum untuk
**velakiskan pembayaran uang kompensasi kepada Para Penggugax sebagal akibat

wpﬂﬂikh[rln huburigan kerja antara Para Penggugat dengan Para Targuml: SeCcary

"“'-wtfmmmng

Menimbang, bahwh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dlatas
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat terbukti telabh melakukan trxlakan
yang bertentangan dengan hukum lteshadap Pare Penggugat dengan menolak
pesmbayaran uang kompensasl ssbagsl akibat dari pembubaran/ Skuldasl Tergugat TI
tersebut dengan pilthan Para Penggugat untuk tidak medanju Yan hubungan kerja vang
telah disstijul oleh Tergugat I berdasarkan Peratursn Gubermur DKI Jakarts Nomor : 7
tahun 2007 tanggal 10 Januar 2007 tentan) Pengallban Status Kepegawalan Terhadap
Pegawal Eks FT, RUMAH SAKIT PASAR REBO ;

Menimbang, bshwa oleh karena terbukil Tergugat telah menolak pembayaran
uang kompensas! sebagal aldbat darl pembubaran/ Hkcidasi Tergugat II tersabut dengan
pliihan Para Penggugat untuk Ydak melanfutian hubungan kerja yang telah disstujul cleh
Tergugat I berdasarkan' Peraturan Gubemur DKI Jakarta Nomor @ 7 tahun 2007 tanggal
10 Januarl 2007 tentang PengeBhan Status Kepegewalan Terhadsp Pegawal Eks PT.

. RUMMMPMREDMMPHHWMHMHNmmm

Ar%[kis yuridis ...

bahwa adalah adll dan patut apablla Para Tergugat dihukum untk membayar uang
kompensasi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dengsn mendapat ueng
kompensasl sebagal bmkut <

3. Pesangon sebmr 2 {dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2} Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 ;

. Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kall ketertiuan Pasal 156 ayat (3) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

, Syarah Fitriah, FH Ul, 2011



b%nalisis yuridis ...,

k1

¢. Uang Penggantian hak sebesar 15 %, dikailkan dengan penggabungan besamya
mmhﬁmmmmn{almmmmnmmmmwm{b);

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut diatas
Majels Hakim berkesimpulan bahwa Pars Penggugat berhak mendapatien uang
kormipensasi sebagal akibat dar) Pemutisan Hubungan Kerfa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permbangan-pertimbangan tersebut dlatas
Majalls Hakim berkesimputan bahwa Para Penggugat terbuldi dapat mambuldikan dalll-

dalil gugatannya sedangkan Tergugat tdak dapat membuktikan dalil-caf sangialannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dan bukti-bukd yang telah

- Gwralkan diatas, Kni Majels Hakim sksn mempertimbangkan tenteng tuntatan
: nggugatmalbmm-

Henlmhang, hahwa berdasarkan uraian dan partlmhangan—pmﬂmbangan diatas
Majells Hakim berpmcﬂﬂan petitum pokok/ prmer Penggugat berhl.mﬂ menyatalan
Penggugat 1 s/d Penggugat VI berhak atas uang kompensasl berupa uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketantuan Pasal 156 ayat {2), uang penghargaan masa kerja sebesar
1 (satu] kali ketentuan Pasal 156 ayat {3) dan uang penggantian hak sesual ketentuan
Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah beralasan hukum oleh
karenanya patut untuk diterima dan Majells Hakim akan memberikan pertimbangan
tentang hak-hak yang harus diterima cleh Para Penggugat sebagai berlkut

- Bahwa terhadsp masa keda antara Para Penggugat dengan Para Tergugat
ternyata berdasarkan bukt P=16 dan bukt T.LII-1 sampal dengan bukt
T.L1-29 berupa Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Pasar Rebo setelah
dicermati oleh. Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa hukti tarsebut telah
membiskiikan bahwa Para Penggugat telah diangkat oleh Tergugat IT menjach
Pegowal Tetap Non PNS. Bahwa dengan bukll Ini dapat dipakal sebagal dasar
untik menghitung masa kerjs Pars 'Penggugat sampal Para Penggugat
manyatakan tidak melanjutkan lagl hubungin kerfa dengan Para Tergugat ;

- Bammdapuwvwmmgmt.mmpammmm
menyampalkan data upah berdashrkan bukti T.I,It-32 sampal dongan bukti
T.LII-46 dan setelah ditait) oleh Majelis Hakim temyata Pare Tergugat ternyata
telah mengakul tentang kebenaran upah Para Penggugst per bulan tersebut :

Merimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai.
diztas, maka Majells Hakim akan menetapkan kewajlban Para Tergugat untuk membayar
uang kompensasl kepada Para Penggugat, dengan perindan sebagal berlkut ;

Syarah Fitriah, FH Ul, 2011



1. RINA ARIANI, SKM
Masa kerja ; 11 tahun 7 bulan
Upah per bulan : Rp. 1.941.000,
- Uang Pesangon :
2 % 9 x Rp, 1.941.000,-
+ Usng Penghargaan Masa Kerfa :

h-v'...‘hhl X 4! Hp- 1.94}..“]‘0,' .
f T Vilang Penpgantian Hak 15% :

g

F R
=i

>
Y

SRR A
\"-\. el

15% x Rp, 42.702.000
Total Kessluruhan

]
a

e ! : y,

o RISA DEWI SARAH SUCIATI
Masa kerfa -2 13 tahun § bulan
Upah per bulan : Rp, 2.080.000,

- Uang Pesangon ;

2% 9 x Rp. 2.080.000,-

= Uang Penghargaan Masa K:qa :
1x 5 x Rp. 2.080.000,-

- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 47.840.000
Total Keseluruhan

3. INDRIASTUTI, SKM
Masa kerfa : 11 tabun & bulan
Upah per bulan : Rp. 2.186.000,
« Uang Fesmgm':
2 x 9 x Rp. 2,186.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 x4 xRp, 2.186.000,-
+ Uang Penggantian Hak 15% ;

15% x Rp. 48.092.000
Total Kesaluruhan

Ar%ii’is yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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Rp

RFP

34,938.000

. 7.764.000

§.405,300
49.107.300

37.440,000

10.789.000

55405.000

§.744.000

25.305.800
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4. KUSNQ WASITO
Masa karja : & tabun 8 bulan
Upad per bulan ; Rp. 3.630.000,-

- Uang Pesangon :
2 % 9 X Rp. 3,630,000, = Rp  65.340.000
- ang Penghargaan Masa Kerja :
| 1x 3 x Rp. 3.630.000, * Rp  10.890.000
s = Uang Penggantian Hak 15% : -
Ko .o . 15% % Rp, 76.230.000 "= Rp 11434500
7o 5 yoml Keseluruhan 57.664.500
oS o

Ny 50 SITI NURHAYATI
Masa kerja ¢ & tahun 2 bulan
um pear bulal'l 1: Mt 1-43“-@;‘

= Uang Pesangoif :

2% 9% Rp. 1.430.000,- = Rp 25.740.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja :

1 % 3 x Rp. 1.430.000,- = fp 4.290.000
- Uang Penggantian Hak 15% :

15% x Rp. 30.030,000 = Rp 4,504,500

Total Kesaluruhan 34.534.500

§. SITI ALFISYIAR

Masa kerja : 8 tahun 0 bulan ™
Upah per bidan : Rp, 1.623.000,-
- Uang Pesangan : :
2x9x%xRp. 1,623.000,- = Rp 29.214.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja :
1x 3 xHRp. 1.623.000,- = Rp 4.8659.000

= Usng Penggantlan Hak 15% :

" 15% x Rp. 34.083.000 -
Tota! Kesaluruhan '

=.112,450
3%.195.450

S &

Analisiﬁl{%ridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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7. FARIDA DEWT NOVIYANTI
Masa kérja : & tahun Q bulan
Upah per bulan : Rp, 2.355.000,-

- Uang Pesangon :
2 x ¢ x Rp, 2.355.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerla :

Rp 42.390.000

-r"'-\l x 3% Rp. 2.355.000,- = Rp 7.065.000

' -'Uang Penggartian Hak 15% :
Li [ 15% X Rp. 45.455.000 = Rp 2418250
o Total Keseluruhan 56.873.250

8. RANI TERSNAYANT .
Masa kerja : 5 tahyn 1 bulan '
Upah per bulan : Rp.-1.429.000,-

- = Uang Pesangon ;
2x%xRp. L429.000,- = fp 25.722.000
- Uang Penghargaen Masa Kerja
1x2xRp. 1.429.000,- = Rp 2.858.000
= Uang Penggantian Hak 15% :
15% x Rp. 28.580.000 = Rp 4,287,000
Total Keseluruhan Rp 32.867.000

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (Hga) yang berburyl menghukum
Tergugat untik secara tanggung renteng membavar uang pesangon kepada Para
Penggugat adalsh beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dilmbulkan :

Menimbang, bahwa dengan demiklan Majells Hakim berkecimpulan bahwa cukup

beralasan bagl Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk
saluruhnys ;

Menimbang, bshwe oleh karena Pare Penggugat dalam perkara dalem hal ini
dinyatakan menang dan Para Tergugat dinyatakan kalah serta nifai gugatannya tsmyata
melebihi Rp. 150.000.000,- (seratus Ima puiuh juts ruplah} maka sesyal Pasal 58 _

k"é\nalisis yuridis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011
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sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hdri Selasa, tanggal 24 Maret 2009, cleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingt Hakim-Hakim Anggota, dibarty oleh MATIUS 6. SITURU, S.H.,
Paniters Penggantl dan dihadid Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELTS,

ANTON SUMARTONO, SH.MBA, H. LEXSY MAMONTOD, SH.MH

,
T

gt

TRI ENDRO BUDIANTO, S.H.

FANITERA
.’

MATIUS B, STTURU, S.H.

TURLUNAN ok
Sexuai dengan ulinri
Dikeluasrkan untuk DINAS
Pengadilan Hubsngsn Industris) Did Jakar
gaibe Pepigaadil e hrl:lpﬂllt,

Lb Analisis yufidis ..., Syarah Fitriah, FH Ul, 2011



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

I Letien TB. Simatupang No.30 Pasar Reho
Telp. 3400109, B411049 Fax. 8411159

JAKARTA

J 3

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1672+ 084.34

L

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umurm Daerah Pasar Rebo DKI Jakarta

dengan ini menerangkan bahwa :
Nama { SYARAH FITRIAH
NIM 0706278916 :
Insiitusi : Faknltas Huknm Universitas Induneuu

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan Pengambilan data di Rumah Sakit
Umum Dacrah Pasar Rebo dalam rangka pembuatan Skripsi dengan judul “Amnalisis Yuridis
Pengembalisn Status RSUD Pssar Rebo Dari Perseroan Terbatas Menjadi Unit
Pelayanan Teknis” pada Bulan Mei - Jusi 2011, |

Demikianiah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 28 Juni 2011
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PUTUSAN
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PERKARA HAK UJI MATERIIL
o

1. IKOAN SURMANINEIIN, BRT:. . WALANAYAT) BR. SURBART/
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PUTUSAN
. Nomor : 05 P/HUM/Th.2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

| MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13
Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah
Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta
dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 14 4
Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksanaan Teknis
Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi
Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ; dan

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15
Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis

~ Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi

;\ eroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal
erintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan -
erpatas Rumah Sakit Pasar Rebo ;

#Ada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagat

L "{ berikut dalam pelmohonan keberatan antara :
1. INDAH SUKSMANINGSIH, HUZNA G. ZAHIR,
SINTHIA PRIDEAKA, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Pancoran Barat VII/1 Duren Tiga
Jakarta Selatan, pekerjaan Badan Pengurus Harian

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ;

M AAADYITTO

Dokumen ini dluanﬁaﬁnﬁ'% (R tr ahkama%ﬂah Fﬁ[;té n PFﬁ(%m mhjamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)
bukan merupakan's; de i@l:*%engawl pat'se at atad dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.
Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.
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2. MARIUS WIDJAJARTA, SATIRI MAHRUP, LIES
SRI RAHAYU, kewarganegaraan Indonesia, alamat

Jalan Senayan No.39 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, pekerjaan  Pengurus Harian  Yayasan
Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia ;

3. ZAIM_SAIDI, AS'AD NUGROHO, KURNIAWATI,
kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Tegal Parang

Selatan V Rt.005/Rw.07 Kelurahan Tegal Parang,

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,

pekerjaan Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen
Jakarta ;

4, MALAHAYATI BR. SURBAKTI, kewarganegaraan
Indonesia, alamat  Jalan Trikora No.12A Rt.001,

Rw.009, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur,ﬂpekerjaan
Ibu Rumah Tangga ;

5. TULUS ABADI, kewarganegaraan Indonesia, alamat

Rt.005/009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur, pekerjaan Swasta ;
6. AGUSTIN ISMANUHARTI, kewarganegarasn
Indonesia, alamat Wisma Kusuma Indah D/28
Rt.008/Rw.005 Jatirahayu, Pondok Gede, pekerjaan Ibu
\Rumah Tangga ;

>

/14, glam hal ini memberi kuasa kepada : Uli P. Sihombing,
by /l i . -s:':,' /i
'\’,\ Wug%7 SH., Sudaryatmo, SH., Yusuf Shofie, SH. Sugeng

. &
Nl Purwanto, SH., Agus Suntoro, SH., Tri Wahyuni, SH.,

s

Somi Awan, SH., Erna Ratnaning'sih, SH., Asfinawati,
SH., Ines Thioren Situmorang, SH., Gatot, SH,
Hermawanto, SH., Freddy A. Darmanik, SH., Sri Yuliati,
SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

. Advokat, domisili di Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), yang

Dokumen ini diuanﬁéﬁgﬂ%p'ﬂ tr R ahkama%ﬂahsﬂiﬂté n PFﬁ(%m Kmhjamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)
bukan merupakan’sali Mu @%engawl . ahy: pat'sebagaralat atad dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.
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beralamat di Jalan Pancoran Barat VII/l, Duren Tiga,

Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

4 Februari 2005 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, I, III, IV, V

dan VI ;

melawan:

l. GUBERNUR PROPINS] DAERAH KHUSUS IBU-
KOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Merdeka
Selatan Jakarta Pusat ;

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI = DAERAH KHUSUS _ IBUKOTA -

JAKARTA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Jakarta
Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan dalam surat

A permohonannya tanggal 7 Februari 2005 yang diterima di Kepaniteraan

. r 05 P/HUM/Th.2005 telah mengajukan keberatan dengan dalil-dalil

: pokoknya sebagai berikut :

i Bahwa yang digugat oleh Para Pemohon adalah :

”;)1. Perda DKI No.13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, menjadi Perseroan Terbatas Rumah
Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;

2. Perda DKI No.14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

Cengkareng menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan

Dokumen ini dluanﬁaﬁnﬁ'% (R tr ahkama%ﬂah Fﬁ@ n PFﬁ(%m mhjamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)
bukan merupakan's; de i@l:*%engawl pat'se at atad dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

amah Agung pada tanggal 7 Februari 2005, dan diregister dengan )

Halaman 4



Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ;

3. Perda DKI No.15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar
Rebo menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan
Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ;

A. Kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon sebagai Lembaga
Swadaya masyarakat dan atau Individu yang bergerak dan atau
peduli di bidang pelayanan keschatan masyarakat ;

Bahwa pemohon I, II dan IIl adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan
keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan
didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan
kepada masyarakat konsumen dan atau perlindungan kesehatan masyarakat di
Indonesia ;

Bahwa tugas dan peranan pemochon I, II dan III dalam melaksanal:n
kegiatan-kegiatan perlindungan masyarakat konsumen dan atau perlindungan

kesehatan masyarakat di Indonesia, serta dalam mendayagunakan

_lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin

dnggota masyarakat dalam memperjuangkan perlindungan masyarakat

7 B \mah Tangga Pemohon I, 11 dan 111 ;

Bahwa dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini adalah memberikan
perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat konsumen menuju
kesejahteraan keluarga. Adapun untuk mencapai usaha-usaha tersebut,
lembaga ini (Pasal 6) melakukan berbagai usaha dalam bidang pendidikan,
penyuluhan dan penerangan, penelitian, survey dan pengumpulan data serta

statistik ;

Dokumen ini diuanﬁaﬁgj:gp'// tr R ahkama%ﬂahsﬂim n PFﬁ(%m Kmﬂrhjamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)
bukan merupakan’sali Mm i@l:*%engawl . ahy: pat'sebagaralat atad dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.
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Bahwa dalam Pasal 4 Akta Yayasan Pemberdayaan Konsumen
Kesehatan Indonesia disebutkan, bahwa maksud dan tujuan didirikannya
Yayasan antara lain : (1) meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-
haknya sebagai konsumen kesehatan ; (2) mendorong peran serta masyarakat
dalam meningkatkan derajad kesehatan ; (3) mengasah daya kritik/nilai
masyarakat sebagai konsumen kesehatan ;

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan
Pemberdaya Konsumen Kesehatan Indonesia berusaha antara lain (H
mengangkat iSu-isu kesehatan masyarakat ; (2) menyelesaikan masalah
ketidak puasan pemakai jasa pelayanan kesehatan ; (3) penelitian kesehatan
masyarakat ;

Bahwa dalam Pasal 2 Akfa Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen N
Jakarta disebutkan, bahwa maksud dan tujuan didiriken Yayasan adalah
memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen ;

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan Lembaga
Konsumen Jakarta menjalankan kegiatan, antara lain : (1) mengumpulkan
dan mendokumentasikan bahan-bahan yang secara langsung maupun tidak
langsung berhubungan dengan perlindungan konsumen ; (2) melakukan
advokasi melalui semua sarana yang memungkinkan ; (3) melakukan

5 4 xpenyuluhan dan pendidikan kepada konsumen secara luas, sistematis dan
N

‘ Rebo, dengan Kartu Pasien No. 76 43 30, Sebagai anggota masyarakat yang

menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, sangat berkepentingan terhadap eksistensi
dan keberlangsungan Rumah Sakit Pasar Rebo ;

Bahwa Pemohon IV merasakan manfaat nyata dari keberadaan Rumah

Sakit Umum Pasar Rebo, dibandingkan dengan rumah sakit sejenis yang
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dikelola swasta, dari segi pembiayaan dan pelayanan relatif lebih bagus ;

Bahwa Pemohon V adalah orang tua dari pasien Rumah Sakit Umum
Daerah Pasar Rebo ates nama Sabri Y, dengan Kartu Pasien No.774421.
sebagai anggota masyrakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, sangat
berkepentingan terhadap eksistensi dari keberlangsungan Rumah Sakit Pasar
Rebo ;

Bahwa Pemohon V merasakan manfaat nyata dari keberadaan Rumah
Sakit Umum Pasar Rebo, dibandingkan dengan rumah sakit sejenis yang
dikelola swasta, dari segi pembiayaan dan pelayanan relatif lebih bagﬁs ;

Bahwa Pemohon VI adalah pasien Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta,
dengan Kartu Pasien No.015385. sebagai anggota masyarakat yang <
menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah
Sakit Yayasan Haji Jakarta, sangat berkepentingan terhadap eksistensi dan
keberlangsungan Rumah Sakit Yayasan Haji Jakarta ;

Bahwa Pemohon VI merasakan manfaat nyata dari keberadaan Rumah
Sakit Yayasan Haji Jakarta, dibandingkan dengan rumah sakit sejenis yang

dikelola swasta, dari segi pembiayaan dan pelayanan relatif lebih bagus ;

~

B. Dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :
Bahwa Para Termohon telah mengundangkan : (1) Perda DKI No.15
%Nun 2004 tentang perubazhan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas

bhatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo menjadi Perseroan

.:,". Rumal Sakit Pasar Rebo dan penyertaan Modal Pemerintah
DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ; (2)

Perda DKI No.13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit
Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada
Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ; (3) Perda DKI No.14 Tahun
2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan .......
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%

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng pada
12 Agustus 2004 ;

Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 7 Februari 2005. dengan
demikian permohonan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (4) Peraturan
Mahkamah Agung RI, No.01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Bahwa masalah utama yang menjadi satu dalam permohonan ini
adalah perubahan status : (1) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan
Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dari Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Propinsi DKI Jakarta menjadi Perseroan Terbatas ; (2) Yayasan
Rumah Sakit Haji Jakarta dari badan hukum Yayasan menjadi Perseroan
Terbatas ;

Bahwa mengingat Perda-Perda a quo isinya saling berkaitan, yaitu
asal perubahan status hukum dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
menjadi Perseroan Terbatas dan dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas,
maka permohonan atas Perda-Perda a quo dapat digabung manjadi satu ;

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji

Materiil terhadap Perda-Perda a quo yang telah ditetapkan dan diundangkan

' Rara Termchon adalah sebagai berikut :

' sultasi publik selama proses pembahasan Perda-Perda a quo sangat
!..: I !' im :

‘\K & - © ! ‘

Bahwa sebagai peraturan yang berdampak kepada kepentingan

konsultasi publik sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan adanya resistensi
berbagai elemen masyarakat (Karyawan Rumah Sakit serta masyarakat
umum sebagai konsumen Rumah Sakit) terhadap Perda-Perda a quo ;

Bahwa adanya resistensi masyarakat terhadap Perda-Perda a quo,
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adalah pertanda bahwa adanya kesenjangan aspirasi antara masyarakat
dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi DKI Jakarta dan Gubernur Propinsi DKI Jakarta ;

Bahwa dengan kata lain, perubahan status hukum Rumah Sakit Pasar
Rebo dan Rumah Sakit Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta
menjadi Perseroan Terbatas, lebih dominan dilatarbelakangi oleh kepentingan
dan keinginan pihak Eksekutif (Gubernur Propinsi DKI Jakarta) dan
Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta)
dibandingkan dengan keinginan dan harapan masyarakat, konsumen dan
Karyawan Rumah Sakit ;
Unﬁxk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak

) harus mengubah status hukum rumah sakit -

Bahwa mengubah status hukum rumah sakit sebagai cara untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah cara pandang
yang keliru, bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak
harus dengan perubahan status hukum rumah sakit dan sebaliknya perubahan
status hukum rumah sakit tidek menjamin pelayanan kepada masyarakat

semakin baik ;

Bahwa banyak fakta yang menunjukkan rumah sakit yang dikelola

Bahwa baik buruknya pelayanan keschatan kepada masyarakat lebih
dominan dibentuk oleh pihak manajemen rumah sakit dalam mengelola
{governance) rumah sakit, bukan ditentukan oleh status hukum rumah sakit ;
Bahwa dengan demikian, merubah status rumah sakit sebagai alasan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah alasan yang

dicari-cart dan tidak didukung data empiris yang memadai ;
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Dokumen ini diun
bukan merupakar

Unit pelaksan.ﬁ Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
tidak dapat disandingkan dengan dunia usaha ;

Bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai institusi yang salah
satunya bertugas melakukan pelayanan publik di bidang pelayanan kesehatan
dengan dunia usaha adalah dua entitas yang berbeda sehingga tidak relevan
untuk saling dihadapkan ;

Bahwa keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan
Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng serta Yayasan Rumah Sakit Haji
Jakarta adalah wujud konkrit dari kehadiran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
di sektor pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Bahwa keberadaan dunia usaha (Rumah Sakit Swasta berbadaﬁ hukum
Perseroan Terbatas) di sektor pelayanan keschatan adalah dilatarbelakangi
adanya peluang mencari keuntungan di sektor pelayanan kesehatan. Dengan
demikian sejak awal rumah sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas
dilatarbelakangi mencari keuntungan ;

Bahwa karena secara historis latar belakang pendiriannya berbeda, dan
masing-masing mengemban misi yang juga berbeda-beda, maka keberadaan
Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah
Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, masih relevan untuk

tetap 'dipertahankan dalam status hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas

sehatan dan Yayasan, dan bukannya larut menjadi rumah sakit berbadan

um Perseroan Terbatas

/
!
L0 % L17) Bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

..
e

dfsebutkan, bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
- "'."I"J;'kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Disini jelas amanat konstitusi
sebagai kontrak sosial tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

bahwa fasilitas kesehatan disetarakan dengan fasilitas umum ;
 Bahwa konstitusi mengamanatkan kepada Pemerintah, selaku pihak
yang diberi mandat oleh rakyat, untuk menjadikan fasilitas kesehatan dan

fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang dan tidak boleh ada

hnmalatam

d
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hambatan finansial bagi rakyat dalam memperoleh dan mengakses fasilitas
umum, termasuk fasilitas kesehatan ;

Bahwa dengan dijadikannya Rumah Sakit Umurm Daerah Pasar Rebo,
Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji
Jakarta menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas selain berorientasi
mencari untuhg, juga berpotensi rakyat miskin tidak bisa mengakses
pelayanan kesehatan karena mereka miskin ;

Bahwa fakta dibeberapa negara maju sekalipun pelayanan kesehatan
tidak diserahkan kemekanisme pasar, tetapi menjadi tanggung jawab

pemerintah (lihat table) ;

Table 1 : Persentase dana pelayanan kesehatan yang di tanggung oleh

pemerintah : -
No. Negara 1960 1984
1 Australia A7.6 % 84,5 %
2 Canada 43,1 % 74,4 %
3 Jerman Barat 67,5 % 78,2 %
4 Yunani 57,9 % 79,3 %
5 Jepang 60,4 % 72,1 %
6 Norwegia : 77,8 % 88,8 %
7 USA 24,7 % 41,4 %
T Sumber : Health Affair; 5 (Fall 1996), sebagaimana dikutip K. Bertens, v
R88) ;

Menjadikan pelayanan keschatan sebagai komoditas ekonomi semata
: : alah ancaman bagi keadilan sosial ;

Bahwa apabila pelayanan kesehatan menjadi objek bisnis yang
dikelola oleh badan hukum komersial (Perseroan Terbatas), dari segi etika
menimbulkan kesulitan. Pertama, pelayanan kesehatan merupakan suatu
hak dan karena itu tidak pantas dijadikan komoditas ekonomi. Jika pelgyanan
kesehatan diserahkan kepada mekanisme pasar, bagi banyak oraﬁg bisa

muncul situasi yang sangat tidak adil dan karena itu tidak etis. Kedua, bisnis
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dan pelayanan medis merupakan dua bidang yang disertai tuntutan etis vang
cukup berbeda, sehingga mudah timbul konflik kepentingan, bila dua bidang
ini dikombinasikan dalam orang atau lembaga yang sama (Dr. K. Bertens,
1995) ;

Bahwa rumah sakit berbadan hukum komersial berupa Perseroan
Terbatas mendapatkan uang lebih banyak sah-sah saja, asal dilakukan secara
fair. Masalahnya dalam pelayanan kesehatan, hampir tidak mungkin terjadi
transaksi yang fair, Sebab pasien tidak punya pilihan, pasien tidak
mengetahui  apakah ia memang benar sakit, apakah ia memang
membutuhkan obat yang mahal, apakah memang butuh operasi dan segala
macam ketidaktahuan lainnya ;

Bahwa selain ketidaktahuan, pasien juga memiliki ketakutan yang luar
biasa bahwa penyakitnya dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau
penderitaan lain yang berkepanjangan ;

Bahwa pasien sudah menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada
dokter, yang diberi wewenang oleh hukum untuk melakukan intervensi yang
berbahaya kepada dirinya, seperti menyuntikkan obat, membedah (melukai)
tubuh pasien dan sebagainya ;

Bahwa profesi dokter, yang merupakan tulang punggung pelayanan

kesehatan adalah satu-satunya profesi yang diberikan kewenangan hukum

¥gng begitu besar dari seseorang itulah sebabya seorang dokier harus

mpah ;

; dgan pasien, Di Rumah Sakit yang nirlabapun perilaku dokter yang

S

menyimpang dapat terjadi. Bisa dibayangkan apabila rumah sakit sudah
berbadan hukum komersial berupa Perseroan Terbatas yang orientasinya
mencari keuntungan ;

Bahwa dalam sebuah rumah sakit yang berbadan hukum Perseroan

Terbatas dolter akan ditarget, dijadikan revenue cernter, pusat produksi dan

nsat
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pusat laba. Maka dengan kondisi pasien yang pasrah, ketidaktahuan
(ignorance), dan apalagi punya uang, maka dengan mudah pasien berada
dalam posisi dibawah todongan senjata, Mau bayar atau nyawa hilang. Dalam
kondisi seperti ini, berapapun akan dibayar, Dalam ilmu ekonomi,
permintaan pasien ini inelastic terhadap harga dan penghasilan ;

Bahwa seorang yang sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa berproduksi,
tidak bisa belajar dan segala *tidak bisa” lainnya, kalaupun yang sakit
seorang anak, kegiatan produksi orang tuanya juga akan terganggu. Bahwa
meskipun seseorang tidak tergolong miskin, orang sakit adalah orang yang
tidak berdaya ;

Bahwa di Jepang, Korea dan Taiwan sampai saat ini Rumah Sakit
Swasta pun tidak diperkenankan berbentuk Perseroan Terbatas yang )
berorientasi mencari untung. Karena pemerintahnya sangat memahami
bahwa rakyatnya dalam keadaan “tidak berdaya, Ignorance dan setiap saat
menjadi korban dari sifat alémiah transaksi pelayanan kesehatan yang hampir
tidak mungkin transaksi yang fair ;

Pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban
wabah/kejadian luar biasa adalah menjadi tanggung jawab pemerintah

bukan merupakan kewajiban rumah sakit berbadan hukum Perseroan

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (4) Perda DKI Jakarta No.15 Tahun 2004,
| 3 ayat (4) Perda DKI Jakarta No.14 Tahun 2004, Pasal 3 ayat (4) Perda o
Jakarta No.13 Tahun 2004 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas

” .Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng mempunyai kewajiban untuk
pelayanan sosial termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban
wabah/kejadian luar biasa

Bahwa pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak mampu dan pasien
korban wabah/kejadian luar biasa menjadi tanggung jawab pemerintah,
bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit berbadan hukum Perseroan

Terbatas ;

Rahura
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Bahwa menyerahkan urusan pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak
mampu dan pasien korban wabah kepada rumah sakit berbadan hukum

Perseroan Terbatas adalah bentuk pengingkaran sekaligus bertentangan

dengan ketentuan :

(1) Pasal 34 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945, bahwa Negara bertanggung.

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak ;

(2) Pasal 28 H ayat | Undang Undang Dasar 1945, bahwa seffép orang
berhak hidup sehat sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan ;

(3) Pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa
Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata
dan terjangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut dalam penjelasannya
disebutkan, upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat adalah merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan
kesehatan diseluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah

ldijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk fakir miskin, orang
terlantar, dan orang kurang mampu ;

4) Pasal 22 huruf f Undang Undang No.32 Tahun 2002 tentang

emerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah

mpunyai kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan ;

~ A [ >Bahwa menyerahkan urusan pelayanan sosial bagi pasien miskin/tidak
__..: . u dan pasien korban wabah kepada rumah sakit berbadan hukum
~;i;‘erseroan Terbatas adalah ancaman serius terhadap kemanusiaan ;

Bahwa Kketentuan ini apabila dipaksakan hanya akan mengulangi
kegagalan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No.290/1986 yang
mewajibkan rumah sakit swasta menyediakan 25 pasien tempat tidurnya
untuk orang miskin, yang terbukti tidak efektif ;

Bahwa karakter badan hukum komersiel berupa Perseroan Terbatas
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adalah mencari untung, bukan lembaga sosial. Sehingga membebani rumah
sakit berbadan hukum Perseroan Terbatas untuk melakukan pelayanan sosial
kepada pasien tidak mampu adalah hal yang justru bertentangan dengan
karakter badan hukum komersial yaitu mencari keuntungan ;
Perda-Perda a quo bertentangan dengan Undang Undang No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa salah satu pertimbangan dalam penyusunan Perda-Perda a quo
adalah Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang Undang No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada saat berlakunya Undang
Undeang No.32 Tahun 2004 (150ktober 2004), maka Undang Undang No.22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku ; -

Bahwa dalam Pasal 22 huruf f Undang Undang No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban Perda
adalah “menyediakan” fasilitas pelayanan kesehatan ;

Bahwa pengertian menyediakan tidak sama dengan berdagang yang
biasa dilakukan sebuah perusahaan. Dengan demikian perubahan’ status

hukum Rumal Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah

Cengkareng dan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, bukanlah upaya

pelayanan kesehatan ;

Bahwa apabila ada dua peraturan perundang-undangan isinya saling
bertentangan, berlaku prinsip : (1) ketentuan yang keluar lebih akhir,
mengesampingkan ketentuan sebelumnya ; (2) peraturan yang secara hirarkhi
lebih tinggi, mengesampingkan ketentuan produk hukum yang secara hirarchi

lebih rendah ;

Danda
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Perda-Perda a quo bertentangan dengan Undang Undang Nc.23 Tahun
1992 tentang Kesehatan ;

Bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan disebutkan, pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Yang dimaksud
dengan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat adalah
merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan kesehatan di seluruh wilayah
sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat,
termasuk fakir miskin, orang terlantar dan orang kurang mampu ;

Bahwa perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo,
Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Rumah Sakit Haji Jakarta
menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas menjadikan orientasinya -
adalah mencari untung sehingga menciptakan financial barter bagi
masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan ;

Bahwa perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo,
Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Rumah Sakit Haji Jakarta
'rnenjacli berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah bertentangan dengan
spirit ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan yang lebih menekankan adanya jaminan ketersediaan sarana

elayanan keschatan dan tidak ada hambatan finansial untuk dapat

':'-‘-munculnya. akibat terhadap tidak adanya jaminan masyarakat

miskin mengakses pelayanan kesehatan, dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

Bahwa sebagai dampak perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah

menjadi  badan hukum perseroan terbatas adalah ditolaknya Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi pasien yang tidak mampu secara

finansial ;
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Bahwa sebagai tindak lanjut dari perubahan status badan hukum rumah
sakit menjadi Perseroan Terbatas yang orientasi utamanya mencari
keuntungan adalah adanya Raperda DKI tentang Rencana Kenaikan Tarif
Rumah Sakit sebesar 400 % ;

Bahwa target pendapatan operasional rumah sakit tahun 2005 rata-rata
naik 100 %. Untuk kasus Rumah Sakit Pasar Rebo, naik dari Rp.24 mi‘ly‘ard
untuk periode 2004, menjadi Rp.47 milyard untuk periode 2005. dinaikannya
target pendapatan operasional ini akan menjadikan Rumah Sakit lebih

berorientasi kepada pasien berduit dan meninggalkan pasien tidak mampu ;

D. Dari seluruh uraian di atas, maka tindakan Para Termohon
menetapkan Perda-Perda a quo telah menimbulkan akibat hukum
yang merugikan kepentingan Para pemohon, dengan demikian
Perda-Perda yang ditetapkan Para Termohon a quo terbukti
melanggar ketentuan Pasal : (1) 22 huruf { Undang Undang No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (2) Pasal 7 Undang
Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Hak Uji Mareriil

mohon kiranya Mahkamah Agung RI memberikan putusan&ebagai berikut :

1. Menerima permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohos;

g nyatakan ¢ (1) Perda DKI Jakarta No.1§ Tahun 2004 tentang
TP

.Ef'gﬁpkit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

.. * .« pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ; (2) Perda DKI No. 13

Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Haji
Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan
Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ; (3) Perda DKI Jakarta No.14Tahun
2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan ........

Dokumen ini diuanﬁa’ﬁSj:gp'// tr R ahkama%rghsﬂim n PFﬁ(%m Kmﬂrhjamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144)
bukan merupakan’sali Mm m%engawl . ahy: pat'sebagaralat atad dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.

Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

Halaman 17



Dokumen ini diundix
bukan merupakar

2.

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng
tidak sah dan tidak berlaku untuk umumy;

Memerintahkan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi DKI Jdkartyy dan
Gubernur Propinsi DKI Jakarta untuk segera mencabut :¥ (1) Perda DKI
Jakarta No.15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pasar Rebo dan
Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo ; (2) Perda DKI No.13 Tahun 2004
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji
Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan
Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ; (3) Perda DKI Jakarta No.14 Tahun
2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng menjadi Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan keberatan Hak Uji
il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; ”
cnimbang, bahwa obyek permohonan Hak Uji Materiil adalah :

raturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :13

Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah

Sakit Haji Jakarta, menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta
dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada Perseroan
Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :14

Tahun 2004 ........

smahkamal “iF’ Qg j 33” PFﬁmmhjamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi P